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Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat

(1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah, serta
Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah, telah ditetapkan
Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang
Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;

bahwa  setelah diundangkannya Peraturan Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2021
tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2019-2023, maka Peraturan Gubernur
Kalimantan Timur Nomor 24 Tahun 2019 tentang
Rencana  Strategis Perangkat Daerah  Provinsi
Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 perlu dilakukan
penyesuaian dan perubahan;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan
Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 24
Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat
Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Otonom  Provinsi
Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1106) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957
tentang Pembentukan Daerah Swatantra Provinsi
Kalimantan Tengah dan Pengubahan Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1284);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun
2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
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Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta
Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil
Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107),
sebagaimana telah diubah dengan = Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010
tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang
serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil
Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);

Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 80);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2020-2024;

Peraturan Meneteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889
Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan
Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun
2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan
Timur Nomor 70);
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15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1
Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun
2016 Nomor 1, Tambaha Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Timur Nomor 70);

16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah  Provinsi Kalimantan  Timur
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun
2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1);

17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun
2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan
Timur Tahun 2019 Nomor 2) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun
2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan
Timur Tahun 2021 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 24
TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2019-2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2019
tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2019-2023 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019
Nomor 25) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
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Pasal 1

Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun
2019-2023 selanjutnya disebut Renstra PD memuat tujuan, sasaran,
program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan
Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai
dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun
berpedoman kepada Perubahan RPJMD Provinsi Kalimanta Timur Tahun
2019-2023;

Ketentuan Pasal 3 di hapus.
Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 4

(1) Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas
Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur di
lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur disusun sesuai
urutan sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

2. Dinas Kesehatan;

3. RSUD A. Wahab Syahranie di Samarinda;

4. RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan;

5. Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam;

6. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan
Rakyat;

7. Satuan Polisi Pamong Praja;

8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

9. Dinas Sosial,

10. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

11. Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak;

12. Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura;

13. Dinas Lingkungan Hidup;

14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;

15. Dinas Perhubungan;

16. Dinas Komunikasi dan Informatika;

17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

18. Dinas Pemuda dan Olah Raga;

19. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;

20. Dinas Kelautan Dan Perikanan;

21. Dinas Pariwisata;

22. Dinas Perkebunan;

23. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;

24. Dinas Kehutanan;

25. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral,;

26. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil

Menengah;
27. Sekretariat Daerah;
28. Sekretariat DPRD;
29. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
30. Badan Pendapatan Daerah;
31. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
32. Badan Kepegawaian Daerah;
33. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia,
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34. Badan Penelitian dan Pengembangan;
35. Badan Penghubung Provinsi;

36. Inspektorat; dan

37. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

(2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan
tidak terpisahkan dengan Peraturan Gubernur ini.

4. Ketentuan Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 5

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, telah sesuai dengan:

a. sistematika dan subtansi penulisan Rencana Strategis Perangkat
Daerah; dan

b. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023.

Pasal II
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi
Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 28 Januari 2022

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,
ttd

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 28 Januari 2022

Pj.SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

MUHAMMAD SA’BANI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 2.

~

ANCERAWADI
/341997031007




BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan UU 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan
Nasional, perencanaan pembangunan bertujuan untuk mendukung koordinasi
antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan
sinergi baik antar daerah, ruang dan fungsi pemerintah, maupun antara Pusat
dan Daerah. Selain itu, perencanaan pembangunan juga bertujuan untuk
menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan dan pengawasan, pengoptimalan partisipasi masyarakat dan
menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, -efektif,
berkeadilan dan berkelanjutan.

Perencanaan sebagai penentu tindakan masa depan yang tepat melalui
urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Oleh
karena itu Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi penting terhadap
upaya-upaya yang dilakukan oleh semua komponen bangsa dalam rangka
mencapai tujuan bernegara. Perencanaan Pembangunan Nasional memiliki
satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan
rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan
yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat. Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) merupakan dokumen perencanaan
untuk periode 5 (lima) tahun.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah. Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai suatu proses
untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang
melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan
pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu unsur
pelaksana urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang



berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui
Sekretaris Daerah, serta mempunyai tugas membantu Gubernur dalam
melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
dibidang perencana.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selain melaksanakan tugas
juga harus melaksanakan fungsinya sebagai: Perumus kebijakan teknis
perencanaan pembangunan daerah seuai dengan rencana strategis yang
ditetapkan pemerintah daerah; Perencanaan, pembinaan dan pengendalian
kebijakan teknis bidang perencanaan, pengendaluan dan evaluasi
pembangunan daerah, pemerintahan dan pembangunan manusia,
perekonomian dan sumberdaya alam serta infrastruktur dan kewilayahan;
pelaksanaan kebijakan teknis pemerintahan dan pembangunan manusia,
perekonomian dan sumberdaya alam, dan infrastruktur dan kewilayahan;
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan, pengendaluan dan
evaluasi pembangunan daerah, pemerintahan dan pembangunan manusia,
perekonomian dan sumberdaya alam serta infrastruktur dan kewilayahan;
pelaksanaan administrasi Badan sesuai dengan lingkup tugasnya dan ;
pelaksanaan fungsi lain diberikan oleh Gubernur yang terkait dengan
tugasnya.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Prov. Kaltim
sebagai Perangkat Daerah selain menjalankan fungsi juga melaksanakan tugas
dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
rencana pembangunan daerah. Dengan demikian selaku Perangkat Daerah di
Provinsi Kalimantan Timur, Bappeda Prov. Kaltim berkewajiban untuk
menyiapkan Rencana Strategis sebagai acuan perencanaan Bappeda Prov.
Kaltim selama 5 (lima) tahun dan mengacu pada perencanaan yang

berkesinambungan, sinergis, terpadu, akuntabel serta berkualitas.

1.2 Landasan Hukum
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Prov. Kaltim Tahun

2019-2023 mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Otonomi Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan,
Kalimantan Timur (Lembaga Negara Tahun 1956 nomor 65, Tambahan
Lembaga- Lembaga Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



10.

11.

12.

Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pembentukan Daerah (Lembaga
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 perubahan kedua
atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (
Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaga Negara Republik Indonesia nomor 5679)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174/P tentang
Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan
Timur Masa Jabatan 2019-2023.

Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman
Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota
Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan
Keuangan Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang
Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang

Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi,



Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah;

13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi
Kalimantan Timur Tahun 2005-2025;

14. Peraturan Daerah Kaltim Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036;

15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan
Timur;

16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi
Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;

17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan
Timur Tahun 2019-2023;

18. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur;

19. Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 050/0022/B.PPEPD-
Bapp/2022 tentang Penyempurnaan Rancangan Akhir Perubahan
Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Tahun 2019-2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Provinsi
Kalimantan Timur tahun 2019-2023 merupakan pedoman pelaksanaan bagi
seluruh Aparatur Sipil Negara pada Bappeda Provinsi Kalimantan Timur dalam
melaksanakan program kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) Tahun. Renstra
Bappeda Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023 digunakan pula sebagai
dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan guna menghasilkan
perencanaan yang berkesinambungan, sinergis, terpadu, akuntabel dan
berkualitas.

Tujuan utama penyusunan Perubahan Renstra BAPPEDA Provinsi
Kalimantan Timur tahun 2019-2023 adalah merumuskan kebijakan guna
mendukung pencapaian visi misi Kepala Daerah yang tercantum dalam

Perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 dengan



mengoptimalkan peran perencana pembangunan sebagai koordinator

Perencanaan Pembangunan Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan
Perubahan Renstra BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-

2023 disusun secara sistematik adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, menjelaskan tentang latar belakang,
landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika
penulisan

BAB II Gambaran Pelayanan BAPPEDA Provinsi Kalimantan
Timur, menguraikan tugas, fungsi dan struktur organisasi,
sumberdaya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang
pengembangan pelayanan Bappeda Provinsi Kalimantan
Timur.

BAB III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Bappeda Provinsi
Kalimantan Timur, mengidentifikasi permasalahan
berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Bappeda Provinsi
Kalimantan Timur, telaahan visi, misi dan program Gubernur
dan Wakil Gubernur terpilih, serta isu-isu strategis Bappeda
Provinsi Kalimantan Timur.

BAB IV Tujuan dan Sasaran, berisi tujuan dan sasaran jangka
menengah Bappeda Provinsi Kalimantan Timur.

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan, berisi strategi dan arah
kebijakan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur dalam lima
tahun mendatang.

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan,
mengemukakan rencana program dan kegiatan, indikator
kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan, mengemukakan
indikator kinerja Bappeda Provinsi Kalimantan Timur yang
akan dicapai lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk
mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan
Timur Tahun 2019-2023.

BAB VIII Penutup, Berisiringkasan serta langkah langkah yang akan
dilaksanakan dalam mengimplementasikan Renstra Bappeda

Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023.



BAB II
Gambaran Pelayanan

Bappeda Provinsi Kalimantan Timur

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bappeda Provinsi
Kalimantan Timur
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
merupakan salah satu perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan
fungsi berdasar pada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
dan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi,
Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Kalimantan Timur. Tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi
serta tata kerja Bappeda Prov. Kaltim adalah sebagai berikut :
2.1.1. Tugas Pokok Bappeda Prov. Kaltim

1)  Membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan.

2) Bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

2.1.2. Fungsi Bappeda Prov. Kaltim

1) Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah
sesuai dengan rencanan strategis yang ditetapkan pemerintah
daerah;

2) Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis
bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan
daerah pemerintahan dan pembangunan manusia, perekonomian
dan sumber daya alam serta infrastruktur dan kewilayahan;

3) Pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan, pengendalian dan
evaluasi pembangunan daerah;

4) Pelaksanaan kebijakan teknis pemerintah dan pembangunan
manusia;

5) Pelaksanaan kebijakan teknis perekonomian dan sumber daya
alam;

6) Pelaksanaan kebijakan teknis infrastruktur dan kewilayahan;

7) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan,
pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, pemerintahan
dan pembangunan manusia, perekonomian dan sumber daya

alam, serta infrastruktur dan kewilayahan;



2.1.3.

8) Pelaksanaan administrasi Badan sesuai dengan lingkup
tugasnya; dan
9) Pelaksanaan fungsi lain diberikan oleh Gubernur yang berkaitan
dengan tugasnya.
Struktur Organisasi Bappeda Prov. Kaltim (sesuai dengan Susunan
Organisasi Tata Kerja)
Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Kalimantan Timur, terdiri dari :
a. Kepala Badan;
b. Sekretariat yang terdiri dari :
1. Subbagian Perencanaan Program,;
2. Subbagian Keuangan; dan
3. Subbagian Umum;
c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah terdiri dari:
1. Subbidang Perencanaan dan Pendanaan;
2. Subbidang Analisis Data dan Informasi; dan
3. Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.
d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia terdiri dari:
1. Subbidang Pengembangan Sumber Daya Manusia;
2. Subbidang Kesejahteraan Rakyat; dan
3. Subbidang Pemerintahan.
e. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam terdiri dari:
1. Subbidang Pertanian dan Perikanan;
2. Subbidang Industri, Perdagangan, Koperasi, Investasi dan
Pariwisata; dan
3. Subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
f. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan terdiri dari:
1. Subbidang Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan;
2. Subbidang Infrastruktur Sumber Daya Air dan Kewilayahan,;
dan
3. Subbidang Infrastruktur Keciptakaryaan dan Pemukiman.

g. Kelompok Jabatan Fungsional
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2.1.4. Uraian Tugas

tentang Susunan Organisasi,

Gambar 2.1

Struktur Organisasi

Peraturan Gubernur Kalimantan Timur

Nomor 11 Tahun 2020
Tentang : Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan

Tata Kerja Bappeda

Kelompok Jabatan

Fungsional

| KEPALA I
I SEKRETARIS I

Kasubbag
Perencanaan
Program

Kasubbag
Keuangan

J{

Kasubbag
Umum

Vs
Bidang Pemerintahan
dan Pembangunan
Manusia

Bidang Perekonomian
dan Sumber Daya Alam

Bidang Infrastruktur
dan Kewilayahan

Bidang Perencanaan,
Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan

(&
Kasubbid Pertanian Kasubbid -
Kasubbid dan perikanan Infrastruktur Kasubbid
|— Pengembangan Kebinamagaan dan |l—1 Perencanaandan
Sumber Daya Perhubungan Pendanaan
~—
Kasubbid Kasubbid Kasubbid )
: Indagkop dan Infrastrukrtur Kasubbid
Kesciohisaan : Analisis Data dan
Rakyat — Pariwisata Sumber Daya Air dan . : p:
Kewilayahan Informasi
~—
fa=ubbi Kasubbid Sumber Kasubbid Kasubbid
Pemerintahan — Daya Alam dan Insfrastruktur Pengendalian
Lingkungan Hidup Keciptakaryaan dan Evaluasi dan
Permukiman
N 4

Uraian Tugas berdasakan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2020

Tugas,

Fungsi

dan Tata

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut :

A. Kepala Badan

1.

Kerja Badan

Bappeda dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah

dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Kepala

Bappeda

mempunyai

tugas

membantu

Gubernur

melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan

daerah di bidang perencanaan

Untuk

melaksanakan

menyelenggarakan fungsi

Provinsi meliputi :

a.

Tugas

penunjang menjadi

pokok,

Kepala

Badan

kewenangan Daerah

Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah

sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;

Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang

perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah,
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pemerintahan dan pembangunan manusia, perekonomian dan sumber
daya alam serta infrastruktur dan kewilayahan;

Pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan, pengendalian dan
evaluasi pembangunan daerah;

Pelaksanaan kebijakan teknis pemerintahan dan pembangunan
manusia;

Pelaksanaan kebijakan teknis perekonomian dan sumber daya alam
Pelaksanaan kebijakan teknis infrastruktur dan kewilayahan;
Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan,
pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, pemerintahan dan
pembangunan manusia, perekonomian dan sumber daya alam,
infrastruktur dan kewilayahan;

Pelaksanaan administrasi Badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
Pelaksanaan fungsi lain diberikan oleh Gubernur yang berkaitan

dengan tugasnya.

. Sekretariat
1.

Sekretariat mempunyai tugas melaksananakan penyiapan bahan
perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program dan
pelaporan, urusan umum, kehumasan, kepegawaiaan,
ketatalaksanaan perlengkapan, administrasi keuangan, pengelolaan
aset, dan pengoordinasikan pelaksanaan Musyawarah Rencana
Pembangunan.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam
melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bappeda Prov. Kaltim

Dalam melaksanakan tugasnya, sekretaris melaksanakan fungsi

sebagai berikut :

a. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana program,

monitoring, evaluasi dan pelaporan;

Penyediaan bahan koordinasi administrasi umum dan kepegawaian,
ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan
kehumasan serta pengaduan masyarakat;

Penyiapan bahan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan,
verifikasi dan akuntansi keuangan serta pengelolaan barang milik

negara/daerah.
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Subbagian pada Sekretariat :

1)

2)

3)

Subbagian Perencanaan Program mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan, pengoordinasian, penyusunan rencana dan
program, monitoring, evaluasi serta pelaporan kegiatan.

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan
penyiapan bahan penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi
dan akuntansi keuangan serta pengelolaan aset.

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan
penyiapan  bahan  administrasi umum dan  kepegawaian,
ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan

kehumasan serta pengaduan masyarakat.

. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah

1.

Bidang Perencanaan, Pengedalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
mempunyai tugas melaksanan penyiapan data, analisis, perumusan,
kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian,
pemantauan dan evaluasi, pelaporan, pengembangan dan
perencanaan teknis bidang pembangunan daerah.

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah dipimpin oleh kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bappeda.
Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah membawahi subbidang-subbidang yang masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang dan bertanggung jawab
langsung kepada Kepala Bidang.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

menyelenggarakan fungsi :

a.

Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan
pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;

Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program bidang
perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan,
bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis subbidang

perencanaan dan pendanaan;

-13-



d.

Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi pembinaan, bimbingan,
pengendalian dan peraturan teknis subbidang analisis data dan
informasi;

Penyiapan bahan dan peksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan,
pengendalian dan pengaturan teknis subbidang  pengendalian,
evaluasi dan pelaporan;

Penyiapan bahan dan pelaksanaan evalusi dan pelaporan bidang
perencanaan dan pendanaan, analisis data dan informasi serta
pengendalian, evaluasi dan pelaporan; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala Bappeda yang

berkaitan dengan tugasnya

Subbidang pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah :

1)

2)

3)

Subbidang Perencanaan dan Pedanaan mempunyai tugas melakukan
pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, analisis,
pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian dalam perencanaan
pembangunan dan pendanaan.

Subbidang Analisis Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan
pengumpulan data dan penyiapan bahan koordinasi, analisis,
pembinaan, pengaturan teknis, pengendalian dan evaluasi dan
pelaporan analisis data dan informasi.

Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan melakukan
pengumpulan data dan penyiapan bahan koordinasi, analisis,
pembinaan, pengaturan teknis, pemantauan terhadap pengendalian,

evaluasi dan pelaporan pembangunan.

D. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

1.

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi,
pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis
bidang pemerintahan dan pembangunan manusia.

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dipimpin oleh
seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bappeda.

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia membawahi
subbidang — subbidang yang masing-masing dipimpin oleh Kepala

Subbidang dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
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Dalam melaksanakan tugas Bidang Pemerintahan dan

Pembangunan Manusia menyelenggarakan fungsi :

a.

Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Pemerintahan
dan Pembangunan Manusia;

Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program bidang
pemerintahan dan pembangunan manusia;

Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan,
bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis subbidang
pengembangan sumber daya manusia;

Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan,
bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis subbidang
kesejahteraan rakyat;

Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan,
bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis subbidang
pemerintahan;

Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
pengembangan sumber daya manusia, kesejahteraan rakyat dan
pemerintahan; dan

Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan Kepala Bappeda yang

berkaitan dengan tugasnya.

Subbidang pada Bidang Pemerintahan dan Pengembangan Manusia :

1)

2)

3)

Subbidang Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas
melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi,
pembinaan pengaturan teknis dalam pengembangan sumber daya
manusia.

Subbidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melakukan
pengumpulan, penyiapan bahan penyusunan rencana dan program
kesejahteraan rakyat.

Subbidang Pemerintahan melakukan pengumpulan, penyiapan bahan

penyusunan rencana dan program pemerintahan.

E. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

1.

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi,
pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
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Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dipimpin oleh seorang
Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bappeda.

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam membawahi subbidang
—subbidang yang masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang dan
bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Perekonomian dan Sumber

Daya Alam menyelenggarakan fungsi :

a.

Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang perekonomian
dan sumber daya alam;

Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program bidang
perekonomian dan sumber daya alam;

Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan,
bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis subbidang pertanian
dan perikanan;

Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan,
bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis subbidang industri,
perdagangan, koperasi, investasi dan pariwisata;

Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan,
bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis subbidang sumber
daya alam dan lingkungan hidup;

Penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi pelaporan bidang pertanian
dan perikanan, industri, perdagangan, koperasi, investasi dan
pariwisata serta sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan
Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Bappeda yang

berkaitan dengan tugasnya.

Subbidang pada Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam :

1)

2)

Subbidang Pertanian dan Perikanan mempunyai tugas melakukan
pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi pembinaan,
bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis dalam penyusunan
rencana dan program pembangunan pertanian dan perikanan.

Subbidang Industri, perdagangan, koperasi, investasi dan pariwisata
mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan
koordinasi pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan
teknis dalam penyusunan rencana dan program pembangunan

industri, perdagangan, koperasi, investasi dan pariwisata.
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3)

1.

Subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai
tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi
pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis dalam
penyusunan rencana dan program pembangunan sumber daya alam

dan lingkungan hidup.

. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi,
pembinaan, bimbingan, pengendalian, pengembangan dan
perencanaan teknis bidang prasarana wilayah.

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang yang melaksanakan tugasnya berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bappeda.

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan membawahi subbidang -
subbidang yang masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang dan
bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Infrastruktur dan

Kewilayahan menyelenggarakan fungsi :

a.

Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Infrastruktur
dan Kewilayahan;

Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program bidang
Infrastruktur dan Kewilayahan;

Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan,
bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis subbidang
infrastruktur kebinamargaan dan perhubungan,;

Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan,
bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis subbidang
infrastruktur sumber daya air dan kewilayahan;

Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan,
bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis subbidang
infrastruktur keciptakaryaan dan permukiman;

Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
infrastruktur kebinamargaan dan perhubungan, infrastruktur
sumber daya air dan kewilayahan, infrastruktur keciptakaryaan dan

permukiman; dan

-17-



g.

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Bappeda yang

berkaitan dengan tugasnya.

Subbidang pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan :

1)

2)

3)

Subbidang Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan
mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan
koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian dalam
penyusunan rencana dan program pembangunan infrastruktur
kebinamargaan dan perhubungan.

Subbidang Infrastruktur Sumber Daya Air dan Kewilayahan
mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan
koordinasi pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian dalam
penyusunan rencana dan program pembangunan infrastruktur
sumber daya air dan kewilayahan.

Subbidang  Infrastruktur  Keciptakaryaan dan  Permukiman
mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan
koordinasi pembinaan, pengaturan teknis dalam penyusunan rencana
dan program pembangunan infrastruktur keciptakaryaan dan

permukiman.

G. Kelompok Jabatan Fungsional

(1)

1.

Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan pada Bappeda, yang
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis sebagai tugas
teknis sesuai dengan tingkat keterampilan dan keahliannya.
Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam
jenjang jabatan fungsional yang dibagi dalam berbagai kelompok
sesuai bidang keterampilan dan keahliannya.

Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh
Gubernur berdasarkan kebutuhan, kemampuan dan beban kerja atas
usulan kepala Bappeda sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Tata Kerja :

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Bappeda, Sekretaris,

Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang dan Kelompok

Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip tentang pola mekanisme

hubungan kerja, koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dan simplikasi

baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi
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(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

dilingkungan Pemerintah Provinsi serta instansi lain di luar Pemerintah

Provinsi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Kepala Bappeda, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan

Kepala Subbidang wajib bertanggung jawab untuk memimpin, membagi

tugas pekerjaan, menyelia dan mengkoordinasikan bawahanya masing-

masing serta memberikan bimbingan petunjuk bagi pelaksanaan tugas

bawahannya.

Kepala Bappeda, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan

Kepala Subbidang dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib mengikuti

dan mematuhi petunjuk dan menyampaikan laporan berkala tepat

waktu serta bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta

menyampaikan laporan berkala tepat waktu.

Setiap laporan yang disampaikan kepada pemimpin dari bawahannya

wajib diolah dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih

lanjut dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Tembusan Laporan wajib disampaikan kepada Bidang lain yang secara

fungsional mempunyai hubungan kerja.

Kepala Bappeda, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan

Kepala Subbidang wajib melaksanakan pengawasan melekat terhadap

bawahannya.

Kepala Bappeda, wajib bertanggung jawab untuk :

a. Melaksanakan peta proses bisnis ;

b. Meningkatkan pelayanan publik melalui survei kepuasan
masyarakat dan inovasi pelayanan publik;

c. Menyusun dan menetapkan standar pelayanan; dan

d. Meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi.

2.2 Sumber Daya Bappeda Provinsi Kalimantan Timur

2.2.1. Sumber Daya Manusia Bappeda Prov. Kaltim

Bappeda Provinsi Kalimantan Timur secara keseluruhan memiliki

jumlah pegawai sebanyak 169 orang, yang terdiri dari 87 orang Pegawai Negeri

Sipil (PNS) dan 82 orang pegawai Non PNS.
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Tabel 2.1
Rekapitulasi Pegawai PNS dan Non PNS Bappeda Prov. Kaltim
berdasarkan
Jenis Kelamin, Golongan dan Tingkat Pendidikan Tahun 2022

Jenis Kelamin Golongan Tingkat Pendidikan

Jabatan Pasca
m I I Doktorat . Sarjana Dipl SLTA SLTP sD
Sarjana

5 6 7 9 10 11 12 13 14

Laki-Laki | Perempuan

1 2 3

Kepala Badan 1

[EEN N I N -

Sekretaris

1

1

Kasubbag
Kasubbid
Staf

JIh Pegawai PNS
JIh Pegawai Non
PNS 65
JIh Pegawai PNS

+ Non PNS

Dari Tabel 2.1 dapat dilihat Komposisi jabatan dalam struktur
organisasi Bappeda Prov. Kaltim berdasarkan peraturan daerah adalah : 1
(satu) orang Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yaitu Kepala Bappeda, 5 (lima)
orang Jabatan Administrator terdiri dari 1 (satu) orang Sekretaris dan 4
(empat) orang Kepala Bidang, 15 orang Jabatan Pengawas terdiri dari 3 (tiga)
orang Kepala Sub Bagian dan 12 orang Kepala Sub Bidang, serta 66 orang
Staf PNS dan 82 orang pegawai Non PNS.

Gambar 2.2
Grafik Pegawai Bappeda Prov. Kaltim Berdasarkan Jenis Kelamin
Tahun 2022

70
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LAKI-LAKI PEREMPUAN
EPNS mENon PNS

Pegawai Bappeda Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari Pegawai
Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Non PNS. Dari Gambar 2.2 diatas berdasarkan
pada jenis kelamin PNS Pria berjumlah 58 orang dan PNS Wanita berjumlah
29 orang yang ditempatkan pada seluruh bidang dan Sekretariat di lingkup
Bappeda Prov. Kaltim. Selain PNS terdapat pula Pegawai Non PNS yang
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ditempatkan di seluruh bidang dan sekretariat untuk membantu tugas dan

fungsi di masing-masing bidang dan sekretariat.

Gambar 2.3
Grafik PNS Bappeda Prov. Kaltim berdasarkan Golongan
Tahun 2022

mv
mil

PNS Bappeda Prov. Kaltim, seperti pada gambar 2.3 berdasarkan
penggolongan dan pengelompokan sesuai dengan jabatan dan dapat pula
berbanding lurus dengan masa kerja selama menjadi PNS. Bappeda Prov.
Kaltim memiliki Pegawai Negeri Sipil Golongan IV berjumlah 8 orang (9%),
Golongan III berjumlah 45 orang (46%), Golongan II berjumlah 32 orang (32%)
dan Golongan I berjumlah 2 orang (2%).

Gambar 2.4.
Grafik PNS Bappeda Prov. Kaltim
berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2022
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Gambar 2.5.
Grafik Pegawai Non PNS Bappeda Prov. Kaltim
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2022
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2.2.2. Aset dan modal Bappeda Prov. Kaltim

Tabel 2.2
Aset dan Modal Bappeda Prov. Kaltim Tahun 2022
Jumlah
No Jenis Barang Barang
(Unit)
1 Komputer 127
2 AC 144
3 Printer 104
4 Kursi Kayu / Busa 7
) Kursi Kerja 21
6 Mesin Fotocopy 9
7 Lemari Arsip 102
8 Mesin Penghancur Kertas 12
9 Meja Resepsionis 20
10 | Kursi Tamu 32
11 | Meja Tamu 26
12 | Meja Kecil Samping 3
13 | TV 19
14 | Telephone Pabx 2
15 | Meja Kerja 66
16 | Sekat Partisi Staf 87
17 | Sekat Partisi Esselon IV 17
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Jumlah

No Jenis Barang Barang
(Unit)

18 | Lemari 25
19 | Meja Bundar 3
20 | Kursi Putar 30
21 | Server CCTV 2
22 | Brankas 4
23 | Meja Rapat 91
24 | Dispenser 7
25 | Mesin Ketik 6
26 | Kursi Rapat 518
27 | Mini PC 6
28 | Kipas Angin 7
29 | Rak Buku 3
30 | Peta Wilayah 1
31 | Lambang Garuda Pancasila 1
32 | Foto Presiden 1
33 | Foto Wakil Presiden 1
34 | Tiang Bendera 2
35 | AC Sentral 8
36 | Sound System 1
37 | Kursi Rapat Coklat 109
38 | Kursi Rapat Biasa 63
39 | Kursi Rapat Pimpinan 3
40 | Meja Lipat 2
41 | Router / Microbyte 1
42 | Cisco Switch Atas 1
43 | Cisco Switch Bawah 1
44 | Mikrotik 1
45 | IBM System X3650 1
46 | Dell Power Edge R420 1
47 | Meja Arsip 8
48 | White Board 3
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Jumlah

No Jenis Barang Barang
(Unit)
49 | Laptop 263
50 | Telephon 8
51 | Filling Kabinet 2 Laci 18
52 | Filling Kabinet 9
53 | PC Server 6
54 | UPS 14
55 | Filling Kabinet 3 Laci 3
56 | Kursi Besi 219
57 | Kursi Rapat Kayu 9
58 | Foto Gubernur 2
59 | Foto Wakil Gubernur 2
60 | Meja Samping/Tambahan 1
61 | Monitor CCTV 2
62 | Meja Panjang Khusus TV 1
63 | Sofa 1
64 | Kursi Hadap 28
65 | Meja Keamanan 1
66 | Kursi 1172
67 | Scanner 10
68 | Screen Proyektor 8
69 | Foto Kepala - Kepala Bappeda 9
Prov.Kaltim
70 | Proyektor 20
71 | Meja Panjang 2
72 | Power Amplifier 1
73 | Meja Tambahan Kecil 1
74 | Mixer 4
75 | Kursi Rapat Pimpinan
76 | Meja 424
77 | Speaker Luar 2
78 | Amplifier
79 | Meja Makan 4
80 | Kursi Makan 50
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Jumlah
No Jenis Barang Barang
(Unit)
81 | Meja Makan bundar 10
82 PC Karaoke 1
83 | Microphone 84
84 Kendaraan Roda 4 31
85 Kendaraan Roda 2 42
Jumlah 4180

2.2.3. Unit Usaha Yang Masih Operasional

Unit usaha yang beroperasi di Bappeda Provinsi Kalimantan Timur

adalah Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Kesuma Bangsa dengan kegiatan usaha

sembilan bahan pokok, simpan pinjam dan sandang, termasuk pula kegiatan

Kantin Bappeda Prov. Kaltim yaitu usaha yang berupa penyediaan makanan,

minuman dan kebutuhan konsumsi kegiatan.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Bappeda Prov. Kaltim

Secara garis besar sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda Prov.

Kaltim, Kinerja pelayanan yang dicapai antara lain adalah sebagai berikut :

o o R b=

10.

11.

12.

RPJMD 2019-2023

Perubahan RPJMD 2019-2023

RENSTRA 2019-2023

Perubahan Renstra 2019-2023

Dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD Prov.Kaltim

Dokumen RKPD Prov. Kaltim Tahun 2021 dan Perubahan RKPD Tahun
2020

Dokumen RKPD Prov. Kaltim Tahun 2022 dan Perubahan RKPD Tahun
2021

Dokumen Usulan Program/Kegiatan Kalimantan Timur melalui
FKRP2RK

Laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sub Bidang SDA LH
Laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sub Bidang Pertanian
dan Perikanan

Laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sub Bidang Indagkop,
Investasi dan Pariwisata

Laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Pengembangan

Sumber Daya Manusia
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13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.
27.

28.
29.
30.

Laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Kesejahteraan
Sosial

Laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Pemerintahan
Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sektor Prasarana
Perhubungan

Laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Sumber Daya Air
dan Tata Ruang

Koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Prasarana perumahan
dan Pemukiman

Koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Prasarana perumahan
dan Pemukiman

Laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Prasarana
perumahan dan Pemukiman

Laporan Budget Tagging Ekonomi Hijau

Laporan evaluasi Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi

Laporan Triwulan Evaluasi Renja SKPD dan Laporan Semester RKPD
Kab/Kota

Dokumen Evaluasi RKPD

Laporan Kondisi Pembangunan Masyarakat Provinsi Kalimantan Timur
Laporan Penanggulanan Kemiskinan

RAD Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Laporan Kajian Pembangunan Infrastruktur dengan Pola Availabillity
Payment

Sistem Informasi Data (SIDATA) Bappeda Prov. Kaltim

e —Library Bappeda Prov. Kaltim

Sistem One Data One Map

Disamping itu pula Bappeda dalam memberikan pelayanan tidak hanya

kepada publik (masyarakat), tetapi juga melaksanakan pelayanan kepada

unsur-unsur pemerintahan lainnya, yaitu unsur Pimpinan Daerah, Perangkat

Daerah/Biro di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Prov. Kaltim, Pemerintah Kabupaten/Kota,

Bappeda Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur serta kepada Instansi Vertikal

yang terkait dengan perencanaan pembangunan daerah, khususnya

Kementerian Dalam Negeri dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

(Bappenas).
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Gambaran kinerja Bappeda Provinsi Kalimantan Timur periode 5 (lima)
tahun sebelumnya diperoleh dari Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP), antara lain dapat dilihat pada Tabel 2.3 dan Tabel
2.4 sebagai berikut :
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Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Bappeda Prov. Kaltim Tahun 2019-2023

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-

Realisasi Capaian Tahun Ke-

Rasio Capaian pada Tahun Ke-

NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan fungsi Perangkat Daerah
2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
Presentase program kegiatan dalam dokumen perencanaan yang dilaksanakan
1 . 80% 85% 89,74% 85,13% 112,17% | 100,15%
melalui dokumen anggaran
Jumlah Dokumen RKPD Prov.Kaltim Tahun 2020 dan perubahan RKPD tahun
2 2 dokumen - 2 dokumen - 100%
2019
3 Jumlah Dokumen RPJMD Prov. Kaltim Tahun 2019-2023 1 dokumen - 1 dokumen - 100%
Jumlah Pelaksanaan Forum pembahasan dokumen perencanaan pembangunan
4 | 3 forum - 3 forum - 100%
daerah yang dilakukan
5 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Forum Pembahasan Rencana Pembangunan 1 dokumen | 3 dokumen 1 dokumen | 3 dokumen 100% 100%
6 Jumlah tahapan perencanaan yang menggunakan sistem informasi 6 tahap - 6 tahap - 100%
Jumlah Dokumen Ranc. KUA-PPAS,KUA-PPAS,Ranc. Perubahan KUA-PPAS dan
7 8 dokumen - 8 dokumen - 100%
perubahan KUA-PPAS
8 Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan (RPJPD,RPJMD,RKPD,P-RKPD) - 3 dokumen 2 dokumen 100%
Jumlah Dokumen Pendanaan Pembangunan Daerah (KUA-PPAS,KUPA-PPAS,
9 . ) - 2 dokumen
Aplikasi SIPPD)
Jumlah Renstra/Renja PD dan RPJMD/RKPD Kabupaten/kota yang
10 L A . - 112 dokumen 112 dokumen 100%
diverifikasi/Evaluasi
11 Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi 15% 17,00% 13,9% 13,9% 92,67% | 81,76%
12 Jumlah Rapat Koordinasi 38 Rapat 40 Rapat 38 rapat 40 rapat 100% 100%
13 Jumlah PNS 30 orang 40 orang 30 orang 40 orang 100% 100%
Persentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di
14 X R 60% 65,00% 106,57% 77,69% 117,62% | 119,52%
bidang perekonomian
15 Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sub Bid SDA LH 1 Laporan 1 Laporan 1 laporan 1 laporan 100% 100%
16 Jumlah Laporan RAD Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 1 Laporan 1 laporan 100%
17 Jumlah Laporan Evaluasi RAD Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) - 1 Laporan - 1 laporan 100%
18 Jumlah Laporan Koordinasi perencanaan pembangunan Sub Bid Pertanian dan
perikanan
19 Jumlah Dokumen RAD Pangan dana Gizi (RAD-PG) 1 Laporan 5 laporan 1 laporan 5 laporan 100% 100%
20 Jumlah Laporan Evaluasi Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi - 1 Laporan - 1 laporan 100%
Jumlah Laporan koordinasi perencanaan pembangunan sub bid
21 A . . L. 4 laporan 4 laporan 4 laporan 4 laporan 100% 100%
indagkop,investasi dan pariwisata
Persentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di
22 R R R 50% 60% 97,47 % 88,56% 194,94 % | 147,60%
bidang pemerintahan dan sosial budaya




Lanjutan Tabel 2.3

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-

Realisasi Capaian Tahun Ke-

Rasio Capaian pada Tahun Ke-

NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan fungsi Perangkat Daerah
2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan sektor pengembangan

23 ) Po . pe pe g peng 8 1 Laporan 1 Laporan 1 laporan 1 laporan 100% 100%
sumber daya manusia

24 Jumlah Laporan Koordinasi masyarakat provinsi Kalimantan Timur 1 Laporan 1 Laporan 1 laporan 1 laporan 100% 100%
Jumlah Laporan koordinasi perencanaan pembangunan sektor kesejahteraan

25 . 1 Laporan 1 Laporan 1 laporan 1 laporan 100% 100%
sosial

26 Jumlah Dokumen Strategis Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SKPD) 1 Dokumen | - Dokumen 1 Dokuem - Dokumen 100% 100%

27 Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanggulangna Kemiskinan Daerah (LP2KD) - Laporan 1 Laporan - Laporan 1 Laporan 100% 100%

28 Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sektor Pemerintah 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100% 100%

29 Jumlah Laporan Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100% 100%
Persentase Pencapaian Sasaran Jangka Menengah dengan Realisasi Tahunan di

30 . 55% 65% 93,29% 79,49% 169,62% | 122,29%
Bidang Prasaran Perhubungan
Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan pembangunan Sektor Prasarana

31 2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 100% 100%
Perhubungan
Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sektor Sumber Daya Air

32 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100% 100%
dan tata Ruang
Jumlah Laporan Identifikasi kebutuhan Infrastruktur untuk Mendukung Pusat-

33 1 Dokumen | - Dokumen 1 Dokuem - Dokumen 100% 100%
Pusat Pertumbuhan

34 Jumlah Profil Pembangunan Bidang Sumber Daya Air & Tata Ruang 1 Dokumen | 1 Dokumen 1 Dokumen | 1 Dokumen 100% 100%
Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sektor Prasarana

35 A 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100% 100%
Perumahan dan Pemukiman
Jumlah Profil Pembangunan Bidangn Sumber Prasarana CiptaKarya dan

36 ) 1 Dokumen | 1 Dokumen 1 Dokumen | 1 Dokumen 100% 100%
Pemukiman

37 Nilai Akuntanbilitas Kinerja PD 78 (BB) 78,5 (BB) 79,22% 79,43% 101,56% | 101,18%

38 Jumlah Dokumen perencanaan Dan Anggaran 4 Dokumen | 4 Dokumen 4 Dokumen | 4 Dokumen 100% 100%

39 Jumlah Laporan pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan 4 Dokumen | 4 Dokumen 4 Dokumen | 4 Dokumen 100% 100%

40 Jumlah Laporan Hasil Pengawalan Percepatan Pembangunan 5 Dokumen | 5 Dokumen 5 Dokumen | 5 Dokumen 100% 100%

41 Persentase Capaian Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah 50% 60% 80,44% 75% 161% 125%
Jumlah Dokumen Laporan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan

42 3 Dokumen | 3 Dokumen 3 Dokumen | 3 Dokumen 100% 100%
APBD/APBN, Laporan TEPRA dan LKPJ
Jumlah Laporan Triwulan Evaluasi Renja SKPD dan Laporan Semester RKPD

43 6 Laporan 6 Laporan 6 Laporan 6 Laporan 100% 100%
Kab/Kota

44 Jumlah Dokumen Evaluasi RKPD 1 Dokumen | 1 Dokumen 1 Dokumen | 1 Dokumen 100% 100%
Persentase Ketersediaan Data dan Informasi yang Digunakan dalam Analisis

45 76% 78% 70,90% 81,48% 93,28% | 104,41%
Perencanaan Pembangunan

46 Jumlah Dokumen Data dan Informasi yang Dihasilkan 14 Dokumen| 14 Dokumen 14 Dokumen | 14 Dokumen 100% 100%

47 Publikasi Jenis Data dan Informasi Geospasial Tematik 200 IGT 200 IGT 200 IGT 200 IGT 100% 100%
Proporsi Program Pembangunan Daerah yang Sinergi antara Provinsi, Nasional

48 PO - g yang & 0,85 0,85 100%
dan Kabupaten/Kota
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Lanjutan Tabel 2.3

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-

Realisasi Capaian Tahun Ke-

Rasio Capaian pada Tahun Ke-

NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan fungsi Perangkat Daerah
2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
49 Tingkat Kepuasan Pemangku Keentingan Terhadap Pelayan PD (SKM) 85% 86% 100,00% 86,89% 117,54% | 101,30%
50 Jumlah Instansi/Lembaga Provinsi, Kabupaten/Kota, Vertikal yang Dilayani 69 Instansi/f 70 Instansi/ 69 Instansi/ | 70 Instansi/ 100% 100%

Lembaga Lembaga Lembaga Lembaga
51 Unit Kerja PD yang Memilki Kinerja pelayanan Tepat Waktu 2 3 2 3 100% 100%
52 Jumlah Penambahan Aset Sarana dan Prasaran Aparatur 147 Unit 172 Unit 147 Unit 172 Unit 100% 100%
53 Jumlah Aset Sarana Prasarana Aparatur yang Berfungsi Baik 120 Unit 126 Unit 120 Unit 126 Unit 100% 100%
54 Persentase pelayanan publik pada tugas dan fungsi Bappeda 86,88% 87% 100,13%
55 Persentase Capaian Kinerja Bappeda Prov.Kaltim 79,44% 79% 99,44%
56 Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Bappeda Prov. Kaltim 2 Dokumen 2 Dokumen 100,00%
57 Jumlah Dokumen RKA Bappeda Prov. Kaltim 1 Dokumen 1 Dokumen 100,00%
58 Jumlah Dokumen RKA Perubahan Bappeda Prov. Kaltim 1 Dokumen -
59 Jumlah Dokumen DPA Bappeda Prov. Kaltim 1 Dokumen 1 Dokumen 100,00%
60 Jumlah Dokumen DPA Perubahan Bappeda Prov. Kaltim 1 Dokumen -
61 Jumlah Dokumen LKjIP dan LPPD Bappeda Prov. Kaltim 2 Dokumen 2 Dokumen 100,00%
62 Jumlah Laporan Evaluasi Renja dan Renstra Bappeda Prov. Kaltim 2 Dokumen 2 Dokumen 100,00%
63 Persentase Realisasi Anggaran Bappeda Prov. Kaltim 91,25% 83,28% 91,26%
64 Jumlah Dokumen Daftar Gaji dan Tunjangan PNS 52 Dokumen 52 Dokumen 100,00%
65 Jumlah Dokumen Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 7760 Dokumen 5010 Dokumen 64,56%
66 Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang diverifikasi 3000 Dokumen 2650 Dokumen 88,33%
67 Jumlah Laporan Keuangan 12 Laporan 12 Laporan 100,00%
68 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 Laporan 1 Laporan 100,00%
69 Jumlah LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) yang ditanggapi 24 Laporan 24 Laporan 100,00%
70 Jumlah laporan keuangan bulanan dan semesteran 14 Laporan 14 Laporan 100,00%
71 Jumlah laporan estimasi realisasi anggaran 2 Laporan 2 Laporan 100,00%
72 Persentase Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur 75% -
73 Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Bimbingan Teknis 30 Orang -
74 Persentase Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kantor 75% 75% 100%
75 Jenis Komponen instalasi listrik /penerangan bangunan yang diadakan 22 Jenis 22 Jenis 100%
76 Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia 55 Jenis 54 Jenis 98,18%
77 Jumlah bahan logistik kantor yang diadakan 24362 Porsi 8015 Porsi 32,89%
78 Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan 4 Jenis 4 jenis 100%
79 Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang diadakan 162 Buah 116 Buah 71,60%
80 Jumlah fasilitasi tamu yang diadakan 800 Porsi 80 Porsi 10,00%
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Lanjutan Tabel 2.3

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke- Realisasi Capaian Tahun Ke- Rasio Capaian pada Tahun Ke-
NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan fungsi Perangkat Daerah
2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
81 Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi 125 Laporan 71 Laporan 56,80%
82 Jumlah pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang didukung 3 Sistem 3 Sistem 100%
83 Per Jasa P jang yang terl. i tepat waktu 80% 80% 100%
84 Jumlah surat masuk dan keluar yang dikendalikan 4050 Surat 3918 Surat 96,74%
Jasa listrik yang terbayarkan 12.660 Kwh 9.683 Kwh 76,48%
85 Jasa sumber daya air yang terbayarkan 9750 m3 5318 m3 54,54%
Jumlah komunikasi yang terbayarkan 223 Mbps 223 Mbps 100,00%
86 Jumlah jenis pelayanan umum kantor yang tersedia 6 Jenis 6 Jenis 100,00%
87 Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara 79% 79% 100,00%
88 Jumlah kendaraan jabatan yang terpelihara 2 Unit 2 Unit 100,00%
89 Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara 47 Unit 47 Unit 100,00%
90 Jumlah mebeler yang terpelihara 25 Buah 25 Buah 100,00%
91 Jumlah peralatan dan mesin yang terpelihara 1 Mesin 1 Mesin 100,00%
92 Jumlah gedung kantor yang terpelihara 1 Gedung 1 Gedung 100,00%
93 Jumlah jenis sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara 4 Jenis 4 Jenis 100,00%
94 Persentase capaian target rencana prioritas Pembangunan Daerah 65% 65% 100,00%
95 Tingkat Keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan 85% 75% 88,23%
Jumlah pelaksanaan rapat/Forum/FGD Perumusan kondisi, permasalahan dan
96 . 1 Laporan 1 Laporan 100,00%
Isu strategis Daerah
97 Jumlah Laporan Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Provinsi 1 Dokumen 1 Dokumen 100,00%
98 Jumlah Laporan Pelaksanaan Musrenbang Provinsi 2 Dokumen 2 Dokumen 100,00%
99 Jumlah Rencana Pembangunan Daerah Provinsi yang Disusun 3 Dokumen 3 Dokumen 100,00%
100 Persentase hasil anal:sts. data dan m.forr.nast yang digunakan dalam 00% 20% 100,00%
per peng lian dan evaluasi pembangunan
Jumlah IGT 160 IGT 195 IGT 121,87%
101
Persentase Keterisian Elemen Data 65% 48,24% 74,21%
102 Persentase kesesuaian Rencana Program/Kegiatan yang dilaksanakan 5% 60% 20.00%
mendukung Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi ° ° DAVO
Laporan Tahunan Evaluasi RPJMD, Triwulanan Evaluasi RKPD Provinsi,
103 |Semesteran Evaluasi RKPD Kab/Kota, Laporan hasil Pengawalan Percepatan 10 Dokumen 10 Dokumen 100,00%
Pembangunan Bidang Ekonomi,SDM dan Infrasstruktur
104 |Jumlah Pelaksanaan Forum Sinkronisasi Usulan Program Regional Kalimantan 1 Laporan 1 Laporan 100,00%
105 Laporan Bulanan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan APBD (TEPRA), 20 Dol 17 Dok 85.00%
Triwulan DAK, Triwulan APBN oxumen oxumen et
Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan
106 3 Laporan 3 Laporan 100,00%
Kabupaten /Kota
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Lanjutan Tabel 2.3

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-

Realisasi Capaian Tahun Ke-

Rasio Capaian pada Tahun Ke-

Pembangunan Daerah Bidang SDA

NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan fungsi Perangkat Daerah
2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
7 Persentase Program/Kegiatan dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD) o o o
20 yang dijabarkan dalam dokumen anggaran S5 P 00008
Persentase Program/Kegiatan Lingkup Bidang Pemerintahan dan
108 |Pembangunan Manusia dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, 100% 100% 100,00%
RENSTRA & RENJA PD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran
109 |Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan 1 Dokumen 1 Dokumen 100,00%
Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Penyusunan Dokumen Rencana
110 . . 1 Dokumen 1 Dokumen 100,00%
Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan
111 | . 1 Dokumen 1 Dokumen 100,00%
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bidang Kesejahteraan
1 Laporan 1 Laporan 100,00%
Masyarakat
112
Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia 1 Dokumen 1 Dokumen 100,00%
Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Penyusunan Dokumen Rencana L L 100.00%
113 Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia aporan aporan R
Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Bidang
. 1 Dokumen 1 Dokumen 100,00%
Sumber Daya Manusia
Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Bidang
. 1 Laporan 1 Laporan 100,00%
114 Sumber Daya Manusia
Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
. . 1 Laporan 1 Laporan 100,00%
Bidang Kesejahteraan Masyarakat
Persentase Program/Kegiatan Lingkup Bidang Perek ian dan SDA dalam
115 |dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA & RENJA PD) yang 85% 85% 100,00%
dijabarkan dalam dokumen anggaran
116 Jumlah Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan L L 100 00%
Daerah Bidang Perekonomian aporan aporan R
Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Bidang
117 . 1 Laporan 1 Laporan 100,00%
Perekonomian
Dokumen Revisi RAD-PG Prov. Kaltim 2019 — 2023 1 Dokumen 1 Dokumen 100,00%
118 |Laporan Evaluasi Pelaksanaan RAD-PG Prov. Kaltim 2019 - 2023 1 Laporan 1 Laporan 100,00%
Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan L L 100 00%
Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian aporan aporan R
119 Jumlah Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan L L 100.00%
Daerah Bidang SDA aporan aporan R
120 |Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Bidang SDA 1 Laporan 1 Laporan 100,00%
Laporan Evaluasi dan Pemantauan Pelaksanaan RAD-TPB/SDGs 1 Laporan 1 Laporan 100,00%
121 [Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan
1 Laporan 1 Laporan 100,00%
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Lanjutan Tabel 2.3

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-

Realisasi Capaian Tahun Ke-

Rasio Capaian pada Tahun Ke-

NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan fungsi Perangkat Daerah
2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
Persentase Program/Kegiatan Lingkup Bidang Infrastruktur dan

123 |Kewilayahan dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA & 85% 85% 100,00%
RENJA PD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran
Jumlah Laporan Koordinasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang

124 1 Laporan 1 Laporan 100,00%
Infrastruktur
Jumlah Laporan Asistensi Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat

125 . 1 Laporan 1 Laporan 100,00%
Daerah Bidang Infrastruktur
Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Perangkat

126 . 1 Laporan 1 Laporan 100,00%
Daerah Bidang Infrastruktur
Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Pembangunan

127 . 1 Laporan 1 Laporan 100,00%
Bidang Infrastruktur
Jumlah Laporan Koordinasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang

128 . 1 Laporan 1 Laporan 100,00%
Kewilayahan
Jumlah Laporan Asistensi Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat

129 . . 1 Laporan 1 Laporan 100,00%
Daerah Bidang Kewilayahan
Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Perangkat

130 . . 1 Laporan 1 Laporan 100,00%
Daerah Bidang Kewilayahan
Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi

131 | i 1 Laporan 1 Laporan 100,00%
Pembangunan Bidang Kewilayahan
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Tabel 2.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan
Bappeda Provinsi Kalimantan Timur

Rata- Rata
Rasi t Reali i dan An Pad
Anggaran Pada Tahun Ke- Realisasi Pada Tahun - asio antara Rea }rsa:l an Anggaran Paca Pertumbuhan
NO Program/Kegiatan/Sub Kegiatan ahun Anggaran
2019 2020 2021 2022 | 2023 2019 2020 2021 2022 |2023| 2019 2020 2021 2022 2023 |Anggaran|Realisasi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 9) (10) (11) | (12) | (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
P; P Pemb
U | paairem Ferencanaan Tembangunan 8.635.850.000 | 2.538.450.000 8.113.747.625 | 2.261.831.875 93,95| 89,10 70,61 | 72,12
2 |Penyusunan RKPD 1.973.000.000 - 1.730.020.580 - 87,68 - - -
3 |Penyusunan RPJMD 865.000.000 - 807.641.638 - 93,37 - - -
4 |Penyelenggaraan Musrenbang Provinsi 2.532.000.000 - 2.515.008.612 - 99,33 - - -
Koordinasi Kerjasama Pembangunan
5 960.000.000 175.000.000 759.414.855 165.264.000 79,11 94,44 -81,77 -78,24
Antar Daerah
Penyusunan, Pengembangan,
6 |Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem 919.100.000 - 916.450.700 - 99,71 - - -
Informasi Perencanaan
7 |Penyusunan KUA-PPAS APBD dan P-APBD 1.386.750.000 - 1.385.211.240 - 99,89 - - -
Penyusunan Dokumen Rencana
8 - 1.784.000.000 - 1.631.696.650 - 91,46 - -
Pembangunan Daerah
Penyusunan Dokumen Rancangan
9 - 357.450.000 - 289.491.600 - 80,99 - -
Pendanaan Pembangunan
Pengendalian Rencana Pembangunan
10 - 222.000.000 - 175.379.625 - 79,00 - -
Daerah
P; Peningkatan Ka it
11 [[Fosram Peningcatan fapasitas 7.169.975.000 | 1.913.937.500 6.819.269.900 | 1.818.170.000 95,11| 95,00 73,31 | -73,34
Kelembagaan Pemerintah Daerah
Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan
12 . 5.839.975.000 1.683.987.500 5.544.716.900 1.604.076.250 94,94 95,25 -71,16 -71,07
Pemerintah Daerah
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
13 1.330.000.000 229.950.000 1.274.553.000 214.093.750 95,83 93,10 -82,71 -83,20
Aparatur
P; P P
14 |Program Perencanaan Pembangunan 4.074.900.000 | 1.541.400.000 3.595.317.603 | 1.516.081.441 88,23| 98,36 -62,17 | -57,83
Bidang Ekonomi
Koordinasi Perencanaan Pembangunan
15 |Sumber Daya Alam dan Lingkungan 1.234.750.000 741.300.000 1.161.482.386 716.310.016 94,07 96,63 -39,96 -38,33
Hidup
Koordinasi Perencanaan Pembangunan
16 i i 897.000.000 413.500.000 794.154.169 393.864.685 88,53 95,25 -53,90 -50,40
Pertanian dan Perikanan
Koordinasi Perencanaan Pembangunan
17 |Industri, Perdagangan, Koperasi, Investasi 1.943.150.000 386.600.000 1.639.681.048 405.906.740 84,38 104,99 -80,10 -75,24
dan Pariwisata
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Lanjutan Tabel 2.4

. : : Rata- Rata
Anggaran Pada Tahun Ke- Realisasi Pada Tahun - Rasio antara Real’lrsahs i dan Anggaran Pada Pertumbuhan
NO Program/Kegiatan/Sub Kegiatan ahun Anggaran
2019 2020 2021 2022|2023 2019 2020 2021 2022 |2023| 2019 2020 2021 2022 2023 |Anggaran|Realisasi

(1) 2) 3) 4) (5) © [ (7 @) ) (10) an [a2 [ as) [ a4 [ as [ ae [ a7 (18) (19)
Program Perencanaan Bidang

18 Pemerintahan dan Sosial Budaya 2.879.900.000 | 2.102.400.000 2.849.758.416 | 2.083.944.230 98,95| 99,12 -27,00 -26,87
Koordinasi Perencanaan Pembangunan

19 . 820.000.000 668.000.000 808.229.062 655.807.500 98,56 98,17 -18,54 -18,86
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Koordinasi Perencanaan Pembangunan

20 . A 833.750.000 559.000.000 823.673.578 553.560.767 98,79 99,03 -32,95 -32,79
Kesejahteraan Sosial
Koordinasi Perencanaan Pembangunan

21 . 1.226.150.000 875.400.000 1.217.855.776 874.575.963 99,32 99,91 -28,61 -28,19
Pemerintahan
Program Perencanaan Bidang Prasarana

22 Wilayah 3.351.625.000 | 1.838.675.000 3.316.078.717 | 2.215.592.087 98,94| 120,50 45,14 -33,19
Koordinasi Perencanaan Pembangunan

23 1.390.525.000 758.200.000 1.372.167.366 881.441.084 98,68| 116,25 -45,47 -35,76
Prasarana Perhubungan
Koordinasi Perencanaan Pembangunan

24 |Prasarana Sumber Daya Air dan Tata 1.256.450.000 571.275.000 1.243.632.549 696.717.653 98,98 121,96 -54,53 -43,98
Ruang
Koordinasi Perencanaan Pembangunan

25 . . 704.650.000 509.200.000 700.278.802 637.433.350 99,38 125,18 -27,74 -8,97
Prasarana Cipta Karya dan Pemukiman
Program Penyusunan Dokumen
P P dalian da:

26 [ cremcanaan, fengendalian dan 621.425.000 | 4.881.049.000 568.572.788 | 3.970.373.696 91,49 81,34 685,46 | 598,31
Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan

27 431.425.000 395.950.000 392.546.388 392.721.284 90,99 99,18 -8,22 0,04
Anggaran
Penyusunan Laporan Pengendalian dan

28 . ; 190.000.000 608.250.000 176.026.400 607.196.500 92,65 99,83 220,13 244,95
Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
Pengawalan Percepatan Pembangunan

29 3.876.849.000 2.970.455.912 - - - -
Daerah
Program Pengendalian dan Evaluasi

30 |Hasil Pelaksanaan Pembangunan 3.862.160.000 | 2.070.600.000 3.773.641.767 | 1.982.289.650 97,71 95,74 -46,39 47,47
Daerah
Monitoring dan Pelaporan Hasil

31 1.928.160.000 1.172.100.000 1.908.603.240 1.146.124.420 98,99 97,78 -39,21 -39,95
Pelaksanaan Pembangunan
Pengendalian rencana dan evaluasi hasil

32 1.934.000.000 898.500.000 1.865.038.527 836.165.230 96,43 93,06 -53,54 -55,17
pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD
P; P b. Data da

33 |, rogram rengembangan bata can 2.021.940.000 | 1.111.950.000 1.925.202.167 | 1.054.157.480 95,22| 94,80 4501 | 4524
Analisis Pembangunan Daerah
Pengembangan Data danAnalisis Sektoral

34 1.206.540.000 457.750.000 1.113.656.140 450.983.630 92,30 98,52 -62,06 -59,50
Pembangunan Daerah
Pengembangan Data dan Analisis

35 . 815.400.000 654.200.000 811.546.027 603.173.850 99,53 92,20 -19,77 -25,68
Geospasial Pembangunan Daerah
Program Pelayanan Administrasi

36 8.549.875.000 | 6.748.938.680 7.485.646.066 | 6.144.064.969 87,55| 91,04 -21,06 -17,92
Perkantoran

37 |Pelaksanaan Administrasi Perkantoran 8.549.875.000 6.748.938.680 7.485.646.066 6.144.064.969 87,55 91,04 -21,06 -17,92
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Lanjutan Tabel 2.4

. . . Rata- Rata
Anggaran Pada Tahun Ke- Realisasi Pada Tahun - Rasio antara Real’lrsahs i dan Anggaran Pada Pertumbuhan
NO Program/Kegiatan/Sub Kegiatan ahun Anggaran
2019 2020 2021 2022|2023 2019 2020 2021 2022 |2023| 2019 2020 2021 2022 2023 |Anggaran|Realisasi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) ) (10) (11) | (12) | (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
o PR ey ¥em Chrems (b 14.118.450.000 | 6.461.823.000 13.398.870.968 | 6.262.069.858 94,90 96,91 54,23 | 53,26
Prasarana Aparatur
Penyediaan peralatan dan kelengkapan
39 8.130.671.000 2.887.526.000 7.658.447.100 2.790.534.600 94,19 96,64 -64,49 -63,56
sarana dan prasarana
Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan
40 5.987.779.000 3.574.297.000 5.740.423.868 3.471.535.258 95,87 97,12 -40,31 -39,52
Sarana dan Prasarana
op |[PERECEDIRITEDIGURGERS 30.075.785.959 24.121.926.314 80,20
Pemerintahan Daerah Provinsi
Perencanaan, Penganggaran, dan
42 o
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 550.409.616 454.536.000 82,58
Penyusunan Dokumen Perencanaan
43 152.113.966 148.142.550 97,39
Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
44 18.247.000 17.783.500 97,46
RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
45 15.475.000 10.765.000 69,56
Perubahan RKA-SKPD
46 |Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 18.247.000 18.090.600 99,14
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan
47 15.475.000 4.284.000 27,68
DPA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
48 |Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 121.892.250 114.232.250 93,72
Kinerja SKPD
49 |Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 208.959.400 141.238.100 67,59
s0 |Administrasi Keuangan Perangkat 17.894.996.000 14.766.806.540 82,52
Daerah
51 |Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 16.921.326.000 13.951.053.140 82,45
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan
52 865.224.000 722.736.200 83,53
Tugas ASN
Pelaksanaan Penatausahaan dan
53 .. . . 14.000.000 13.703.600 97,88
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi
54 13.800.000 13.741.000 99,57
SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
55 N 20.300.000 15.386.200 75,79
Keuangan Akhir Tahun SKPD
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan
56 . 26.300.000 21.706.600 82,53
Tanggapan Pemeriksaan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
57 |Keuangan 11.746.000 7.224.300 61,50
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
Penyusunan Pelaporan dan Analisis
58 . A A 22.300.000 21.255.500 95,32
Prognosis Realisasi Anggaran
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Lanjutan Tabel 2.4

. : : Rata- Rata
Anggaran Pada Tahun Ke- Realisasi Pada Tahun - Rasio antara Real’lrsahs i dan Anggaran Pada Pertumbuhan
NO Program/Kegiatan/Sub Kegiatan ahun Anggaran
2019 2020 2021 2022 | 2023 2019 2020 2021 2022|2023 2019 2020 2021 2022 2023 |Anggaran|Realisasi

1) (2) (3) 4) (5) (6) (7) (8) ) (10) (11) | (12) | (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

59 Administrasi Kepegawaian Perangkat 148.440.000 ) 0,00
Daerah
Bimbingan Teknis Implementasi

60 148.440.000 - 0,00
Peraturan Perundang-Undangan

61 | Administrasi Umum Perangkat Daerah 4.183.190.500 2.468.379.507 59,01
Penyediaan Komponen Instalasi

62 | 7. 120.136.500 119.784.302 99,71
Listrik /Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan

63 748.375.000 603.321.700 80,62
Kantor

64 |Penyediaan Bahan Logistik Kantor 765.625.000 192.363.000 25,12
Penyediaan Barang Cetakan dan

65 138.534.000 121.136.500 87,44
Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

66 71.180.000 49.740.000 69,88
Perundang-Undangan

67 |Fasilitasi Kunjungan Tamu 50.000.000 1.920.000 3,84
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan

68 R 2.076.000.000 1.172.501.505 56,48
Konsultasi SKPD
Dukungan Pelaksanaan Sistem

69 |Pemerintahan Berbasis Elektronik pada 213.340.000 207.612.500 97,32
SKPD

7o) e laseiicnunjangllausan 6.003.870.543 5.167.059.636 86,06
Pemerintahan Daerah

71 |Penyediaan Jasa Surat Menyurat 28.650.000 28.650.000 100,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

72 . L. 1.449.580.000 942.922.220 65,05
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum

73 4.525.640.543 4.195.487.416 92,70
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah

74 |Penunjang Urusan Pemerintahan 1.294.879.300 1.265.144.631 97,70
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan

75 . . 64.130.000 59.499.000 92,78
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan

76 . . 789.149.300 781.253.131 99,00
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan

77 |Pemeliharaan Mebel 19.500.000 19.488.000 99,94
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

78 . 87.300.000 74.945.000 85,85
Lainnya
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Lanjutan Tabel 2.4

. : : Rata- Rata
Anggaran Pada Tahun Ke- Realisasi Pada Tahun - Rasio antara Real;sa:l dan Anggaran Pada Pertumbuhan
NO Program/Kegiatan/Sub Kegiatan ahun Anggaran
2019 2020 2021 2022|2023 2019 2020 2021 2022 |2023| 2019 2020 2021 2022 2023 |Anggaran|Realisasi

(1) (2) (3) 4) (5) (6) (7) (8) ) (10) (11) | (12) | (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung

79 . 76.280.000 74.493.000 97,66
Kantor dan Bangunan Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan

80 |Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan 258.520.000 255.466.500 98,82
Lainnya

g1 |Frogram Perencanaan, Pengendalian 10.427.448.800 9.121.617.544 87,48
dan Evaluasi Pembangunan Daerah

g2 |Renyusunan Perencanaan dan 2.800.000.000 2.407.013.597 85,96
Pendanaan
Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan

83 . 300.000.000 297.847.200 99,28
dan Isu Strategis Pembangunan Daerah

84 |Pelaksanaan Konsultasi Publik 300.000.000 247.049.650 82,35

85 |Pelaksanaan Musrenbang Provinsi 700.000.000 615.070.280 87,87
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan

86 |Dokumen Perencanaan Pembangunan 1.500.000.000 1.247.046.467 83,14
Daerah Provinsi
Analisis Data dan Informasi

87 |Pemerintahan Daerah Bidang 1.950.948.800 1.743.464.387 89,36
Perencanaan Pembangunan Daerah
Analisis Data dan Informasi Perencanaan

88 1.950.948.800 1.743.464.387 89,36
Pembangunan Daerah
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan

89 |Bidang Perencanaan Pembangunan 5.676.500.000 4.971.139.560 87,57
Daerah
Koordinasi Pengendalian Perencanaan

90 |dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah 3.963.500.000 3.502.632.042 88,37
di Provinsi
Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama

91 263.000.000 100.352.425 38,16
Daerah
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan

92 |Laporan Berkala Pelaksanaan 950.000.000 890.780.793 93,77
Pembangunan Daerah
Fasilitasi/BEvaluasi Dokumen

93 |Perencanaan Pembangunan Daerah 500.000.000 477.374.300 95,47
Kabupaten /Kota

g4 |Frogram Koordinasi dan Sinkronisasi 7.285.000.000 6.553.607.459 89,96
Perencanaan Pembangunan Daerah
Koordinasi Perencanaan Bidang

95 | Pemerintahan dan Pembangunan 2.305.000.000 2.204.851.003 95,66
Manusia
Koordinasi Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah

96 500.000.000 499.798.908 99,96

Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan
RKPD)
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NO

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

Anggaran Pada Tahun Ke-

Realisasi Pada Tahun -

Rasio antara Realisasi dan Anggaran Pada

Tahun

Rata- Rata
Pertumbuhan
Anggaran

2019

2020

2021

2022

2023

2019

2020

2021

2022

2023

2019

2020

2021

2022

2023

Anggaran | Realisasi

(1)

(2)

(3)

4

(5

(6)

(7

(8)

9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18) (19)

97

Asistensi Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Perangkat
Daerah Bidang Pemerintahan

50.000.000

49.695.000

99,39

98

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang
Pemerintahan

300.000.000

297.553.600

99,18

29

Koordinasi Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah
Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD,
RPJMD dan RKPD)

905.000.000

822.789.397

90,92

100

Asistensi Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Perangkat
Daerah Bidang Pembangunan Manusia

100.000.000

85.140.000

85,14

101

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang
Pembangunan Manusia

450.000.000

449.874.098

99,97

102

Koordinasi Perencanaan Bidang
Perekonomian dan SDA (Sumber Daya
Alam)

2.580.000.000

2.195.378.676

85,09

103

Koordinasi Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah
Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan
RKPD)

635.000.000

591.916.300

93,22

104

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang
Perekonomian

535.000.000

341.535.650

63,84

105

Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan
Harmonisasi Perencanaan Pembangunan
Daerah Bidang Perekonomian

535.000.000

493.073.788

92,16

106

Koordinasi Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah
Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

325.000.000

300.341.338

92,41

107

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang
SDA

250.000.000

239.240.000

95,70

108

Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan
Harmonisasi Perencanaan Pembangunan
Daerah Bidang SDA

300.000.000

229.271.600

76,42
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Lanjutan Tabel 2.4

NO

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

Anggaran Pada Tahun Ke-

Realisasi Pada Tahun -

Rasio antara Realisasi dan Anggaran Pada

Tahun

Rata- Rata
Pertumbuhan
Anggaran

2019

2020

2021

2022

2023

2019

2020

2021

2022

2023

2019

2020

2021

2022

2023

Anggaran | Realisasi

(1)

(2)

(3)

4)

5

(6)

(7)

(8)

)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18) (19)

109

Koordinasi Perencanaan Bidang
Infrastruktur dan Kewilayahan

2.400.000.000

2.153.377.780

89,72

110

Koordinasi Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah
Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan
RKPD)

400.000.000

371.831.100

92,96

111

Asistensi Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Perangkat
Daerah Bidang Infrastruktur

300.000.000

262.155.500

87,39

112

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang
Infrastruktur

700.000.000

644.136.000

92,02

113

Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan
Harmonisasi Perencanaan Pembangunan

Daerah Bidang Infrastruktur

700.000.000

628.450.880

89,78

114

Koordinasi Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah
Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan
RKPD)

100.000.000

85.682.100

85,68

115

Asistensi Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Perangkat
Daerah Bidang Kewilayahan

50.000.000

42.948.400

85,90

116

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang
Kewilayahan

50.000.000

36.277.900

72,56

117

Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan
Harmonisasi Perencanaan Pembangunan
Daerah Bidang Kewilayahan

100.000.000

81.895.900

81,90
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Berdasarkan Tabel 2.3 kinerja Bappeda Prov. Kaltim pada tahun 2019-
2021 dapat terlaksana dengan baik, karena seluruh target pada program dan
kegiatan dapat tercapai. Begitu pula dengan rasio antara anggaran dan
realisasi berdasarkan Tabel 2.4, rasio antara anggaran dan realisasi program
dan kegiatan Bappeda Prov. Kaltim tahun 2019-2021 dapat dikatakan baik,
karena rasio program dan kegiatan meningkat. Hal tersebut dipengaruhi oleh
prosedur/mekanisme yang semakin baik. Hanya saja beberapa program
rasionya mengalami naik turun, disebabkan oleh perubahan kegiatan setiap
tahunnya termasuk penyesuaian Nomenklatur program/kegiatan/sub
kegiatan pada Rencana Kerja (Renja) berdasarkan Permendagri Nomor 90
Tahun 2019 dan pemutakhirannya Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun
2020 serta Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda
Provinsi Kalimantan Timur
Secara umum, pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda Provinsi
Kalimantan Timur dalam 5 (lima) tahun terakhir menunjukan intensitas
pelaksanaan tugas yang semakin meningkat. Terkait dengan tugas pokok dan
fungsi, Bappeda Prov. Kaltim mempunyai permasalahan yang dapat
menghambat kinerja dalam pencapaian pembangunan daerah. Seiring
berjalannya waktu, peningkatan kinerja merupakan syarat mutlak dalam
pelaksanaan reformasi birokrasi perangkat daerah, sehingga setiap
permasalahan yang ada harus diselesaikan sesuai dengan porsinya masing-
masing. Sumber daya serta sarana dan prasarana yang dimiliki Bappeda Prov.
Kaltim memiliki peluang besar untuk meningkatkan pelayanan publik dalam
mengawal pembangunan daerah menuju Kalimantan Timur Berdaulat.
Dalam usaha pencapaian Kalimantan Timur Berdaulat, Bappeda Prov.

Kaltim memiliki dinamika tantangan pembangunan. Adapun tantangan yang

masih dihadapi Bappeda Provinsi Kalimantan Timur dalam pelaksanaan

Tugas Pokok dan Fungsinya adalah sebagai berikut :

1) Proses penyusunan dokumen perencanaan menggunakan Sistem
Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), terdiri dari 3 tahapan yaitu
perencanaan, penganggaran dan penatausahaan. Dalam hal ini,
kewenangan Bappeda pada tahapan Perencanaan.

2) Belum terintegrasinya aplikasi sistem perencanaan dengan sistem
monitoring dan evaluasi secara online (Aplikasi yang ada belum efektif

untuk mendukung pengendalian dan evaluasi)
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3)
4)
S)

6)

7)

8)
9)

Kualitas data belum lengkap, akurat dan valid

Proses updating data pada aplikasi yang lambat

Data hasil capaian program dan kegiatan belum lengkap, akurat dan
valid.

Proses updating data hasil capaian pelaksanaan progam dan kegiatan
yang lambat

Keterbatasan staf teknis terkait analisis monitoring dan evaluasi
Keterbatasan tenaga analis data dan informasi

Pengaturan jadwal kegiatan antar bidang belum terpadu dengan baik
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BAB III
Permasalahan dan isu-isu strategis
Bappeda prov. Kaltim

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Bappeda Prov. Kaltim

Berdasarkan Permendagri Nomor S5 Tahun 2017 tentang Pedoman
Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang
Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaranan Urusan Pemerintahan,
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
dalam hal ini mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan dan
dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur melalui
Sekretaris Daerah. Fungsi Kewenangan Kepala Badan yaitu Penyusunan
Kebijakan, Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan Hasil Pelaksanaan
Pembangunan, Pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan dan
pengendalian pembangunan, pembinaan teknis penyelenggaraan perencanaan
dan pengendalian, mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi
Perencanaan Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kab/Kota, dan Pelaksanaan
fungsi lainnya yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Isu-isu strategis dalam setiap tahapan pembangunan daerah merupakan
sebuah dinamika kehidupan dan menjadi pokok pembahasan dan perlu
menjadi perhatian, sehingga permasalahan pembangunan dapat diantisipasi
sedini mungkin. Oleh sebab itu, dalam mengemban tugas dan perannya
Bappeda harus memperhatikan isu strategis yang dapat berkembang saat ini
hingga 5 (lima) tahun mendatang.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda Prov. Kaltim, terdapat
permasalahan dan tantangan, antara lain:

1. Kurang cermatnya dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran yang
disebabkan oleh perencanaan yang dilakukan masih belum berdasarkan
pada hasil evaluasi program dan kegiatan tahun sebelumnya.

2. Dalam proses perencanaan menggunakan Aplikasi Sistem Informasi
Pemerintah Daerah (SIPD) namun aplikasi tersebut terus dilakukan
perbaikan, penyesuaian program/kegiatan/sub kegiatan.

3. Keterbatasan data (spasial dan statistik) yang dibutuhkan untuk proses

analisis perencanaan pembangunan yang disebabkan oleh : (1) Kualitas
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data belum lengkap, akurat dan valid; (2) Keterbatasan tenaga analis data
dan informasi; (3) proses updating data pada aplikasi yang lambat;

4. Keterlambatan proses evaluasi dan pelaporan: (1) Belum terintegrasinya
aplikasi sistem perencanaan dengan sistem monitoring dan evaluasi secara
online (Aplikasi yang ada belum efektif untuk mendukung pengendalian dan
evaluasi); (2) Pengaturan jadwal kegiatan antar bidang belum terpadu
dengan baik; (3) Keterbatasan staf teknis terkait analisis monitoring dan
evaluasi; (4) Proses updating data hasil capaian pelaksanaan progam dan
kegiatan yang lambat;

5. Keterbatasan data hasil capaian program dan kegiatan yang dibutuhkan
untuk proses evaluasi pengendalian pembangunan daerah yang
disebabkan oleh data hasil capaian program dan kegiatan belum lengkap,
akurat dan valid.

Berkaitan dengan permasalahan tersebut, diperoleh analisis seperti pada
tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1.
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas Dan Sasaran
Pembangunan Daerah

MASALAH
MISI MASALAH AKAR MASALAH
UTAMA
Berdaulat Dalam | Masih Kurang cermatnya | Perencanaan yang
Mewujudkan terdapat dalam dilakukan masih
Birokrasi inkonsistensi | penyusunan belum
Pemerintahan perencanaan rencana kerja dan | berdasarkan pada
Yang Bersih, dan anggaran hasil evaluasi
Profesional Dan penganggaran program dan
Berorientasi kegiatan tahun
Pelayanan Publik sebelumnya
Dalam proses Proses
perencanaan penyusunan
menggunakan dokumen
Aplikasi Sistem perencanaan
Informasi tahunan lebih
Pemerintah lambat dari
Daerah (SIPD) penyusunan
namun aplikasi dokumen
tersebut terus anggaran.
dilakukan
perbaikan,
penyesuaian
program/kegiatan

/sub kegiatan.
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MASALAH

MISI MASALAH AKAR MASALAH
UTAMA
Keterbatasan data | Kualitas data
(spasial dan belum lengkap,
statistik) yang akurat dan valid
dibutuhkan Keterbatasan
untuk proses tenaga analis data
analisis dan informasi
perencanaan Proses updating
pembangunan data pada aplikasi
yang kurang cepat
Belum Keterlambatan Belum
optimalnya proses evaluasi terintegrasinya
capaian target | dan pelaporan aplikasi sistem
pembangunan perencanaan
sesuai dengan dengan sistem
rencana monitoring dan

evaluasi secara
online (Aplikasi
yang ada belum
efektif untuk
mendukung
pengendalian dan
evaluasi)

Pengaturan jadwal
kegiatan antar
bidang belum
terpadu dengan
baik

Keterbatasan staf
teknis terkait
analisis monitoring
dan evaluasi

proses updating
data hasil capaian
pelaksanaan
progam dan
kegiatan yang
lambat

Untuk menjawab permasalahan diatas dan mewujudkan pembangunan

daerah sesuai dengan Visi dan Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur

tahun

2019-2023, Bappeda Prov. Kaltim diharapkan dapat mewujudkan

perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, efektif dan efisien.

Sehingga dalam pelaksanaannya diperlukan keterlibatan semua pihak dalam

mewujudkan pembangunan.
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3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Terpilih

A. Visi Daerah

Berdasarkan pada hasil analisis permasalahan dan isu strategis serta
Visi RPJPD Tahun 2005-2025 Provinsi Kalimantan Timur, selaras dengan Visi
Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, yaitu:

“Berani untuk Kalimantan Timur Berdaulat”

Visi tersebut mengandung makna, bahwa Pemerintah Kalimantan Timur
memiliki tekad, komitmen, dan keberanian menjalankan kewenangan secara
otonom dalam mengatur dan mengelola potensi sumber daya alamnya, untuk
mewujudkan masyarakat Kalimantan Timur yang mandiri, berdaya saing, dan
sejahtera. Adapun penjelasan visi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-
2023 adalah sebagai berikut:

Berani: dimaknai bahwa pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur akan

diwujudkan dalam pemerintahan yang memiliki keberanian, tekad, dan

komitmen yang kuat untuk memaksimalkan kewenangan yang dimiliki sesuai

peraturan perundangan untuk menyejahterakan masyarakat.

Kalimantan Timur yang Berdaulat: diuraikan bahwa pokok dari pernyataan

visi “Kalimantan Timur yang Berdaulat” terdapat pada kata “Berdaulat”. Istilah

berdaulat yang dimaksud akan dijabarkan ke dalam beberapa poin sebagai

berikut:

a) Kalimantan Timur memiliki kemantapan dalam pemerintahan, hukum dan
pelayanan publik;

b) Kalimantan Timur mampu mewujudkan kemandirian dalam ekonomi
kerakyatan dan ketercukupan kebutuhan dasar;

c) Kalimantan Timur mampu mewujudkan kemandirian dalam pengelolaan
sumber daya alam secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; dan

d) Kalimantan Timur mampu melahirkan sumber daya manusia yang

berkarakter, berkualitas dan memiliki daya saing.

B. Misi Daerah

Dalam rangka mewujudkan visi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi
Kalimantan Timur 2019-2023, ditetapkan misi pembangunan dalam lima
tahun mendatang yaitu:

1. Berdaulat dalam pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak
mulia dan berdaya saing, terutama perempuan, pemuda dan penyandang

disabilitas;
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2. Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan
yang berkeadilan;
Berdaulat dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur kewilayahan;
Berdaulat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan; dan
Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih,
profesional dan berorientasi pelayanan publik.

Penjelasan dari masing-masing misi di atas diuraikan sebagai berikut :

Misi 1 : Berdaulat Dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia yang

Berakhlak Mulia Dan Berdaya Saing, Terutama Perempuan, Pemuda dan

Penyandang Disabilitas;

Misi pertama berhubungan dengan wupaya untuk mewujudkan
kedaulatan pembangunan manusia yang berdaya saing, berkarakter, dan
berakhlak mulia. Untuk menopang daya saing SDM Kalimantan Timur maka
dibutuhkan berbagai upaya strategi guna mewujudkan pemerataan taraf
pendidikan, ketahanan kesehatan masyarakat, peran pemuda dan partisipasi
aktif perempuan dalam pembangunan; termasuk peningkatan produktivitas
penyandang disabilitas dalam mengembangkan dirinya. Pada dimensi lebih
lanjut, kedaulatan pada misi pertama ini juga menyentuh tujuan
pembangunan paling asasi guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat itu
sendiri yang berhubungan kualitas SDM melalui pemberdayaan masyarakat
desa dan daya saing angkatan kerja.

Misi 2 : Berdaulat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Wilayah dan Ekonomi
Kerakyatan yang Berkeadilan;

Misi kedua merupakan upaya untuk mewujudkan kedaulatan di bidang
ekonomi yang ditandai dengan meningkatnya penerimaan daerah untuk
pendanaan pembangunan Kalimantan Timur yang selama ini masih rendah
dibanding potensinya. Sumber ekonomi daerah dibagi menjadi dua yaitu
ekonomi berbasis ekspor yang didukung oleh sektor industri dan ekonomi
berbasis kerakyatan. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah ekonomi
pertanian diharapkan dapat menopang dua basis ekonomi di atas. Untuk itu,
diharapkan, upaya untuk mendatangkan investasi pada sektor-sektor
unggulan, khususnya pada hilirisasi menjadi salah satu sasaran penting misi
kedua. Di luar itu, sektor UKM dan pariwisata menjadi andalan ekonomi
Kalimantan Timur berikutnya. Melalui pemberdayaan ekonomi berbasis
wilayah dan kerakyatan, Kalimantan Timur menyandarkan kepada kekuatan

daerah dengan menciptakan persaingan yang adil dalam kepastian berusaha
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melalui dukungan modal, teknologi, usaha pertanian rakyat, BUMDES dan
koperasi.
Misi 3 : Berdaulat Dalam Memenuhi Kebutuhan Infrastruktur Kewilayahan;

Misi ketiga merupakan kebijakan untuk mencapai kedaulatan di bidang
infrastruktur kewilayahan dengan tujuan utama mencapai keseimbangan
antara konektivitas dan kebutuhan infrastruktur wilayah pada pusat-pusat
pertumbuhan dengan wilayah yang daerahnya tertinggal guna mendukung
pengurangan ketimpangan pembangunan. Dalam kerangka itu, disamping
untuk meningkatkan jumlah arus barang dan penumpang dari dan ke
Kalimantan Timur dan pengembangan kawasan ekonomi, dukungan
infrastruktur prioritas juga diwujudkan pada ketersediaan air minum layak,
dukungan jaringan irigasi pada lahan pertanian, penurunan kawasan kumubh,
pengurangan dampak banjir, kebutuhan listrik masyarakat, dan kualitas
penyelenggaraan tata ruang.

Misi 4 : Berdaulat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam yang
Berkelanjutan;

Misi keempat merupakan amanat penting dari pilar lingkungan hidup
dalam tujuan pembangunan berkelanjutan, serta mewujudkan pembangunan
rendah karbon, agar pemanfaatan sumber daya alam untuk kepentingan sosial
dan ekonomi tetap dalam koridor menjaga kualitas lingkungan hidup,
termasuk di dalamnya adalah menjaga emisi GRK yang rendah, membangun
ketahanan terhadap perubahan iklim, dan ketangguhan menghadapi bencana
pada umumnya. Misi keempat ini juga menjadi pilar penting agar pelaksanaan
misi-misi yang lain tetap dalam koridor membangun pilar-pilar keberlanjutan
(sustainability) secara  keseluruhan  melalui aspek  pembangunan
ekonomisosial-lingkungan hidup yang menuju pertumbuhan hijau.

Misi 5 : Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih,
profesional dan berorientasi pelayanan publik.

Misi kelima ini merupakan kebijakan pengungkit bagi keberhasilan misi-
misi yang lain pada umumnya berupa hadirnya pemerintahan yang berdaulat,
yaitu birokrasi yang bersih, jujur, mandiri, berwibawa, dan memiliki
kemampuan untuk menghasilkan kebijakan publik yang mendukung daya
saing daerah serta terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas. Untuk
itu, perlu diwujudkan manajemen pemerintahan yang efektif dan efisien dalam
pengelolaan kinerja dengan citra birokrasi yang bersih dan akuntabel.
Dinamika dan tuntutan layanan hadirnya sistem pelayanan publik dan

administrasi pemerintahan berbasis elektronik bersifat mendesak.
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Selanjutnya sebagai perwujudan visi dan misi, tujuan dan sasaran
pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023
akan ditetapkan dengan dilengkapi oleh indikator kinerja yang terukur.
Indikator kinerja yang terukur ini juga sekaligus menjadi tolak ukur berhasil
atau tidaknya Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur
selama masa jabatan berlangsung. Sebagai standar pengukuran capaian
kinerja pembangunan daerah dalam jangka menengah akan digunakan
indikator makro pembangunan yang terdiri dari: (a) Indeks Pembangunan
Rancangan Akhir Perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-
2023 234 Manusia, (b) Tingkat Kemiskinan, (c) Tingkat Pengangguran Terbuka,
(d) Laju Pertumbuhan Ekonomi, (e) Indeks Gini, dan (f) Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup. Indikator makro ini merupakan petunjuk atas pencapaian
impact pembangunan lokal, regional, dan nasional. Tercapainya target dari
indikator makro pembangunan jangka menengah daerah ini akan

mengafirmasi secara langsung tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Adapun indikator makro pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan
Timur bisa dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2
Indikator Makro Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur

Indikator Kondisi Kondisi
Awal Akhir
2018 2023
1. | Indeks Pembangunan Manusia 75,12 77,75
(IPM)
2. | Tingkat Kemiskinan (%) 6,03 5,90
Tingkat Pengangguran Terbuka 6,41 6,50
(%)
4. | Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) 2,67 3,5%1
5. | Indeks Gini 0,342 0,308
6. | Indeks Kualitas Lingkungan 81,68 76,15
Hidup (IKLH)
7. | Indeks Reformasi Birokrasi B (68,02) | B (72,00)

Visi dan misi pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan
Timur Tahun 2019-2023 yang telah dirumuskan terdiri dari 6 (enam) tujuan
dan 19 (sembilan belas) sasaran. Indikator dan target pembangunan per tahun
akan diletakkan beriringan dengan setiap tujuan dan sasaran pembangunan.
Adapun 6 (enam) tujuan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 adalah

sebagai berikut:
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S

Mewujudkan Birokrasi

Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat;

Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup; dan

Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas;

Meningkatkan Pemerataan Pelayanan Infrastruktur Dasar;

Mewujudkan SDM yang berdaya saing, berkarakter dan berakhlak mulia;

Pemerintahan yang bersih, profesional dan

berorientasi pelayanan publik.

Keenam tujuan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-

2023 ini selaras dengan 17 (tujuh belas) tujuan Pembangunan Berkelanjutan

global atau yang dikenal dengan sebutan Sustainable Development Goals

(SDGs).

Hal ini mengindikasikan bahwa tujuan pembangunan Provinsi

Kalimantan Timur tahun 2019- 2023 telah sesuai dengan semangat global

dalam pengentasan persoalan sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam kerangka

kebijakan Pembangunan Hijau. Keselarasan antara RPJMD dengan tujuan
SGDs dapat dilihat secara lebih jelas pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3
Keselarasan RPJMD dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

@]

Berkurangnya
kesenjangan

No| Tujuan RPJMD Tujuan SDGs
1 | Mewujudkan SDM — Kehidupan 4 Poomn Pendidikan
yang berdaya . sehat dan L!!J' berkualitas
sang, '“\/\' sejahtera
berkarakter dan
berakhlak
mulia
2 Meningkatnya . Tanpa Kesetaraan
Kesejahteraan : Kemiskinan Gender
Masyarakat hidt
3 | Mewujudkan Tanpa e Pekerjaan
Pertumbuhan kelaparan %ﬂ layak dan
Ekonomi yang ll' pertumbuhan
Berkualitas ekonomi
prp— Konsumsi & ] Kemitraan
(% produksi yang @ untuk
Cx:) bertanggung mencapai
jawab tujuan
4 Meningkatkan Energi bersih g Industri,
Pemerataan dan terjangkau & inovasi dan
Pelayanan infrastruktur
Infrastruktur
Dasar
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No

Tujuan RPJMD

Tujuan SDGs

S5 | Meningkatkan

hidup

kualitas lingkungan

Air bersih dan

B LS RN
E sanitasi layak
13 s Penanganan
@ perubahan
iklim
Ekosistem
daratan

Kota dan
permukiman

yang
berkelanjutan

Ekosistem
lautan

6 | Mewujudkan

Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan

Birokrasi
Pemerintahan yang
bersih, profesional
dan berorientasi
pelayanan publik

yang Tangguh

Tujuan dan

sasaran pembangunan jangka menengah Provinsi

Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 yang telah diselaraskan dengan 17 (tujuh

belas) tujuan TPB/SGDs di atas, menunjukkan komprehensivitas tujuan

pembangunan yang selanjutnya diterjemahkan di dalam sasaran-sasaran,

dengan cascading indikator sebagaimana gambar 3.1

Cascading Indikator Tujuan dan Sasaran RPJMD

Gambar 3.1

Daya Saing
SDM

TINGKAT
KEMISKINAN

i .
Ekonomi emaniapan Berkelanjutan
I 0C G Ry

TPT NTP

«Persentase
penurunan emisi

PDRB/K Pl < dariBAU
*Indeks Resiko
[ Bencana
“HLS |4T
“RTLS
-IPP -Indeks Desa +Pendapatan Daerah *Indeks Kepuasan +Jumlah penumpang dan
«UHH Membangun *Nilai Ekspor Komoditas Non Masyarakat barang;
-IPG *Persentase Migas dan Batubara + Nilai Akuntabilitas =Jumlah kawasan ekonomi
Penempatan «Laju Pertumbuhan Sektor Kinerja § terhubung;
Tenaga Kerja Industri Pengolahan Non Migas || * Tingkat Maturitas «Luas lahan pertanian yang
dan Batubara terhadap PDRB _zzg’;’emda beririgasi
*Kontribusi Sektor Pertanian -Luas 1 kumuh
«Nilai Realisasi Investasi Sektor = Luas genangan banjir
Non Migas dan Batubara: perkotaan
+Kontribusi Sektor Kop & UKM = Skoring penyelenggaraan
+Laju pertumbuhan pariwisata penataan ruang
& ek. Kreatif thd PDRB

Dari gambar 3.1 tampak bahwa

ultimate goals RPJMD adalah pada

pencapaian visi yang diwakili oleh terwujudnya indikator tujuan sebagai

tanggung jawab kepala daerah. Indikator tujuan dimaksud juga mencermikan

terwujudnya pokok visi, meliputi:
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(1) kemantapan (pemerintahan), (2) kemandirian dalam ekonomi, (3) SDA
Berkelanjutan, dan (4) Daya Saing SDM. Guna mwujudkan masing-masing
indikator tujuan yang sekaligus juga mencerminkan pencapaian kinerja makro
pembagnunan, dikembangkan hubungan kinerja dimaksud dengan IKU
sektoral atau bidang urusan yang menjadi tanggung jawab kepala OPD
(prioritas) yang sekaligus mencerminkan indikasi keberhasilan sasaran di
masing-masing tujuan. Menyukseskan capaian indikator masingmasing
sasaran merupakan salah satu kunci terwujudnya kinerja makro atau tujuan
pembangunan.

Di dalam perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-
2023 dilakukan refocusing Tujuan dan Sasaran Pembangunan. Perubahan
jumlah tujuan dari yang semula 7 tujuan menjadi 6 tujuan. Selanjutnya
perubahan Sasaran dari yang semula 28 sasaran menjadi 19 sasaran.
Perubahan ini juga diikuti dengan penyesuaian terhadap indikator yang
digunakan. Adapun daftar tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan

Timur Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel 3.4.
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Tabel 3.4
Tujuan dan Sasaran P-RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023

REALISASI TARGET P-RPJMD

TUJUAN/SASARAN INDIKATOR KINERJA

2019 2020 2021 2022 2023

MISI 1. BERDAULAT DALAM PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERAKHLAK MULIA TERUTAMA PEREMPUAN, PEMUDA DAN
PENYANDANG DISABILITAS

Tujuan 1 :

Mewujudkan SDM yang berdaya saing, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 76,61 76,24 76,75 77,25 77,75
berkarakter dan berakhlak mulia

Sasaran 1 : Harapan Lama Sekolah (Tahun) 13,69 13,72 13,91 14,02 14,13
Meningkatnya pemerataan taraf pendidikan

masyarakat Rata-rata lama sekolah (Tahun) 9,70 9,77 9,91 10,04 10,17
Sasaran 2 : Persentase Pemuda dalam Pembinaan 0.61 0.85 1.09
Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan  Kepemudaan ) B ’ ’ ’
Sasaran 3 :

Meningkatnya pemerataan ketahanan kesehatan Usia Harapan Hidup (Tahun) 74,22 74,33 74,45 74,60 74,75
masyarakat

Sasaran 4 :

Meningkatnya partisipasi aktif perempuan dalam Indeks Pemberdayaan Gender 65,65 65,54 65,63 65,64 65,70
pembangunan

Tujuan 2 : Tingkat Kemiskinan (%) 5,94 6,10 6.05 6.00 5.90

Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat

Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 6,09 6,87 6.81 6.75 6.50
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REALISASI TARGET P-RPJMD
TUJUAN/SASARAN INDIKATOR KINERJA
2019 2020 2021 2022 2023
Sasaran S :
Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan Indeks Desa Membangun 0,6238 0,6752 0,6770 0,6825 0,6900
Sasgran 6: . ' Persentase Penyerapan Tenaga Kerja 29.41 0,27 33,14 35,00 40,00
Meningkatnya daya saing angkatan kerja (%)
MISI 2. BERDAULAT DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI WILAYAH DAN EKONOMI KERAKYATAN YANG BERKEADILAN
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) 4,74 -2,85 1,5+1 3,5+1 3,51
Tujuan 3: PDRB per Kapita (Juta Rp) 175,25 160,11 170 172 175
Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi
yang Berkualitas LPE Non Migas dan Batubara (%) 5,08 -0,50 1,50 2,00 2,50
Nilai Tukar Petani 105,38 111,65 118,00 113,00 114,00
Sasaran 7 : .
Meningkatnya pendanaan pembangunan pemerintah Pendapatan Daerah (Miliar Rp) 11.775 10.132 9.590 11.038 12.122
Sasaran 8 : Nilai Ekspor Komoditas Non Migas dan
Meningkatnya Nilai Ekspor Non Migas dan Batubara |Batubara (Miliar US$) 2,04 2,23 1,57 1,72 1,89
Sasaran 9 : Kontribusi Sektor Industri pengolahan
Meningkatnya kontribusi Sektor industri pengolahan ) peng 7,46 8,24 9,44 9,64 9,86
X Non Migas dan Batubara thd PDRB (%)
Non Migas dan Batubara
Sasaran 10 : Kontribusi lapangan usaha sub sektor
Meningkatnya Peran Sektor Pertanian pertanian tanaman pangan dan 0,56 0,63 0,64 0,65 0,65
(dalam arti luas) hortikultura terhadap PDRB (%)
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REALISASI TARGET P-RPJMD

TUJUAN/SASARAN INDIKATOR KINERJA
2019 2020 2021 2022 2023
Konirbur pangan saba b oeor 055 035 o35 oo g7
Conouslapngen eabe s oo 455 aon se0 s sao
(o pangn e s g e i 10 4
oo pangn e s o nas 10e Lor o
;iiall\‘/zliizalsl d i/rllerxl.(i;.lglgaaiiyg ;‘f:disasi investasi sektor 511112; fzzgsgi ir;‘;i??iiilsiiitzpl)\lon 22,31 25.14 32.53 35.00 55.67
I?Aaesrlzii;agi;i:zrl;fa usaha ekonomi koperasi dan UKM ggrg]g?;?l Koperasi dan UKM terhadap 15,07 15,04 12,92 13,00 13,50
I?Aaesrlzii;agi;iil;a kontribusi sektor pariwisata dan ggrgg?; ?i sektor pariwisata terhadap 1,03 1,06 9,52 9,67 9,01
ekonomi kreatif terhadap ekonomi daerah
Ec;?l:él;;s}i) S(;(éo(z/otjkonomi kreatif ) ) 14,93 15,23 15,68

-55-



TUJUAN/SASARAN

INDIKATOR KINERJA

REALISASI

TARGET P-RPJMD

MISI 3. BERDAULAT DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN

2019

2020 ‘ 2021

2022

2023

Tujuan 4 :

Meningkatkan Pemerataan Pelayanan Indeks Gini 0,330 0,328 0,328 0,313 0,308

Infrastruktur Dasar

Sasaran 14 : Jumlah Penumpang yang terlayani

Meningkatnya konektivitas dan pelayanan (Orang) 10.721.656 3.570.750 4.500.000 6.000.000 8.100.000

infrastruktur dasar yang menunjang perekonomian

berbasis tata ruang/kewilayahan Jumlah barang yang diangkut (Ton) 341.529.897 | 294.478.397 | 307.000.000 | 337.000.000 |  370.000.000
Jumlah kawasan ekonomi yang

2 2 4 5 7

terhubungkan (Kawasan )
Capaian akses air minum layak (%) 56,84 64,53 66,53 68,53 70,53
Luas lahan pertanian yang beririgasi (Ha) 13.728,50 13.878,50 14.028,50 14.278,50 14.778,50
Luas kawasan kumuh (Ha) 1.525,47| 1.287,82| 1.237,82| 1.187,82| 1.137,82
Luas genangan banjir perkotaan (Ha) 641 477 420 374 329
Skoring Penyelenggaraan Penataan Ruang 66,46 66,46 75,94 76,74 83,10
(%)
Rasio elektrifikasi (%) 88,93 90,21 91,50 93,00 95,00
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REALISASI TARGET P-RPJMD
2019 2020 2023

TUJUAN/SASARAN INDIKATOR KINERJA

MISI 4. BERDAULAT DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKELANJUTAN

Tujuan S : . . .

Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Indeks Kualitas Llngkungan Hldup 78,81 75,25 75,95 76,05 76,15
Sasaran 15 : Persentase penurunan emisi dari BAU (%) 25,18 50,72 27,75 28,50 29,33
Menurunnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

Sasaran 16 : Indeks Risiko Bencana 154,49 153,49 152,49 151,49 150,49
Meningkatnya Ketangguhan Menghadapi Bencana

MISI 5. BERDAULAT DALAM MEWUJUDKAN BIROKRASI PEMERINTAHAN YANG BERSIH, PROFESIONAL DAN BERORIENTASI
PELAYANAN PUBLIK

Tujuan 6 :

Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan Indeks Reformasi Birokrasi B B B B B
yang bersih, profesional dan berorientasi (70,00) | (70,50) | (71,00) | (71,50) (72,00)
pelayanan publik

Sasaran 17 : Indeks Kepuasan Masyarakat 81,50 82,00 82,30 82,50 83,00
Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis

publik berkualitas Elektronik (SPBE) 3,04 3,14 3,20 3,25 3,30
Sasaran 18 : . . .

Terwujudnya Birokrasi yang efektif dan efisien Nilai Akuntabilitas Kinerja 76,55 76,60 76,65 77,00 78,00
Sasaran 19 : Tingkat Maturitas Sistem Pengawasan

Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel Intern Pemerintah (SPIP) Pemda Level 3 Level 3 Level 3 Level 3 Level 4
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C. Agenda Pembangunan Perubahan RPJMD Kalimantan Timur
Sebagai penerjemahan terhadap visi dan misi pembangunan yang

telah  ditetapkan, selanjutnya Gubernur Kalimantan Timur

menyampaikan 8 (delapan) direktif/arahan utama pembangunan

Provinsi Kalimantan Timur pada periode pembangunan jangka

menengah tahun 2019-2023. Direktif/arahan utama Gubernur tersebut

merupakan target kinerja dedikatif pada akhir masa jabatan

Gubernur/Wakil dalam mewujudkan visi Kaltim Berdaulat.

Direktif/arahan yang merupakan target kinerja dedikatif akhir masa

jabatan Gubernur/Wakil tersebut adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dan rohaniawan;

2. Pemberian 6.500 Beasiswa Tuntas per-tahun (32.500 beasiswa

dalam 5 tahun);

250.000 penyerapan tenaga kerja;

Pengembangan 1 Juta Ha lahan pertanian;

Pembangunan 500 Km jalan produksi;

Penyaluran 100 Milyar modal usaha;

N o g koW

Pemberian bantuan rumah layak huni untuk Keluarga Pra Sejahtera
25.000 unit;
8. Peningkatan sumber pembiayaan pembangunan daerah khususnya

melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Selanjutnya berdasarkan direktif/arahan utama Gubernur
tersebut, kemudian ditetapkan 7 (tujuh) agenda pembangunan yang
menjadi pedoman dalam perumusan prioritas pembangunan tahunan
dalam RKPD Provinsi Kalimantan Timur. Penerjemahan visi, misi,
direktif/arahan utama Gubernur dan agenda pembangunan dapat
dilihat sebagaimana keterkaitannya dapat dilihat pada Gambar 3.2

dibawah ini.

-58-



MISI GUBERNUR DIREKTIF GUBERNUR

Gambar 3.2.

Keterkaitan Misi, Arahan Gubernur dan Agenda Pembangunan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023

Berdaulat dalam pembangunan sumber
daya manusia yang berakhlak mulia dan
berdaya saing, terutama perempuan,
pemuda dan penyandang disabilitas

Berdaulat dalam pemberdayaan
ekonomi wilayah dan ekonomi
kerakyatan yang berkeadilan

Berdaulat dalam memenuhi
kebutuhan infrastruktur kewilayahan

Berdaulat dalam pengelolaan sumber
daya alam yang berkelanjutan

Berdaulat dalam mewujudkan
birokrasi pemerintahan yang bersih,
profesional dan berorientasi
pelayanan publik

Peningkatan Kesejahteraan
Tenaga Pendidik & Rohaniawan
6.500 Beasiswa Tuntas /
Tahun (KALTIM TUNTAS)

% Penciptaan 250 Ribu
Lapangan Kerja
Pengembangan 1 Juta Ha
Lahan Pertanian

Pembangunan 500 Km
Jalan Produksi
Penyaluran 100 Milyar
Modal Usaha

25.000 Rumah Keluarga
Pra Sejahtera
Penlngkata n Sumber
Pembtayaan Daerah

O
V2

K

o

AV 4

1I'II1[

3

7 AGENDA PEMBANGUNAN

Peningkatan daya saing sumber
daya manusia

Pengembangan pendidikan vokasi
dan kejuruan berbasis teknologi

Penguatan peran dan kapasitas
ekonomi kerakyatan

Pemerataan dan peningkatan
konektivitas pusat-pusat
produksi

Peningkatan ketahanan sumberdaya
air, energi dan daya dukung
lingkungan hidup

Peningkatan tata kelola dan
kapasitas pemerintah daerah

Pemulihan ekonomi dan perbaikan
kondisi sosial masyarakat akibat
pandemi Covid-19

3.3. Penelaahan Renstra Bappenas dan Renstra Bappeda Prov.

Kaltim

Sebagaimana di amanatkan dalam RPJMN 2020-2024, Visi

Pembangunan Nasional untuk tahun 2020-2024 adalah:

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri,
dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”

Untuk mewujudkan Visi tersebut telah ditetapkan 7 (tujuh)

Agenda Pembangunan yaitu:

1.

Memperkuat Ketahanan Ekonomi

Berkualitas dan Berkeadilan;

untuk Pertumbuhan yang

Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan

Menjamin Pemerataan;

Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya

Saing;

Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
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5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan
Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana,
dan Perubahan Iklim; dan
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan
Publik.
Melalui amanat tersebut, review Rencana Strategis Kementerian
PPN /Bappenas dan Rencana Strategis Bappeda tetap mengacu pada
Renstra Kementrian BPPN/Bappenas.

3.4. Penelaahan RTRW Provinsi Kalimantan Timur

Perencanaan pembangunan daerah pada prinsipnya bertujuan
mengintegrasikan rencana tata ruang wilayah dengan rencana
pembangunan daerah. Oleh karena itu, penyusunan RPJMD dan RPJPD
harus berpedoman pada RTRW. Diperlukan penelaahan RTRW untuk
menjamin agar arah kebijakan dalam RPJMD selaras atau tidak
menyimpang dari arah kebijakan RTRW (Permendagri No.86 Tahun
2017). Berikut adalah penelaahan RTRW yang digunakan sebagai basis
penentuan lokasi pada arah kebijakan RPJMD Provinsi Kalimantan

Timur:

3.4.1 Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur

Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur
meliputi rencana pengembangan sistem perkotaan, pengembangan
jaringan prasarana utama, dan pengembangan jaringan prasarana
lainnya. Pengembangan sistem perkotaan dalam wilayah Provinsi
Kalimantan Timur terkait dengan pengembangan sistem perkotaan yang
meliputi beberapa kabupaten/kota.

a. Rencana Sistem Perkotaan
Rencana sistem perkotaan bertujuan untuk menetapkan struktur sistem

perkotaan yang meliputi beberapa kabupatan atau kota dalam wilayah
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Provinsi Kalimantan IV-2 Timur. Selain itu, penetapan rencana sistem
perkotaan juga bertujuan untuk mengintegrasikan fungsi perkotaan
antar wilayah dalam Provinsi Kalimantan Timur. Rencana
pengembangan sistem perkotaan Provinsi Kalimantan Timur meliputi
Pusat Kegiatan Nasional (PKN); Pusat Kegiatan Wilayah (PKW); Pusat
Kegiatan Wilayah promosi (PKWp); Pusat Kegiatan Lokal (PKL); dan Pusat
Kegiatan Strategis Nasional (PKSN).

b. Rencana Jaringan Transportasi

Rencana jaringan transportasi merupakan bagian dari sistem jaringan
prasarana utama. Pengembangan sistem jaringan prasarana utama
bertujuan untuk menunjang kegiatan perekonomian dan sosial-budaya
penduduk. Sistem jaringan prasarana utama berikut dikembangkan
berdasarkan struktur perkotaan yang akan dibentuk dan diintegrasikan
dengan wilayah kabupaten/kota dalam Provinsi Kalimantan Timur.
Sistem jaringan prasarana utama di Provinsi Kalimantan Timur terdiri
atas jaringan transportasi darat; jaringan transportasi laut; dan jaringan
transportasi udara.

c. Rencana Jaringan Energi/ Kelistrikan

Selain didukung dengan jaringan prasarana utama yang terdiri dari
berbagai jaringan moda transportasi, kelayakhunian wilayah dalam
Provinsi Kalimantan Timur didukung oleh jaringan energi. Jaringan
energi di Provinsi Kalimantan Timur ditujukan untuk mendukung
pemenuhan energi listrik dan IV-4 energi lainnya. Jaringan energi dalam
hal ini terdiri dari pembangkit tenaga listrik; gardu induk; jaringan
transmisi tenaga listrik; dan jaringan pipa minyak dan gas bumi.
Pengembangan pembangkit tenaga listrik meliputi pembangunan PLTA
di berbagai lokasi sungai potensial; pengembangan energi baru dan
terbarukan; Serta pengembangan listrik pedesaan. Sementara itu,
pengembangan transmisi tenaga listrik dikembangkan melalui
pembangunan jaringan transmisi tenaga listrik yang menghubungkan
sistem Samarinda — Balikpapan; serta pengembangan jaringan Saluran

Udara Tegangan Tinggi (SUTT) sebesar 150 kV. Selanjutnya
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pengembangan jaringan pipa minyak dan gas bumi diarahkan melalui
pengembangan dan pemeliharaan pipa gas bumi serta pengembangan
jaringan pipa gas di daratan dan perairan yang mampu menghubungkan
sumur-sumur migas langsung ke unit penyimpanan, pemanfaatan,
termasuk jaringan gas kota dari sumur gas ke pemukiman penduduk.
Selain itu, pembangunan 5 (lima) tahun kedepan perlu memperhatikan
rencana pengelolaan sumberdaya energi untuk pemenuhan kebutuhan
listrik dan energi. Rencana tersebut didukung dengan melakukan
pembatasan kegiatan pengembangan di sekitar lokasi SUTT/SUTET
serta penetapan ketentuan radius pengembangan.

d. Rencana Jaringan Telekomunikasi

Dalam rangka meningkatkan konektivitas wilayah, ketersediaan jaringan
jalan dan sarana transportasi perlu didukung oleh ketersediaan jaringan
telekomunikasi yang memadai. Jaringan telekomunikasi dalam hal ini
merupakan perangkat komunikasi dan pertukaran informasi yang
dikembangkan untuk tujuan-tujuan pengambilan keputusan dan
peningkatan kualitas layanan publik. Jaringan telekomunikasi di
Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari jaringan terestrial; jaringan
nirkabel; dan jaringan satelit. Pengembangan jaringan tersebut
diarahkan untuk meningkatkan jangkauan pelayanan dan memudahkan
akses antar wilayah pelosok pedesaan melalui desa berdering (ringing
village) dan desa pintar (smart village). Selain itu, pengembangan
jaringan telekomunikasi juga diarahkan pada pengembangan tower BTS
(Base Transceiver Station).

e. Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Ketersediaan sumber daya air merupakan prasayarat krusial dalam
menciptakan kelayakhunian pemukiman. Selain itu, sumber daya air
juga penting sebagai salah satu sumber energi. Sistem jaringan sumber
daya air di Provinsi Kalimantan Timur meliputi pengelolaan daerah aliran
sungai; konservasi sumber daya air; pendayagunaan sumber daya air;
dan pengendalian daya rusak air berdasarkan pembagian kewenangan

wilayah  sungai. Selanjutnya, pengembangan sistem jaringan
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sumberdaya air diarahkan pada pengembangan dan pengelolaan daerah
rawa dan tambak yang diprioritaskan. Selain itu, pengembangan juga
diarahkan pada bangunan penyedia air baku, bangunan pengendali

banjir, bangunan konservasi, dan PLTA/PLTMH.

3.4.2 Penelaahan Terhadap Rencana Pola Ruang

Berkaitan dengan distribusi peruntukan ruang di Provinsi
Kalimantan Timur, terdapat dua kategori pola ruang yang meliputi
peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk
fungsi budidaya.

a. Rencana Kawasan Lindung
Penetapan kawasan lindung Provinsi Kalimantan Timur meliputi:
a.l. Kawasan Lindung Bawahan
a.2. Kawasan Lindung Setempat
a.3. Kawasan suaka alam, pelestarian alam, cagar budaya dan ilmu
pengetahuan
a.4. Kawasan rawan bencana alam
a.5. Kawasan lindung geologi
a.6. Kawasan lindung lainnya
b. Rencana Kawasan Budidaya yang Memiliki Nilai Strategis
Rencana kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis Provinsi
Kalimantan Timur mempunyai luas 10.451.331 Ha yang terbagi
menjadi 8 kategori yaitu:
b.1. Kawasan peruntukan hutan produksi
b.2. Kawasan peruntukan pertanian
b.3. Kawasan peruntukan perikanan
b.4. Kawasan peruntukan industri
b.5. Kawasan peruntukan pariwisata
b.6. Kawasan peruntukan pemukiman
b.7. Kawasan peruntukan pertambangan

b.8. Kawasan peruntukan lainnya
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3.5. Perumusan Isu - Isu Strategis Bappeda Prov. Kaltim

Berdasar pada permasalahan dan tantangan yang dihadapi pada

S (lima) tahun kedepan, terkait tugas dan fungsi Bappeda Prov. Kaltim,

maka dirumuskan isu - isu strategis yang perlu ditangani dan kemudian

akan menjadi tugas Bappeda Prov. Kaltim dalam menyelenggarakan

koordinasi, pembinaan, pengendalian, fasilitasi dan pelaksanaan urusan

pemerintahan daerah dalam bidang perencanaan pembangunan, sebagai

berikut :

1.

Mengidentifikasi dan koordinasi dengan Perangkat Daerah dalam
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

Mengoptimalkan penggunaan aplikasi yang terintegrasi
Meningkatkan kualitas SDM

Penyediaan dan pemutakhiran data/informasi sebagai bahan
perencanaan pembangunan

Optimalisasi koordinasi pengendalian dan pelaporan serta
pemanfaatan sistem informasi pengendalian pembangunan
Percepatan pelaporan melalui sistem aplikasi monitoring dan
evaluasi

Penyediaan dan pemutakhiran data/informasi hasil capaian program
dan kegiatan sebagai bahan evaluasi dan pengendalian

pembangunan daerah.
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BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Perumusan Visi, Misi dan Sasaran jangka menengah Pemerintah
Provinsi Kalimantan Timur dan termuat dalam dokumen Perubahan
Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Prov. Kaltim menjadi
dasar Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Visi, Misi dan Sasaran
tersebut akan menjadi pedoman pada perumusan kinerja Perangkat Daerah
sebagai gambaran tugas pokok dan fungsi Bappeda dalam mendukung

terwujudnya sistem birokrasi maupun pelayanan publik yang berkualitas.

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BAPPEDA Provinsi

Kalimantan Timur

Dalam menentukan tujuan dan sasaran jangka menengah BAPPEDA
Prov. Kaltim, maka yang perlu dipertimbangkan adalah pencapaian Visi dan
Misi. Penetapan tujuan dan sasaran perlu mempertimbangkan kompetensi
yang dimiliki segenap sumber daya dan potensi dalam organisasi. Dalam
upaya tersebut, seluruh sumber daya dan potensi dalam organisasi harus
mempunyai core-competencies untuk mencapai tujuan dan sasaran
kelembagaan.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Perubahan Renstra BAPPEDA
Prov. Kaltim Tahun 2019-2023 adalah Terwujudnya Birokrasi yang efektif dan
efisien dengan indikator kinerja indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja. Nilai
akuntabilitas kinerja merupakan tolak ukur keberhasilan pelaksanaan tugas
dan fungsi Bappeda.

Sasaran merupakan kondisi yang ingin dicapai/dihasilkan secara nyata
dalam jangka waktu tahunan hingga periode lima tahun mendatang. Dari
tujuan Renstra, dapat diturunkan menjadi sasaran-sasaran perencanaan
pembangunan yang efektif dan spesifik serta memiliki indikator yang dapat
diukur sebagai bahan evaluasi perencanaan pembangunan selanjutnya.
Berdasarkan tujuan Renstra BAPPEDA Prov. Kaltim Tahun 2019-2023, maka
Sasaran yang ingin dicapai BAPPEDA Prov. Kaltim Tahun 2019-2023 adalah
sebagai berikut :

1. Terwujudnya capaian target rencana prioritas Pembangunan Daerah.
2. Rencana Program/Kegiatan dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD)
yang dijabarkan dalam dokumen anggaran.

3. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Bappeda secara Internal dan Eksternal.
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Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Renstra BAPPEDA Prov. Kaltim

No

Tujuan dan Sasaran

Indikator

Kondisi
Awal

Realisasi

Target

2019 2020

2021

2022

2023

Kondisi
Akhir

Visi : BERANI UNTUK KALIMANTAN TIMUR BERDAULAT

MISI S : BERDAULAT DALAM MEWUJUDKAN BIROKRASI PEMERINTAHAN YANG BERSIH, PROFESIONAL DAN BERORIENTASI PELAYANAN

PUBLIK
Terwujudnya Birokrasi yang Efektif | Nilai Akuntabilitas Kinerja | 76,55 76,55 76,60 76,65 77,00 78,00 78,00
dan Efisien
S1.| Terwujudnya capaian target Persentase Prioritas 65% 85% 95% 95%
rencana prioritas Pembangunan | pembangunanyang
Daerah mencapai target
S2.| Rencana Program/Kegiatan Persentase 85% 90% 95% 95%
dalam dokumen perencanaan program/kegiatan bidang
(RPJMD, RKPD) yang dijabarkan | perencanaan (Bidang
dalam dokumen anggaran Perekonomian dan SDA,
BidangPPM dan Bidang
Infrastruktur &
Kewilayahan) yang
dijabarkan
dalam Dokumen Anggaran
S3.| Meningkatnya Kinerja Persentase Capaian 79,44% 79,46% 79,55% 79,55%

Pelayanan Bappeda secara
Internal dan Eksternal

Kinerja Pelayanan
Bappeda Prov. Kaltim
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BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Kebijakan BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur

Untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra)
BAPPEDA Prov. Kaltim, diperlukan strategi dan kebijakan yang pro-
pembangunan daerah sehingga tetap berjalan sesuai koridor perencanaan
pembangunan. Penyusunan strategi dan kebijakan melibatkan keseluruhan
bidang-bagian karena dalam pelaksanaan program/kegiatan perlu adanya
koordinasi dan sinkronisasi antar bidang maupun bidang-bagian. Hal
tersebut dipandang perlu, karena koordinasi dan sinkronisasi akan sangat
mempengaruhi capaian kinerja secara keseluruhan dalam meraih visi yang
diemban.

Strategi adalah rangkaian cara atau langkah-langkah yang berisikan
program-program indikatif dalam rangka meningkatkan persentase
keberhasilan pencapaian pembangunan daerah. Strategi merupakan
kesatuan rencana yang umum, luas, dan terintegrasi yang menghubungkan
antara sumber daya, potensi, program kerja, dan permasalahan yang
menghadang dalam rangka mewujudkan cita-cita pemerintah daerah dalam
menyejahterakan masyarakatnya. Strategis harus bersifat incremental (terus
meningkat), taktis terhadap ruang lingkup yang terbatas, dan periode waktu
dalam pencapaian tujuan. Sedangkan rumusan strategi merupakan
pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai dengan
tindak lanjut berupa penyusunan serangkaian kebijakan yang tepat.

Dalam pencapaian Visi dan Misi Daerah, BAPPEDA Prov. Kaltim
memiliki strategi-strategi yang dihasilkan dari analisis maupun kajian baik
pada evaluasi pembangunan daerah periode sebelumnya, isu-isu dan
permasalahan yang sedang maupun akan dihadapi, hingga dampak positif
maupun negatif dari program/kegiatan pendukung pembangunan daerah.
Strategi untuk mencapai Visi dan Misi BAPPEDA Prov. Kaltim dihasilkan dari
hasil analisis strategis lingkungan yaitu S — O (Strengths-Opportunity) yang
mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan
tantangan dalam mencapai cita-cita pembangunan. Kebijakan merupakan
suatu bentuk, hasil, produk, atau fungsi dari suatu kesepahaman melalui
analisis panjang terkait rumusan, rincian, penjelasan, maupun penilaian atas
suatu permasalahan pembangunan daerah yang dikelola sedemikian rupa
sehingga menghasilkan tahapan-tahapan dalam pelaksanaan

program/kegiatan. Kebijakan yang akan diambil memberikan arah dalam
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menentukan bentuk konfigurasi program/kegiatan untuk mencapai tujuan
dan sasaran pembangunan. Kebijakan dapat bersifat internal yang berarti
kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan
maupun bersifat eksternal yang memiliki fokus kebijakan dalam rangka
mengatur, mendorong, dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan,
BAPPEDA Prov. Kaltim menyusun strategi dan arah kebijakan dari hasil
analisis Memetakan Masalah Ke Masalah ke Arsitektur/Piramida
Permasalahan. Dari hasil analisis tersebut didapatkan strategi dan arah

kebijakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang

ditetapkan.

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Renstra BAPPEDA Prov. Kaltim

VISI : Berani Untuk Kalimantan Timur Berdaulat

MISI V : Berdaulat Dalam Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan Yang Bersih,

Profesional, dan Berorientasi Pelayanan Publik

Standar mutu
satu data satu
peta (one data One
map)

TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN
(1) (2) (3) (4)
Terwujudnya 1.Mewujudkan 1. Meningkatkan Mengoptimalkan
Birokrasi yang capaian target capaian program capaian program
Efektif dan rencana prioritas prioritas prioritas
Efisien Pembangunan pembangunan pembangunan daerah
Daerah daerah melalui dengan penajaman
Perencanaan, perencanaan
monitoring dan Mengoptimalkan
Peningkatan monitoring

pencapaian atas
program prioritas
daerah

Meningkatkan
pengembangan
Sistem data dan
analisis
pembangunan (data
sektoral dan spasial)

Internal

2. Melaksanakan 2. Meningkatkan Mengoptimalkan
Program /Kegiatan capaian Program capaian
dalam dokumen dan kegiatan program/kegiatan
perencanaan dalam dokumen dalam dokumen
(RPJMD, RKPD) anggaran anggaran
yang dijabarkan
dalam dokumen
anggaran

3. Meningkatkan 3. Meningkatkan Mengoptimalkan
Kinerja Pelayanan Standar Mutu dokumen laporan
Bappeda Secara Kualitas kegiatan
Eksternal dan pelayanan
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BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pembangunan daerah secara umum merupakan suatu kegiatan yang
dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan potensi dan sumber daya yang
ada pada suatu wilayah. Oleh karena itu, dalam realisasi pelaksanaan
pembangunan daerah perlu adanya langkah nyata berupa rencana strategis
pembangunan dengan memperhatikan evaluasi pembangunan sebelumnya.
Berdasarkan visi dan misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan
pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis
yang lebih operasional dalam pelaksanaan pembangunan daerah kurun
waktu lima tahun (2019-2023) yang meliputi program, kegiatan, indikator
kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Rencana strategis
beserta turunannya tersebut harus dijabarkan sesuai kebijakan strategis
BAPPEDA Prov. Kaltim dengan tetap mengacu pada program pembangunan
RPJMD Prov. Kaltim 2019-2023.

6.1. Rencana Program

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau
beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai upaya
untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan yang akan dilaksanakan
selama 5 (lima) tahun.

Rumusan kebijakan yang tepat akan melahirkan program-program
yang mampu menjawab berbagai permasalahan yang akan dihadapi dan
diselesaikan oleh BAPPEDA Prov. Kaltim dalam jangka waktu lima tahun
mendatang. Setiap program memiliki fungsi dan karakter masing-masing baik
pada bidang yang sama maupun berbeda. Meskipun begitu, tujuan akhir dari
pelaksanaan program akan mengarah pada “garis finish” yang sama, yakni
pembentukan BAPPEDA Prov. Kaltim sebagai lembaga perencana
pembangunan daerah berkualitas. Berikut Program dan Kegiatan BAPPEDA

Prov. Kaltim yang disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran :
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Tabel 6.1

Rencana Program dan Kegiatan

Tercapainya integrasi dan sinkronisasi antar

Sasaran .
fungsi perencanaan dan penganggaran
No. Strategi/Kebijakan Prog.ram/ Indikator Kinerja
Kegiatan
S1 : Terwujudnya capaian target rencana prioritas Pembangunan Daerah

Meningkatkan capaian
program prioritas
pembangunan daerah
melalui Perencanaan,

Program
Perencanaan,
Pengendalian dan
Evaluasi

Persentase Capaian target
rencana prioritas
pembangunan daerah

monitoring dan Pembangunan

Peningkatan Standar mutu | Daerah

satu data satu peta (one

data One map)

Mengoptimalkan capaian Penyusunan Tingkat keselarasan antar
program prioritas Perencanaan dan | dokumen perencanaan
pembangunan daerah Pendanaan pembangunan

dengan penajaman

perencanaan

Mengoptimalkan Analisis Data dan | Persentase hasil analisis

monitoring pencapaian Informasi data dan informasi yang

atas program prioritas Pemerintah digunakan dalam

daerah Daerah Bidang perencanaan,pengendalian,
Perencanaan dan evaluasi pembangunan
Pembangunan
Daerah

Meningkatkan Pengendalian, Persentase Kesesuaian

pengembangan Sistem data
dan analisis pembangunan
(data sektoral dan spasial)

Evaluasi dan
Pelaporan Bidang
Perencanaan
Pembangunan
Daerah

Rencana Program/Kegiatan
yang dilaksanakan
mendukung sasaran dan
Prioritas Pembangunan
Daerah Provinsi

S2: Rencana Program/Kegiatan dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD)
yang dijabarkan dalam dokumen anggaran

2 | Meningkatkan capaian Program persentase

Program dan kegiatan Koordinasi dan Program/Kegiatan dalam

dalam dokumen anggaran | Sinkronisasi dokumen perencanaan
Perencanaaan (RPJMD,RKPD) yang
Pembangunan dijabarkan dalam dokumen
Daerah anggaran

Mengoptimalkan capaian Koordinasi persentase

program/kegiatan dalam Perencanaan program/kegiatan lingkup

dokumen anggaran Bidang bidang pemerintahan dan
Pemerintahan dan | pembangunan manusia
Pembangunan dalam dokumen
Manusia perencanaan (RPJMD, RKPD,

RENSTRA & RENJA PD) yang
dijabarkan dalam dokumen
anggaran
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Tercapainya integrasi dan sinkronisasi antar

Sasaran .
fungsi perencanaan dan penganggaran
No. Strategi/Kebijakan II,{r:ggiI:::?I{ Indikator Kinerja

Koordinasi Persentase

Perencanaan Program /Kegiatan Lingkup

Bidang Bidang Perekonomian dan

Perekonomian SDA Dalam Dokumen

dan SDA (Sumber | Perencanaan (RPJMD, RKPD,

Daya Alam) RENSTRA, & RENJA PD)
yang dijabarkan dalam
dokumen anggaran

Koordinasi Persentase

Perencanaan Program /kegiatan Lingkup

Bidang Bidang Infrastruktur dan

Infrastruktur dan | Kewilayahan dalam

Kewilayahan dokumen perencanaan

(RPJMD,RKPD,RENSTRA &
RENJA PD) yang dijabarkan
dalam dokumen anggaran

S3 : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Bappeda Secara Eksternal dan
Internal

3 | Meningkatkan Standar Program Persentase capaian kinerja
Mutu Kualitas pelayanan Penunjang pelayanan Bappeda Prov.
Urusan Kaltim
Pemerintahan

Daerah Provinsi

Mengoptimalkan dokumen | Perencanaan , Persentase Capaian Kinerja
laporan kegiatan Penganggaran dan | Bappeda Prov. Kaltim
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

Administrasi Persentase Realisasi
Keuangan Anggaran Bappeda
Perangkat Daerah | Prov.Kaltim

Administrasi Persentase Pengembangan
Kepegawaian Kompetensi SDM Aparatur
Perangkat Daerah

Administrasi Persentase Ketersediaan
Umum Perangkat | Sarana dan Prasarana
Daerah Kantor

Penyediaan Jasa Persentase Jasa Penunjang
Penunjang yang Terlayani Tepat Waktu
Urusan
Pemerintah
Daerah

Pemeliharaan Persentase Barang Milik
Barang Milik Daerah yang Terpelihara
Daerah Penunjang
Urusan
Pemerintah
Daerah
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Penyusunan Program yang akan diselenggarakan oleh BAPPEDA Prov.
Kaltim selama lima tahun, yaitu:
1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
difokuskan pada pencapaian Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur
yang tertuang dalam RPJMD Prov. Kaltim Tahun 2019-2023. Program ini
ditujukan untuk menjabarkan program jangka menengah sebagai
implementasi RPJMD Prov. Kaltim menjadi program tahunan melalui RKPD
Prov. Kaltim. Dalam pelaksanaan program ini harus dukungan oleh seluruh
komponen masyarakat, aparatur pemerintah, hingga pihak Melaksanakan
pembinaaan dan Pemandaatan data dan informasi perencanaan
pembangunan daerah. Serta melaksanakalan evaluasi terhadap
RPJMD,RKPD Provinsi, semesteran RKPD Kab/kota dan Laporan hasil
Percepatan pembangunan Bidang Ekonomi, SDM dan Infrastruktur.
2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan

Daerah

Program ini ditujukan untuk menyusun dan menjabarkanp program
jangka panjang (RPJPD), program jangka menengah sebagai implementasi
RPJMD Prov. Kaltim menjadi program tahunan melalui RKPD Prov. Kaltim.
Selain itu melaksankan asistensi penyusunan dokumen perencanaan
pembanginan daerah pada bidang perencana, melaksanakan monitoring dan
evaluasi penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat
Daerah pada bidang perencana dan melaksanakan sinergitas dan
harmonisasi perencanaan pembangunan daerah pada bidang perencana.
Disamping itu pula untuk peningkatan mutu dan kualitas perencanaan
pembangunan daerah. Program ini disusun untuk mendukung perencanaan
pembangunan yang akan dilaksanakan oleh daerah selama lima tahun ke
depan sehingga setiap tahapannya memerlukan pengendalian dan evaluasi
baik di bidang perekonomian dan sumber daya alam, pemerintahan dan
pembangunan manusia, infrastruktur dan kewilayahan.
3. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

Program penunjang urusan pemerintah merupakan berfungsi
memberikan pelayanan bagi organisasi perangkat daerah meliputi
pelaksanaan fungsi perencanaan yang melengkapi dokumen Renstra, Renja,
RKA, DPA, laporan kegiatan yang meliputi Lakip, lppd dan pelaksanan

laporan sakip dan pelaksanan reformasi birokrasi. Melaksanakan fungsi
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keuangan adalah penyediaan Gaji dan TPP,
pencatatan,pelaksasanaa,verifikasi administrasian keuangan PNS, membuat
laporan akhir tahun, laporan akhir, LHP,laporan keuangan bulanan,
semestra dan tahunan serta estimasi realisasi akhir tahun. Fungsi
kepegawaian yaitu pelaksanaan administrasi perangkat daerah, administrasi

umum , penyediaan jasa urusan, penyediaan jasa penunjang.

6.2. Rencana Kegiatan dan unsur
Dalam rangka pencapaian strategi dan program kerja BAPPEDA Prov.
Kaltim, kegiatan yang akan dilaksanakan mencakup:
A. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang terkait Perencanaan
Pengendalian dan Evaluasi
Program dan kegiatan yang berkaitan dengan tugas utama BAPPEDA Prov.
Kaltim sebagai perencanaan, pengendalian dan evaluasi, yaitu:
1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah
a. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
- Analisis Kondisi Daerah Permasalahan dan Isu Strategis
Pembangunan Daerah
- Pelaksanaan Konsultasi Publik
- Koordinasi Pelaksanaan Musrenbang Provinsi
- Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
b. Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang
Perencanaan Pembangunan
- Analis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
- Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan
Pembangunan Perangkat Daerah
- Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan
Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan
- Penyusunan profil pembangunan daerah provinsi
c. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan
Pembangunan Daerah
- Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan
Pembangunan Daaerah di Provinsi
- Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah
- Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala

Pelaksanaan Pembangunan Daerah
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- Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten/Kota

B. Program, Kegiatan dan sub kegiatan yang terkait koordinasi dan
sinkronisasi
Program dan kegiatan yang berkaitan dengan tugas utama BAPPEDA Prov.
Kaltim terkait koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan
daerah:
1. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan
Daerah
a. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan
Manusia
- Koordinasi Penyusunan dokumen Perencanan Pembangunan
Daerah bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan
Perangkat Daerah bidang Pemerintahan
- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah bidang
Pemerintahan
- Koordinasi  Pelaksanaan  Sinergitas dan  Harmonisasi
Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan
Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan
RKPD)
- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan
Pernagkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang
Pembangunan Manusia
- Koordinasi  Pelaksanaan  Sinergitas dan  Harmonisasi
Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan
Manusia
b. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber
Daya Alam)
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan

Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
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- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang
Perekonomian

- Koordinasi  Pelaksanaan  Sinergitas dan  Harmonisasi
Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian

- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan
Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA

- Koordinasi  Pelaksanaan  Sinergitas dan  Harmonisasi
Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA

c. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan
Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan
Daerah Bidang Insfrastruktur

- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen
Perencanaaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang
Infrastuktur

- Koordinasi  Pelaksanaan  Sinergitas dan  Harmonisasi
Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur

- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan
Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD,RPJMD dan RKPD)

- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan
Daerah Bidang Kewilayahan

- Pelaskanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen
Perencanaaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang
Kewilayahan

- Koordinasi  Pelaksanaan  Sinergitas dan  Harmonisasi

Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan

C. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan penunjang urusan pemerintah
daerah
Program dan kegiatan yang berkaitan dengan tugas utama BAPPEDA Prov.
Kaltim, penunjang urusan pemerintah daerah, program ini ada pula di

SKPD lain, yaitu:
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1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

a.

Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD

Koordinasi Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan
ASN

Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
SKPD

Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/
Triwulanan/ Semesteran SKPD

Penyusunan Peaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan
Kantor

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Pengadaan Bahan logistik Kantor

Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Fasilitasi Kunjungan Tamu

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis

Elektronik pada SKPD
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e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah
- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak
Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan Kendaraan Dinas Opersional atau Lapangan
- Pemeliharaan Mebel
- Peliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan
lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor

atau Bangunan Lainnya

6.3. Indikator Pencapaian Tujuan

Masukan (Input) adalah sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan
kegiatan dapat berjalan sebagaimana mestinya untuk menghasilkan keluaran
(output). Input kegiatan meliputi sumber daya manusia, dana, dan fasilitas.

Keluaran (Output) adalah sesuatu yang diharapkan akan tercapai dari
suatu kegiatan baik berupa produk jasa fisik maupun non fisik seperti produk
perencanaan pembangunan, hasil kajian strategi pembangunan, komputer,
dan lain-lain.

Hasil (Outcome) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya
keluaran kegiatan. Misalnya tersebar dan dimanfaatkannya produk
perencanaan oleh stakeholders dan masyarakat.

Dampak (Impact) adalah ukuran pengaruh yang ditimbulkan baik
positif maupun negatif akibat dari pelaksanaan suatu kegiatan. Misalnya,
pendapatan rumah tangga meningkat (persen/tahun), produktivitas dan
infrastruktur tingkat wilayah meningkat (persen), dan sebagainya.

Secara umum indikator pencapaian kinerja yang ingin diterapkan oleh
BAPPEDA Prov. Kaltim pada periode 5 (lima) tahun ke depan adalah

penekanan kepada indikator keluaran (output) dan hasil (outcome) dari
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program dan kegiatan perencanaan serta kajian strategis pembangunan. Oleh
karena itu, masing-masing kegiatan selanjutnya dilengkapi dengan indikator

kinerja, kelompok sasaran, dan pagu indikatif.

6.4. Pendanaan Indikatif

Undang Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menegaskan bahwa
sumber keuangan APBD adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi
Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Oleh karena itu, strategi
pembiayaan dalam perencanaan strategis pembangunan BAPPEDA Prov.
Kaltim Tahun 2019-2023 memperhitungkan sumber-sumber pembiayaan
yang ditelaah sesuai program pembangunan BAPPEDA Prov. Kaltim. Dalam
pelaksanaan perencanaan, sumber pembiayaan yang diperoleh melalui
alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi
Kalimantan Timur.

Pendanaan indikatif Perubahan Renstra BAPPEDA Prov. Kaltim Tahun
2019-2023 berpedoman pada pagu indikatif pembiayaan Perubahan RPJMD
Prov. Kaltim Tahun 2019-2023 dengan memperhitungkan komponen
pendapatan asli daerah, nilai tukar rupiah, laju inflasi, harga minyak dunia,
pajak, dana bagi hasil dan pendapatan lain. Pendanaan indikatif tersebut

dapat dilihat pada lampiran tabel 6.2
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Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Pendanaan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 6.2

. Data Capaian Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan LR LD Unit Kerja Perangkat
. Program, Kegiatan dan . . Renstra B
Tujuan Sasaran Kode Sub. Kegiatan Indikator Kinerja pada Tahun Awal Daerah F Lokasi
2019 2020 2021 2022 2023 K Rp Jawab
K RP K RP K RP K RP K RP
(1) M 2 M 3 b “ - ) hd (6) hd U] [ - © M (19 - ) |- (12) S (13 - (14) - (15) hd (16) hd L/ (18) d (19 - (20) -
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 51.845.086.026 29.206.644.331 47.788.234.759| 47.653.150.000} 45.000.000.000/ 45.000.000.000
Terwujudnya Terwujudnya capaian 4 703 48 Program Perencanaan  |Presentase program kegiatan dalam 78,53% 89,74% 8.112.747.625 85,13% 2.261.831.875| 10.374.579.500| Bidang Perencanaan
iyang target rencana F Daerah p yang dan Pengendalian
efektif dan efisien |prioritas dilaksanakan melalui dokumen Pembangunan Daerah
pembangunan daerah anggaran
4 703 48 701 Penyusunan RKPD | Jumlah Dokumen RKPD Prov. Kaltim 2 2 1.730.020.580| - - 1.730.020.580 Sub Bidang bru, kbr, kkr, ktm, mah,|
Tahun 2020 dan perubahan RKPD tahun Dokumen Dokumen Perencanaan dan psr, ppu, bpn, btg,
2019 Pembangunan Daerah smd, luarPrv
4 703 48 702 Penyusunan RPJMD | Jumlah Dokumen RPJMD Prov. Kaltim 1 1 807.641.638| - - 807.641.638 Sub Bidang bru, kbr, kkr, ktm, mah,|
Tahun 2019-2023 Dokumen Dokumen Perencanaan dan psr, ppu, bpn, btg,
f Daerah smd, luarPrv
4 703 48 ] 04 F Jumlah Forum 3 3 2.515.008.612 - - 2515.008.612 Sub Bidang bpn, smd, luarPrv
Provinsi dok Forum Forum Perencanaan dan
daerah yang dilakukan Pembangunan Daerah
4 703 48 05 Koordinasi Kerjasama Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan 1 1 759.414.855 3 165.264.000] 924.678.855| Sub Bidang bru, kbr, kkr, kim, mah,
Pembangunan Antar Forum Pembahasan Rencana Dokumen Dokumen Laporan Perencanaan dan psr, ppu, bpn, big,
Daerah Pembangunan Pembangunan Daerah smd, luarPrv
4 703 48 06 Penyusunan, Jumlah tahapan perencanaan yang 6 6 916.450.700 - g 916.450.700 | Sub Bidang Pembiayaan [bru, kbr, kkr, kim, mah,|
F sistem informasi Tahap Tahap Pembangunan Daerah | psr, ppu, bpn, btg,
Pemeliharaan dan smd, luarPrv
Pelaksanaan Sistem
Informasi Perencanaan
4 703 48 07 Penyusunan KUA-PPAS  |Jumlah Dokumen Ranc. KUA-PPAS, KUA- 8 8 1.385.211.240 - g 1.385.211.240| Sub Bidang Pt bru, kbr, kkr, ktm, mah,
APBD dan P-APBD PPAS, Ranc. Perubahan KUA-PPAS dan Dokumen Dokumen Pembangunan Daerah | psr, ppu, bpn, btg,
Perubahan KUA-PPAS smd, luarPrv
4 703 48 08 Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Rencana 0 - - 3 1.631.696.650] 1.631.696.650 Sub Bidang bru, kbr, kkr, ktm, mah,|
Rencana Pembangunan  |Pembangunan (RPJPD, RPJMD, RKPD, P- Dokumen Dokumen Perencanaan dan psr, ppu, bpn, big,
Daerah RKPD) Pembangunan Daerah smd, luarPrv
4 703 48 10 Penyusunan Rancangan  |Jumlah Dokumen Pendanaan 0 - g 2 289.491.600| 289.491.600 | Sub Bidang Pembiayaan [bru, kbr, kkr, kim, mah,|
F P P Daerah (KUA-PPAS, KUPA- Dokumen Dokumen Pembangunan Daerah | psr, ppu, bpn, btg,
PPAS, Aplikasi SIPPD) smd, luarPrv
4 703 48 1 Pengendalian Rencana  |Jumlah Renstra/Renja PD dan 0 - g 112 175.379.625 175.379.625| Sub Bidang Pembiayaan |bru, kbr, kkr, kim, mah |
Pembangunan Daerah RPJMD/RKPD Kabupaten/Kota yang Dokumen Dokumen Pembangunan Daerah | psr, ppu, bpn, btg,
Diverifikasi/Evaluasi smd, luarPrv
Program Perencanaan, Bidang Perencanaan, |Semua Kabupaten/
5 01 02 LG K genas 75% 10427448800  78% 9.956.300.000 80% 9:819.052.710 80% 30.202.801.510 SULICE S ECE R
Evaluasi Evaluasi Kecamatan, semua
Daerah Pembangunan Daerah |Kelurahan
- t'"gk" keselarasan antar dokumen 75% 2800000000  85% 2664600000 - ] - SABBI0000 (e »
5 0 02 1 01 Perencanaan dan Perencanaan dan Provinsi dan Luar
Pendanaan R 2 e 5 | - ] 95% 2864.116034) 9% 2864116.034|  Pendanaan Daerah
I " Analisis Kondisi Daerah, Jumlah pelaksana.an Rapat/Forum/FGD 1
Perumusan Kondisi, Permasalahan dan 300.000.000| 1 Laporan 212.800.000 - - 2 Laporan 512.800.000 -
s o1 o2l 1 o o Permasalahan, dan Isu Isu Stategis Daerah Laporan Provinsi dan Luar
Startegis P Daerah
Daerah ;“Pm‘l:g/ggjrw?" Rancangan Teknolatik - - | 2Dokumen 207.116.034|  2Dokumen 207116034
T ~ |Jumlah Laporan Pelaksanaan Forum 2
5 01 02 1 YR :;kksanaan Konsultasi Konsultasi Publik Provinsi Dokumen 300.000.000| 1 Dokumen 265.800.000 - -| 3Dokumen 565.800.000 Samarinda
| Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik - - - - 1 Berita Acara 227.000.000| 1 Berita Acara 227.000.000
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Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode

. Data Capaian Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja Perangkat
. Program, Kegiatan dan . L Renstra .
Tujuan Sasaran Kode Sub. Kegiat Indikator Kinerja pada Tahun Awal Daerah F Lokasi
HLGE P 2019 2020 2021 2022 2023 - = Jawab
K RP K RP K RP K RP K RP
() @2 ) M “ - © - (©) U] [ © - (19 an - (12) - 13 - (14) - (15 - (16) - an - (18 hd (19 - (20) -
Jumlah L Pelaks
uman Laporan .eé sanaan 2 Dokumen 700.000.000; N N - -| 2Dokumen 700.000.000
o Musrenbang Provinsi
01 02 1 01 05 Provinsi Berita Acara Kesepakatan Musrenbang - - | 1Dokumen 613.200.000 - -| 1Dokumen 613.200.000 Samarinda
Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi - - - - 1 Berita Acara 362.000.000( 1 Berita Acara 362.000.000
Jumlah Ry Pembx Daerah
- umah Rencana rembangunan bacra 3 Dokumen 1500000000 - E - | 3Dokumen 1500.000.000
Koordinasi Penyusunan  |Provinsi yang disusun
dan Penetapan Dokumen  [Jumlah Dokumen Rencana
- - .572.800. - - 572800 Provinsi dan Lt
o 02 1 o1 06 |p b Daerah Provinsi 3 Dokumen 1.572.800.000 3 Dokumen 1.572.800.000 romg:e:; uar
Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan
Provinsi Pembangunan Daerah Provinsi yang - - - - 2 Dokumen 2.068.000.000] 2 Dokumen 2.068.000.000|
Di RPJPD/RPJMD/RKPD)
MCD Pata dav Persentase hasil analisis data dan
et 1 e informasi yang digunakan dalam Sub Bidang Analisis | Provinsi dan Luar
01 02 1 02 Daerah Bidang LA . 90% 1.950.948.800|  93% 1.995.000.000: 98% 1.434.192.500 98% 5.150.433.300, g .
perencanaan, pengendalian, dan Data dan Informasi Daerah
LGS evaluasi pembangunan
Pembangunan Daerah D 9
Jumlah IGT 160 IGT 180 IGT - 180 IGT
Persentase keterisian elemen data 65% 70% - 70%
Analisis Data dan Informasi |Persentase ketersediaan data dan 1.950.948.800 649.319.600 - 2.600.268.400 Provinsi dan Luar
01 02 1 02 01 |Perencanaan informasi yang digunakan dalam analisis 81% - - 80% Daerah
F Daerah
[Jumlah Dok Analisis Dat
o eh Potumen falsis bata - |- | 2Dokumen 610.000.000 | 2Dokumen 610.000.000
Pembangunan
Persentase SKPD yang mendapatkan
. pembinaan dan pemanfaatan data dan - - 80% 706.861.800 - g 80%% 706.861.800
Pembinaan dan infor b
" informasi perencanaan pembangunan o
P Data dan Provinsi dan Luar
oozt 2o Informasi Perencanaan .Iumlsh oran: yang mer:a:;at&;arla d Daerah
Pembangunan SKPD | Do naan dan pemaniaatan data dan - - - - 92 Orang 479818500{ 92 Orang 479818500
informasi perencanaan pembangunan di
lingkup SKPD
I " Pembinaan dan Persentase Kab/Kota yang mendapatkan
P f Data dan i dan data dan - - 100% 179.531.800 - - 100% 179.531.800
Informasi Pemerintahan  |informasi pemerintahan daerah -
X - - Provinsi dan Luar
01 02 1 02 03 [Daerah Bidang Jumlah sumber daya manusia Pemerintah Daerah
P ota yang dibina dalam
P Daerah data dan informasi - - - - 30 Orang 114.666.000( 30 Orang 114.666.000
K: daerah
I I Penyusunan Profil Dokumen Profil Pembangunan Daerah - - | 3 Dokumen 459.286.800! - -| 3Dokumen 459.286.800| Provinsi dan Luar
01 02 1 02 04 [Pemb Daerah [Jumlah dok fil b
emvangunan Laera um'an dokumen profl pemaangunan E - -| 3Dokumen 229708.000| 3 Dokumen 229.708.000 Daerah
Provinsi daerah
Persentase Kesesuaian Rencana
Pengendalian, Evaluasi yang . 75% 5.676.500.000. 85% 5.296.700.000. - - 85% 10.973.200.000 Sub Bidang
N mendukung sasaran dan Prioritas q Al
dan Pelaporan Bidang o Pengendalian, Provinsi dan Luar
01 02 1 03 Pembangunan Daerah Provinsi n
Perencanaan Evaluasi dan Daerah
F Daerah | hasil evaluasi yang Pelaporan
ditindaklanjuti dalam penyusunan - - - - 90% 5.520.744.176 90% 5.520.744.176
dokumen perencanaan
I " Laporan Tahunan Evaluasi RPJMD,
T riwulanan Evaluasi RKPD Provinsi,
i 1
Semester wamaSI RKPD KabiKoa, 0 3.963.500.000; - N - -| 10 Dokumen 3.963.500.000
Laporan Hasil Pengawalan Percepatan Dokumen
Koordinasi Pengendalian  |Pembangunan Bidang Ekonomi, SDM dan
P dan
Proivinsi dan Luar
01 02 1 03 01 [Pelaksanaan Jumlah laporan pengendalian dan Daerah
Pembangunan Daerah di luasi hasil pelak dok
oang evaluasihasilpelaksanaan dolumen . -| 4Laporan 3.760.000.000 . | 4Laporan 3760.000000
Provinsi perencanaan pembangunan provinsi dan
kab/kota
Jumlah laporan hasil pengendalian
perencanaan dan pelaksanaan - - - - 2 Laporan 4.147.534.176 2 Laporan 4.147.534.176
pembangunan
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Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode

. Data Capaian Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja Perangkat
. Program, Kegiatan dan . L Renstra .
Tujuan Sasaran Kode Sub. Kegiatan Indikator Kinerja pada Tahun Awal Daerah F Lokasi
. F 2019 2020 2021 2022 2023 K Rp Jawab
K RP K RP K RP K RP K RP
() @2 MR “ - © - (©) U] [ - © - (19 - 1) - (12) - (13 - (14) - (15 (16) - an - (18 hd (19 - (20) -
) Jumlah Pelaksanaan.Forum Sinkronisasi 1 263.000.000 ) ; ) } 1 263000000
Pengendalian Usulan Program Regional Kalimantan Laporan Laporan .
o 02 1 03 02 |p Keri Provinsi dan Luar
Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Forum 4 1 Daerah
Sinkronisasi Usulan Program Regional - 263.000.000| - - 263.000.000
Laporan Laporan
Kalimantan
Laporan Bulanan Monitoring Evaluasi
Pelaksanaan Pembangunan APBD 20
Monitoring, Evaluasidan | (TEPRA), Triwulanan DAK, Triwulanan Dokumen 950.000.000 ° ° - *| 20Dokumen 950.000.000 Semua
Penyusunan Laporan APBN Kabupaten/Kota,
ooz 03] 08 Berkala Pelaksanaan Jumlah laporan pelaksanaan APBD dan semua Kecamatan,
Pembangunan Daerah APBN di daerah ) +| 2taporan 940.000.000 ) ) 2Laporan 940.000.000 semua Kelurahan
Jumiah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja . i 4 2vaporan 823965000 |  2Laporan 823.965.000
Pembangunan Daerah
Jumlah Pelaksanaan fasilitasi/Evaluasi 3 500.000.000 ) ; ) ; 3 500.000.000
dok K Laporan Laporan
Fasilitasi/Evaluasi Jumlah laporan pelaksanaan Semua
YRR 1 B o Dokumen'F i i dokumen - -| 3Laporan 333.700.000 - - 3 Laporan 333.700.000 Kabupaten/Kota,
F Daerah ofa semua Kecamatan,
Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Perencanaan semua Kelurahan
Pembangunan Kabupaten/Kota yang - - - E 2 Dokumen 549.245.000( 2 Dokumen 549.245.000
difasilitasi/dievaluasi
03 09 Program Peningkatan  [Persentase ASN yang memiliki standar 13,80% 13,90% 6.819.249.909] 13,90% 1.818.170.000| 8.637.419.909| Sub.Bagian Umum
i i pi dan Kepegawaian
Pemerintah Daerah
03 09 01 Koordinasi dan Konsultasi |Jumlah Rapat Koordinasi 30 Rapat 60 Rapat 5.544.716.900) 38 Rapat 1.604.076.250] 7.148.793.150| Sub. Bagian Umum dan [bru, kbr, kkr, kim, mah,|
Kelembagaan Pemerintah Kepegawaian psr, ppu, bpn, big,
Daerah smd, luarPrv
03 09 02 Peningkatan Kapasitas [Jumlah PNS yang mengikuti 15 Orang 36 Orang 1.274.553.000] 37 Orang 214.093.750| 1.488.646.750 Sub. Bagian Umumdan | bpn, smd, luarPrv
Sumber Daya Aparatur pelatihanbimtek Kepegawaian
03 30 Program sasaran 53,23% 66,11% 3.595.317.603 77,69% 1.414.150.567| 5.009.468.170| Bidang Ekonomi
Pembangunan Bidang |jangka menengah dengan realisasi
Ekonomi tahunan di bidang perekonomian
03 730 02 Koordinasi Perencanaan  |Jumlah laporan koordinasi perencanaan 1 Laporan 2 Laporan 1.161.482.386 1 Laporan 716.310.016 1.877.792.402 |  Sub Bidang Sumber |bru, kbr, kkr, kim, mah,
P Sumber Sub Bid SDALH Daya Alam & Lingkungan| psr, ppu, bpn, big,
Daya Alam dan Li Jumlah laporan 0 Laporan - 1 Laporan Hidup smd, luarPrv
Hidup pembangunan sub bid SDALH, evaluasi
RAD SDG's
03 730 04 Koordinasi Perencanaan  |Jumlah laporan koordinasi perencanaan 1 Laporan 1 Laporan 794.154.169| 1 Laporan 393.864.675 1.188.018.844 | Sub Bidang Pertanian |bru, kbr, kkr, kim, mah,
P Pertanian Sub Bid Pertanian dan dan Perikanan psr, ppu, bpn, big,
dan Perikanan Perikanan smd
Jumlah Laporan Evaluasi Rencana Aksi 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan
Daerah Pangan dan Giz (RAD-PG)
Jumlah Dokumen RAD Pangan dan Gizi 0 Dokumen 1 Dokumen -
(RAD-PG)
03 730 05 Koordinasi Perencanaan  |Jumlah laporan koordinasi perencanaan 4 Laporan 4 Laporan 1.639.681.048] 4 Laporan 303.975.876 1.943.656.924 Sub Bidang INDAGKOP, |bru, kbr, kkr, kim, mah,
F Industri, Sub Bid Indagkop, Investasi Investasi dan Pariwisata | psr, ppu, bpn, btg,
Perdagangan, Koperasi, |dan Pariwisata smd, luarPrv
Investasi dan Pariwisata
03 46 Program F F ian sasaran 38,60% 66,60% 2.849.758.416 88,56% 2,083.944.240 4.933.702.656| Bidang Pemerintahan
Bidang Pemerintahan  |jangka menengah dengan realisasi dan Sosial Budaya
dan Sosial Budaya tahunan di bidang Pemerintahan dan
Sosial Budaya
03 46 01 Koordinasi Perencanaan  |Jumlah laporan koordinasi perencanaan 1 Laporan 1 Laporan 808.229.062 1 Laporan 655.807.500 1464.036.562 Sub Bidang bru, kbr, kkr, kim, mah,|
P Sektor P Pengembangan Sumber| psr, ppu, bpn, btg,
Pengembangan Sumber  |Sumber Daya Manusia Daya Manusia smd, luarPrv
Daya Manusia Jumlah Laporan Kondisi Pembangunan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan

Masyarakat Provinsi Kalimantan Timur
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Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode

. Data Capaian Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja Perangkat
. Program, Kegiatan dan . L Renstra .
Tujuan Sasaran Kode Sub. Kegiatan Indikator Kinerja pada Tahun Awal Daerah F Lokasi
F 2019 2020 2021 2022 2023 K Re Jawab
K RP K RP K RP K RP K RP
) @2 ) - “ - © - (©) U] © - © - (19 h ] (12) - (13 (19 (19 - (16) an - (18 hd (19 - (20) -
03 46 02 Koordinasi Perencanaan  |Jumlah laporan koordinasi perencanaan 1Laporan 1 Laporan 823.673.578 1 Laporan 553.560.777 1.377.234.355| Sub Bidang bru, kbr, kkr, kim, mah,|
Sektor Kesejahteraan Sosial psr, ppu, bpn, big,
Sosial Sosial smd, luarPrv
Jumlah Laporan Pelaksanaan 0 Laporan - 1 Laporan
Penanggulangan Kemiskinan Daerah
03 46 03 Koordinasi Perencanaan  |Jumlah laporan koordinasi perencanaan 1 Laporan 1 Laporan 1.217.855.776 1 Laporan 874.575.963| 2.092.431.739 Sub Bidang bru, kbr, kkr, kim, mah,|
P Sektor P Pemerintahan psr, ppu, bpn, big,
Pemerintahan [Jumlah laporan Penghargaan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan smd, luarPrv
Pembangunan Daerah (PPD)
03 47 Program sasaran 45,20% 50,96% 3.316.078.717| 79,49% 2.215.592.087| 5.531.670.804| Bidang Prasarana
Bidang Prasarana jangka menengah dengan realisasi Wilayah
Wilayah tahunan di bidang Prasarana Wilayah
03 47 01 Koordinasi Perencanaan  |Jumlah Laporan koordinasi perencanaan 2 Laporan 2 Laporan 1.372.167.366 2 Laporan 881.441.084] 2.253.608.450| Sub Bidang Prasarana | kkr, kim, mah, psr,
P Prasarana Sektor Prasarana Perhubungan Daerah | ppu, bpn, btg, smd,
P luarPrv
03 47 02 Koordinasi Perencanaan  |Jumlah Laporan koordinasi perencanaan 1 Laporan 1 Laporan 1.243.632.549) 1 Laporan 696.717.653| 1.940.350.202( Sub Bidang Prasarana |bru, kbr, kkr, kim, mah,
Prasarana Sektor Sumber Daya Air Sumber Daya Arr dan psr, ppu, bpn, big,
Sumber Daya Air dan Tata [dan Tata Ruang Tata Ruang smd, luarPrv
Ruang Jumlah Laporan Identifikasi Kebutuhan 1 Dokumen 1 Dokumen -
Infrastruktur untuk Mendukung Pusat-
Pusat Pertumbuhan
Jumlah Profil Pembangunan Bidang 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
Sumber Daya Arr & Tata Ruang
03 47 T 03 Koordinasi Perencanaan  |Jumlah Laporan koordinasi perencanaan 1 Laporan 1 Laporan 700.278.802 1 Laporan 637.433.350| 1.337.712.152| Sub Bidang Prasarana |bru, kbr, kkr, kim, mah,
Prasarana Prasarana Cipta Karya, Cipta Karya, Perumahan | - psr, ppu, bpn, big,
Cipta Karya dan Perumahan dan Pemukiman dan Permukiman smd, luarPrv
Pemukiman
Jumlah Profil Pembangunan Bidang 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan
Keciptakaryaan, Bina Konstruksi,
Perumahan dan Pemukiman
03 710 Program Penyusunan |Nilai Akuntabilitas Kinerja PD 717,69 79,22 568.572.788| 79,43 3.970.373.696 4.538.946.484| Sub. Bagian
Penyusunan Program
Pengendalian dan & Evaluasi
Evaluasi
Penyelenggaraan
Pemerintahan
03 710 01 Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan dan 10 Dokumen 10 Dokumen 392.546.388| 4 Dokumen 392.721.284 785.267.672|Sub. Bagian Penyusunan [bru, kbr, kkr, kim, mah,|
dan 99: Program & Evaluasi psr, ppu, bpn, big,
Anggaran smd, luarPrv
03 710 02 Penyusunan Laporan Jumlah Laporan Pengendalian dan 4 Dokumen 4 Dokumen 176.026.400] 4 Dokumen 607.196.500 783.222.900|Sub. Bagian Penyusunan [bru, kbr, kkr, kim, mah,|
dan i Kegiatan Program & Evaluasi psr, ppu, bpn, big,
Pelaksanaan Kegiatan smd, luarPrv
03 710 03 Pengawalan Percepatan  |Jumlah Dokumen Hasil Pengawalan 0 Dokumen 0 Dokumen -|  5Dokumen 2.970455.912 2.970.455.912|Sub. Bagian Penyusunan [bru, kbr, kkr, kim, mah,|
Pembangunan Daerah Percepatan Pembangunan Program & Evaluasi psr, ppu, bpn, big,
smd, luarPrv
03 42 Program Pengendalian [Persentase Capaian Hasil Pelaksanaan 45,68% 73,73% 3.773.641.767| 73,78% 1.982.289.650. 5.755.931.417, Sub Bidang
dan Evaluasi Hasil Pembangunan Daerah Pengendalian &
Pelaksanaan Evaluasi
Pembangunan Daerah
03 42 01 Monitoring dan Pelaporan |Jumlah Laporan Monitoring Evaluasi 3 Dokumen 3 Dokumen 1.908.603.240) 3 Dokumen 1.146.124.420 3.054.727.660 Sub Bidang bru, kbr, kkr, kim, mah,|
Hasil P P P APBD/APBN, Pengendalian & Evaluasi| psr, ppu, bpn, big,
Pembangunan Laporan TEPRAdan LKPJ smd, luarPrv
03 42 03 Pengendalian rencana dan |Jumlah Laporan Triwulan Evaluasi Renja 6 laporan 6 laporan 1.865.038.527| 6 laporan 836.165.230 2.701.203.757 Sub Bidang bru, kbr, kkr, kim, mah,|
evaluasi hasil pelaksanaan |SKPD dan Laporan Semester RKPD Pengendalian & Evaluasi| psr, ppu, bpn, big,
RPJPD, RPIMD dan RKPD [ 1ah Dokumen Evaluasi RKPD 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen smd, luarPrv
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Kondisi Kinerja Pada Akhir Period:
. Data Capaian Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan R rreriode Unit Kerja Perangkat
. Program, Kegiatan dan . L Renstra .
Tujuan Sasaran Kode Sub. Kegiat Indikator Kinerja pada Tahun Awal Daerah F Lokasi
HLGE P 2019 2020 2021 2022 2023 - = Jawab
K RP K RP K RP K RP K RP
) @2 - ) MR “ - © - (©) Ul © - © - (19 - 1) |- (12) - (13 - (19 - (15 - (16) - an - (18) hd (19 - (20) -
03 50 Program F F iaan data dan 74% 80% 1.925.202.167| 81,48% 1.054.157.480. 2.979.359.647 Sub Bidang
Data dan Analisis informasi yang digunakan dalam Pengendalian &
F Daerah |analisis perencanaan pembangunan Evaluasi
03 50 01 Pengembangan Data dan |Jumlah Dokumen Data dan Informasi yang| ~ 18 dokumen 18 dokumen 1.113.656.140) 14 dokumen 450.983.630! 1.564.639.770 Sub Bidang bru, kbr, kkr, kim, mah,|
Analisis Sektoral Dihasilkan Pengendalian & Evaluasi| psr, ppu, bpn, big,
Pembangunan Daerah smd, luarPrv
03 50 @ 02 Pengembangan Data dan |Publikasi Jenis Data dan Informasi 2401GT 2401GT 811.546.027 2001GT 603.173.850 1414.719.877 Sub Bidang bru, kbr, kkr, ktm, mah,|
Analisis Geospasial Geospasial Tematik (IGT) Pengendalian & Evaluasi| psr, ppu, bpn, big,
Pembangunan Daerah smd, luarPrv
R P d I Pr Koordinasi d
en?:ana Togram can ‘ogranf o(.7r inast can Persentase Program/Kegiatan dalam
Kegiatan dalam Sinkronisasi
o 01 03 dokumen perencanaan yang 85% 7.285.000.000 90% 8.267.775.500 95% 6.859.952.071 95% 22.412.727.571
- dijabarkan dalam dok
(RPIMD, RKPD) yang Pembangunan Daerah | o-or<an daiam cokumen anggaran
" r - -
:uibarkan dalam Koordinasi Perencanaan :-e;'sentase prt.)g'rahmlk:glalan lingkup Bidang Pemerintahan
lokumen anggaran Bidang Pemerintah idang pemerintahan dan By
Mo 1 o laangremerintahan | o angunan manusia dalam 100% 2305000000  100% 2867775500 100% 2222237995  100% 7.395.013495| dan Pembangunan | o' dan uar
dan Pembangunan B Daerah
Manusia dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, Manusia
RENSTRA & RENJA PD) yang
I Jumlah Dokumen Rencana 4 4
Koordinasi Penyusunan  |Pembangunan Daerah Bidang 500.000.000; 525.900.000 - -| 2Dokumen 1.025.900.000
Dokumen Dokumen
Dokumen Perencanaan  [Pemerintahan
o 03 1 o o1 Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Provinsi dan Luar
Bidang Pemerintahan Pembangunan Daerah Bidang Daerah
(RPJPD,RPIMD dan Pemerintahan yang Dikoordinir - - - - 2 Dokumen 400.000.000] 2 Dokumen 400.000.000|
RKPD) Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan
RKPD)
r Asistensi P
isiens Fenyusunan Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Semua
Dokumen Perencanaan Penyusunan Dokumen Rencana 1 1 Kabupaten/Kota
01 03 1 01 02 |Pembangunan Perangkat i . 50.000.000 - 50.000.000 P !
. Pembangunan Daerah Bidang Dokumen Dokumen semua Kecamatan,
Daerah Bidang R
) Pemerintahan semua Kelurahan
Pemerintahan
I Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi 1 1
Pelaksanaan Rencana Pembangunan 300.000.000 - - - 300.000.000
) Dokumen Dokumen
F Bidang F
dan Evaluasi Penyusunan  |Jumlah laporan koordinasi pelaksanaan 4 1
Dok f i i - .704. - 704, Provinsi dan Lt
o 3 1 o okumen dan sub bidang Dokumen 358.704.000 Dokumen 358.704.000 rovinsi dan Luar
F Perangkat Daerah
Daerah Bidang Jumlah Perangkat Daerah yang
F i dan Evaluasi 10 Perangkat
- - - -| 10 P kat Daerah 382.237.995 382.237.995
dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang erangiat Dacra Daerah
Pemerintahan
r
Koord\.nasl Pelaksanaan | Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan
Sinergias dan dan H: isasi 1 1 Provinsi dan Luar
01 03 1 01 04 [Harmonisasi Perencanaan . 211.506.000 211.508.000
Pembangunan Daerah Bidang Laporan Laporan Daerah
Pembangunan Daerah b ah
Bidang Pemerintahan emernianan
I Jumlah Dokumen Rencana 1 1
Pembangunan Daerah Bidang ) -
Keseiahtoraan M. @t Laporan Laporan
esejanteraan Vasyaraka 905.000.000 . 905.000.000
. Jumlah Dokumen Rencana
Koordinasi Penyusunan . 1 - 1
Pembangunan Daerah Bidang -
Dokumen Perencanaan X Dokumen Dokumen
Pembangunan Manusia .
o 03 1 o o5 | Daerah TomiaF Dok Koodnae B 1 1 Provinsi dan Luar
Bidang Pembangunan K”m @ me" “'”;"k °‘t" nasi Bicang ) 1 bor 1147452650 ) Dok 1.147.452650 Daerah
Manusia (RPUPD, RPMD Jes?ahDria” a;’a oxumen oxumen
dan RKPD) umlah Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah Bidang
Pembangunan Manusia yang Dikoordinir - - 2 Dokumen 720.000.000 2 Dokumen 720.000.000
Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan
RKPD)
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Kondisi Kinerja Pada Akhir Period:
. Data Capaian Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan e irreriode Unit Kerja Perangkat
. Program, Kegiatan dan " L Renstra .
Tujuan Sasaran Kode Sub. Kegiat Indikator Kinerja pada Tahun Awal Daerah F Lokasi
HhG P 2019 2020 2021 2022 2023 - = Jawab
K RP K RP K RP K RP K RP
) @2 ) M “4 - © - (©) U} © © - (19 - 1) - (12) - 13 - (19 - (15 - (16) - an - (18 hd (19 - (20) -
Jumlah Laporan Hasil Pengendalian
Asistensi Penyusunan Penyusunan Dokumen Rgncana 1 - - 1
Pembangunan Daerah Bidang Laporan Laporan Semua
Dokumen Perencanaan Keseiahte M ot KabupatenKota.
0o 03 1 01 06 |P Perangkat |—oianeraan Masyarakal 100.000.000 . 100.000.000) P '
Daerah Bidan Jumlah Laporan Hasil Pengendalian semua Kecamatan,
9 N Penyusunan Dokumen Rencana 1 - - 1 semua Kelurahan
Pembangunan Manusia X
Pembangunan Daerah Bidang Dokumen Dokumen
Pembangunan Manusia
Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan 1 1
Evaluasi Dokumen Perencanaan Bidang Lanoran - Lanoran
Sumber Daya Manusia P P
o 450.000.000 - - 450.000.000
[ Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi 4 4
P P Rencana L - L
dan Evaluasi Pt Bidang aporan aporan
Dokumen F Provinsi dan Luar
01 03 1 01 07 Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi
Pembangunan Perangkat Sub Bid 2 Daerah
Daerah Bidang i ubBicang | 2Dokumen 500444.250 | 500444250
: Rakyat dan Sub Bidang Pengembangan Dokumen
Pembangunan Manusia .
Sumber Daya Manusia
Jumlah Perangkat Daerah yang
Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi 13P kat
endapaikan Monitoring dan tvaluasi . I -| 13 Perangkat Daerah 720,000,000 erang 720,000,000
dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Daerah
Pembangunan Manusia
Koordinasi Pelak
f)or ‘,naSI claksanaan [ Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan
Sinergitas dan dan H .
Harmonisasi P N - - 2 Provinsi dan L
01 03 1 01 08 | oo AN o gunan daerah Sub Bidang -| 2 Dokumen 123768.600 123768600 rounsicanuar
Pembangunan Daerah Dokumen Daerah
Bidang Pembangunan Pengembangan Sumber Daya Manusia
dan Sub Bidang Kesejahte Rakyat
Manusia lan Sub Bidang Kesejahteraan Rakya
Koordinasi Perencanaan P?rsentase Progran'|IKeg|a(an Lingkup
Bidang Perekonomian Bidang Perekonomian dan SDA Dalam Bidang Perekonomian | Provinsi dan Luar
01 03 1 02 dan SIgA (Sumber Daya Dokumen Perencanaan (RPJMD, 85% 2.580.000.000 85% 2.500.000.000 97% 2.222.237.995, 97% 7.302.237.995, gdan SDA Daerah
Y3 |RKPD, RENSTRA, & RENJA PD) yang
Alam) -
dalam dok
[ Jumlah Laporan Koordinasi Penyusunan 1 1 2
Koordinasi Penyusunan  |Dokumen Perencanaan Pembangunan 635.000.000 643.000.000 - 1.278.000.000
5 X Laporan Dokumen Dokumen
Dokumen Perencanaan  |Daerah Bidang Perekonomian
o 03 1 02 ot Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Provinsi dan Luar
Bidang Perekonomian Pembangunan Daerah Bidang Daerah
(RPJPD,RPJMD dan Perekonomian yang Dikoordinir - - - - 2 Dokumen 425910.000( 2 Dokumen 425.910.000
RKPD) Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan
RKPD)
" Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi 4 4
Dokumen Perencanaan Bidang 535.000.000 - - 535.000.000
Perek Laporan Laporan
P Jerel ohnfmwan T Provinsi dan Luar
dan Evaluasi Penyusunan uma apo;ink onitoring can Evaluast i i Daerah
okumen F -
Dokumen Perencanaan E 362.000.000; - 362.000.000
01 03 02 03| Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Dokumen Laporan
F Perangkat
Daerah Bidang : P <atDaerah
Perekonomian umiah Perang acra dyang uasi 9 9
an Evaluasi
- - - 276.322.000( P kat 276.322.000
dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perangkat Daerah E‘:::ah
Perekonomian
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Kondisi Kinerja Pada Akhir Period
. Data Capaian Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan e irreriode Unit Kerja Perangkat
. Program, Kegiatan dan . L Renstra .
Tujuan Sasaran Kode Sub. Kegiat Indikator Kinerja pada Tahun Awal Daerah F Lokasi
ub. Reglatan : 2019 2020 2021 2022 2023 - = Jawab
K RP K RP K RP K RP K RP
) - @2 - G -l “ - o - (©) - U] - [ - © - (19 - ) - (12) - 13 - (19 - (19 - (16) - an - (18 hd (19 - (20) -
Dokumen Revisi RAD-PG Prov. Kaltim 1 - 1
2019-2023 Dokumen Dokumen
Laporan Evaluasi Pelaksanaan RAD-PG 1 - 1
Prov. Kaltim 20'19-2'023 Laporan 535.000000 } Laporan 535.000.000
Laporan Koordinasi Pelaksanaan
dan H: isasi P 1 - 1
Koordinasi Pelaksanaan Pembangurjan Daerah Bidang Laporan Laporan
. Perekonomian
Sinergias dan Provinsi dan Luar
5 01 03 1 02 04 [Harmonisasi Perencanaan [Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Daerah
F Daerah inergitas dan H; isasi P
Bidang Perekonomi i - -
idang Perekonomian Pembangunan Daerah Bidang E 2 795.000.000 g 2 795.000.000]
Perekonomian dan Laporan Evaluasi Dokumen Dokumen
Pelaksanaan RAD-PG Prov.Kaltim 2019-
2023
| Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi 2 2
Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD E E 732.005.995| 732.005.995|
) Laporan Laporan
pada Bidang Perekonomian
Koordinasi Penyusunan Jumlah Laporan Koordinasi Penyusunan 4 4 i 2
Dokumen Perencanaan Pembangunan 325.000.000 295.000.000 g 620.000.000
Dokumen Perencanaan 5 Laporan Dokumen Laporan
Daerah Bidang SDA -
P Daerah Provinsi dan Luar
5 01 03 1 02 0 . [Jumlah Dokumen Perencanaan
Bidang SDA Pemb Daerah Bidang SDA 1 1 Daerah
(RPUPD.RPIMD dan embangunan Daerah Bidang SR yang ) |l . 272,300,000 272.300.000
RKPD) Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, Dokumen Dokumen
RPJMD dan RKPD)
Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi 1 - 1
250.000.000 - - g 250.000.000
Dokumen Perencanaan Bidang SDA Laporan Laporan
Pelaksanaan Monitoring  |Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Semua
dan Evaluasi P P Dokumen'F - - 1
-| 1Dok 205.000.000; g 205.000.000} Kabupaten/Kota,
5 01 03 1 02 07 [Dokumen Perencanaan  [Pembangunan Perangkat Daerah Bidang orumen Dokumen semuaﬁ(ecamatan
Pembangunan Perangkat [SDA '
y semua Kelurahan
Daerah Bidang SDA Jumlah Perangkat Daerah yang 3
Mendapatkan Monitoring dan Eval - N 3
encapatian Honioring can \@ ua.s\ - - 101.000.000f  Perangkat 101.000.000
dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perangkat Daerah
Daerah
SDA
! I I Laporan Evaluasi dan Pemantauan 1 1
Pelaksanaan RAD-TPB/SDGs Laporan Laporan
Laporan Koordinasi Pelaksanaan 1 300.000.000 - - 1 300.000.000
dan isasi P Laporan ) ) Laporan
Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA
Sinergitas dan Jumlah L Koordinasi Pelak Provinsi dan Luar
5 01 03 1 02 08 |Harmonisasi Perencanaan |2 o ~oPoran Koordinasi Petaisanaan
dan H isasi P Daerah
Pembangunan Daerah . - - 2
Pembangunan Daerah Bidang SDAdan -| 2 Dokumen 200.000.000 e 200.000.000}
Bidang SDA Dokumen
Laporan Evaluasi dan Pemantauan
Pelaksanaan RAD-TPB/SDGs
[ Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi
Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD - - 1 Dokumen 414.700.000] 1 Dokumen 414.700.000|
pada Bidang Perekonomian
Persentase Program/kegiatan Lingkup
L Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
T erercarg dalam dokumen perencanaan Bidang Infrastruktur | Provinsi dan Luar
5 01 03 1 03 Bidang Infrastruktur d 857 2.400.000.000 857 2.900.000.000 97Y% 2.415.476.081 97Y% 7.715.476.081
Ko e sHUKCUT CE1 ) (RPUMD RKPD RENSTRA & RENJA PD) A’ t t * dan Kewilayahan Daerah
4 yang dijabarkan dalam dokumen
anggaran
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. Data Capaian Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan SC B B Unit Kerja Perangkat
. Program, Kegiatan dan . L Renstra .
Tujuan Sasaran Kode Sub. Kegiatan Indikator Kinerja pada Tahun Awal Daerah F Lokasi
: F 2019 2020 2021 2022 2023 K Rp Jawab
K RP K RP K RP K RP K RP
) - @2 - ) MR 4 - o - (©) - ) - [ - © - (19 - an - (12) - (13 - (19 - (15) - (16) - an - (18 hd (19 - (20) -
Jumlah Laporan Koordinasi Dokumen 4 4 2
Koordinasi P P F Daerah Laporan 400.000.000 Laporan 700.000.000 - - Laporan 1.100.000.000
Dokumen Perencanaan  |Bidang Infrastruktur
5 of 03 1 o3 of |FembangunanDaerah  \jumlahDokumen Perencanaan Provinsi dan Luar
Bidang Infrastruktur Pembangunan Daerah Bidang Daerah
(RPJPD,RPIMD dan Infrastruktur yang Dikoordinir ) - ) - 1 Dokumen 800.000.000[ 1 Dokumen 800.000.000
RKPD) Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan
RKPD)
Asistensi Penyusunan Semua
Dokumen Pe:/:ncanaan Jumiah Laporan Asistensi Dokumen 1 1 Kabupaten/Kota,
5 01 03 1 03 02 Perencanaan Pembangunan Perangkat 300.000.000 - - - - 300.000.000
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastrukiur Laporan Laporan semua Kecamatan,
Daerah Bidang Infrastruktur semua Kelurahan
T " Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi ] ]
Perencanaan Pembangunan Perangkat Laporan 700.000.000 - - - - Laporan 700.000.000
Daerah Bidang Infrastruktur
Pelaksanaan Monitoring  |Jumlah laporan monitoring dan evaluasi Semua
dan Evaluasi P dokumen - 1
5 01 03 1 03 03 |DokumenPerencanaaan |pembangunan perangkatdaerah bidang ) | 1 Dokumen 1000000000 | Dokumen 1.000.000.000 KabupatenKota,
; Perangkat semua Kecamatan,
semua Kelurahan
Daerah Bidang Infrastuktur [Jumlah Perangkat Daerah yang 2
Mendapatkan Monitoring dan Ev.alua.s| - . - . 2 815476081 Perangkat 815.476.081
dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perangkat Daerah Daerah
Infrastruktur
I " f ! Laporan Koordinasi Pelaksanaan 4 1
Sinergitas dan Harmonisasi Laporan 700.000.000 - - - - Laporan 700.000.000
Pembangunan Bidang Infrastruktur
Koordinasi Pelaksanaan  |Jumlah Dokumen Studi Perencanaan - - | 1 Dokumen - !
Sinergitas dan Dokumen Provinsi dan L
5 01 03 1 03 04 |HarmonisasiPerencanaan |Jumiah Laporan Koordinasi Pelaksanaan 1200000000 E . 1.200.000.000 mg:e:i; wer
P Daerah inergitas dan H: isasi - - | 1Laporan - Laporan
Bidang P Bidang
Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi ; ; 1 1
Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD - - Laporan 800.000.000} Laporan 800.000.000}
pada Bidang Infrastruktur
T r Koordinasi Penyusunan
Dokumen Perencanaan o Semua
Pembangunan Daerah Jumiah Laporan Koordinasi Dokumen 1 1 Kabupaten/Kota,
5 01 03 1 03 05 | ) Perencanaan Pembangunan Daerah 100.000.000 - - - - 100.000.000
Bidang Kewilayahan Bidang Kevilayahan Laporan Laporan semua Kecamatan,
(RPJPD,RPJMD dan semua Kelurahan
RKPD)
5 701 703 1 03 06 AsistensiPenyusunan |Jumiah Laporan Asistensi Dokumen 1 50000000 - - - - 50.000.000 Semua
Dokumenf F F Perangkat Laporan 4 Kabupaten/Kota,
Pembangunan Perangkat |Daerah Bidang Kewilayahan Laporan semua Kecamatan,
Daerah Bidang semua Kelurahan
Kewilayahan
5 701 03 1 703 07 |PelaksanaanMonitoring |Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi 1 50000000 - - - - 50.000.000 Semua
dan Evaluasi F F F Perangkat Laporan Kabupaten/Kota,
Dokumen Perencanaaan |Daerah Bidang Kewilayahan 1 semua Kecamatan,
Pembangunan Perangkat Laporan semua Kelurahan
Daerah Bidang
5 701 03 1 03 08 |Koordinasi Pelaksanaan |Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan 1 100.000.000; - - - - 100.000.000} Semua
Sinergitas dan Sinergitas dan Harmonisasi Laporan Kabupaten/Kota,
H; isasi P P Bidang Kewil 1 semua Kecamatan,
Pembangunan Daerah Laporan semua Kelurahan
Bidang Kewilayahan
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Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode

. Data Capaian Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja Perangkat
. Program, Kegiatan dan " L Renstra .
Tujuan Sasaran Kode Sub. Kegiat Indikator Kinerja pada Tahun Awal Daerah F Lokasi
R P 2019 2020 2021 2022 2023 - = Jawab
K RP K RP K RP K RP K RP
) @2 - G - - “ - © - (©) 0 © - © - (19 ~[ 1) - (12) - (13 - (14 - (15 - (16) - an - (18 hd (19 - (20) -
meningkatnya Kinerja 03 " 07 Program Pelayanan Tingkat kepuasan pemangku 82,30% 100% 7.485.646.066) 86,89% 6.144.064.878| 13.629.710.944 Sub.Bagian Umum
Pelayanan Bappeda ini: i terhadap PD dan Kepegawaian
Secara Internal dan Perkantoran (SKM)
Eksternal 03 707 01 Pelaksanaan Administrasi |Jumlah Instansi/Lembaga Provinsi, 69 Instansi/ 69 Instansi/ 7.485646.066| 70 Instansi/ 6.144.064.878| 13.629.710.944| Sub. Bagian Umum dan Samarinda
Perkantoran Kabupaten/Kota, Veritikal yang Dilayani Lembaga Lembaga Lembaga Kepegawaian
03 708 01 Program Peningkatan  |Unit kerja PD yang memiliki kinerja 1 Unit 1,42 Unit 13.398.870.968| 3 Unit 6.262.069.858| 19.660.940.826| Sub.Bagian Umum
Sarana dan Prasarana  |pelayanan tepat waktu dan Kepegawaian
Aparatur
03 708 01 Penyediaan peralatan dan |Jumlah penambahan aset sarana dan 147 Unit 147 Unit 7.658.447.100) 172 Unit 2.790.534.600 10.448.981.700| Sub. Bagian Umum dan Samarinda
sarana dan aparatur Kepegawaian
03 708 02 Pemeliharaan Peralatan  |Jumlah aset sarana prasarana aparatur 120 Unit 120 Unit 5.740.423.868| 126 Unit 3.471535.258 9.211.959.126( Sub. Bagian Umum dan Samarinda
dan Kelengkapan Sarana  |yang berfungsi baik Kepegawaian
dan Prasarana
" Program F Skor Kep Terhadap
[ ] Urusan Pemerintahan  |Pelaksanaan Tugas dan Fungsi 86% 30.075.785.959, 87% 29.429.074.500 90% 28.320.995.219, 90% 87.825.855.678| Sekretariat
Daerah Provinsi Bappeda
" Persentase Capaian Kinerja Bappeda
Perencanaan, ) 79,44% 550.409.616 79,46% 406.408.000 - - 79,46% 956.817.616
Prov. Kaltim -
dan Provinsi dan Luar
o1 o1 1 0 Sl Persentase Dokumen Perencanaan
Evaluasi Kinerja P B d 95% Oz oT00 5% 00 Perencanaan Program Daerah
Perangkat Daerah lan Penganggaran Bappeda yang - - - - 3 234, o 234,
tepat waktu, tepat proses
r 2 2
Jumlah Dokumen Renstra dan Renja 152.113.966 - - - g 152.113.966|
Dokumen Dokumen
Penyusunan Dokumen oA Dok ——— 2 2
01 01 1 01 01 |Perencanaan Perangkat | man Dokumen Renja dan Renstia . . 27.950.000 . i 27,950,000 Samarinda
Daerah Bappeda Dokumen Dokumen
[Jumlah Dokumen Perencanaan 8 8
- - - - 37.506.000| 37.506.000|
Perangkat Daerah Dokumen Dokumen
Jumlah Dokumen RKA ! 18.247.000 - - - g ! 18.247.000
Dokumen Dokumen
Koordinastdan umlah Dokumen RKABapped ! 42000000 ! 42000000
01 01 1 01 02 |Penyusunan Dokumen umiah Dokumen appeca ) “| Dokumen . ) | Dokumen A Samarinda
RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan 2 2
Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan - - - - Dokumen 70.315.500 Dokumen 70.315.500
Dokumen RKA-SKPD
I 1 1
Koordinasi dan Jumlah Dokumen RKA Perubahan Dok 15.475.000] - E - 1 Dokum 15.475.000]
of o1 1 0t ® Dokumen | cumen - e Samarinda
Perubahan RKA-SKPD [ " Dorumen REATerubanan - - 14000000 - - 14.000000
Bappeda Dokumen Dokumen
I 1 1
| Jumlah Dokumen DPA 18.247.000 - E - g 18.247.000
Dokumen Dokumen
1 1
Koordinasi d E - - -
o o1 1 o os oordinasi dan | Jumlah Dokumen DPABappeda Dokumen 42.000.000 Dokumen 42.000.000| Samarinda
Penyusunan DPA- SKPD
Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan 2 2
Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan - - - - Dok 73.740.000 Dok 73.740.000
Dokumen DPASKPD oumen orumen
Koordinasi dan Jumlah Dokumen DPA Perubahan Dok ! 15.475.000] - g - 1 Dok ! 15.475.000
01 01 1 01 05 [Penyusunan Perubahan ToriaF Dom SPAForaan owmen 1 o L;men Samarinda
DPASKPD umiah Dokumen BEAFerubanan . - 14,000,000 - - 14.000.000
Bappeda Dokumen Dokumen
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Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode

. Data Capaian Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja Perangkat
. Program, Kegiatan dan " L Renstra .
Tujuan Sasaran Kode Sub. Kegiat Indikator Kinerja pada Tahun Awal Daerah F Lokasi
HLGE P 2019 2020 2022 2023 - = Jawab
K RP K RP K RP K RP K RP
(1) @ [C ha 154 4 d o) M (6) U] 8 ©) d (10) (1) - (12) - (13 - (14 M (19 (16) M [/ (18) h (19) M (20) M
2 2
Jumlah Dokumen LKjIP dan LPPD 121.892.250 - E - - 121.892.250
Dokumen Dokumen
Koordinasi dan ) 2 2
Jumlah Laporan LKjIP dan LPPD Bappeda - 225.700.000 - g 225.700.000
Penyusunan Laporan Laporan Laporan Provinsi dan Luar
01 01 1 01 06 |Capaian Kinerja dan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Daerah
Ikhtisar Realisasi Kinerja ~ [lkhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan 2 2
SKPD Laporan Hasil Koordinasii Penyusunan - - - - 184.121.000 184.121.000
. . N Laporan Laporan
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Laporan Evaluasi Renja dan 2 208.959.400 . . . i 2 208.959.400
Renstra Dokumen Dokumen
Evaluasi Kinerja P kat itori ji
of o1 1 o1 o |FralesiKineraPerangkat \Jumiah Laporan Monitoring Renja dan . 8 40.758.000 . | 3Laporan 40.758.000 Samarinda
Daerah Renstra Bappeda Laporan
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja . . . . 1 24552.000 1 24552.000
Perangkat Daerah Laporan Laporan
r
F Realisasi Provinsi dan LI
o 0 1 02 o 91,25% 17.894.996.000| 92,00% 17.894.996.000 96% 18159600930  96% 53.949.592.930| Subbagian Keuangan | 0 1o o U2l
Perangkat Daerah Bappeda Prov.Kaltim Daerah
- —
. Jumiah Dokumen Dafer Gaji dan 52 16921326000 % 16.921326.000 - - - 33842652.000 Samarinda
o o 1 2 o Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS Dokumen Dokumen
Tunjangan ASN [Jumlah O M Gaji d: ;
ang um.a rang yang Mlenerima all can - - - -| 90 Orang/Bulan 17.321.400.930| 90 Orang/Bulan 17.321.400.930
Tunjangan ASN
" Jumlah Dok Ad trasi 7760 7760
_ umian Dekumen Administast 865.224.000 869.724.000 - - E 1734.948.000 Samarinda
o o1 1 02 ol P Tugas ASN Dokumen Dokumen
Pelaksanaan Tugas ASN  [Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan 12 833.521.000| 12 833.521.000] )
Administrasi Pelaksanaan T ugas ASN Dokumen A Dokumen A
r Pelaksanaan
Penatausahaan d: [Jumlah Dok Administrasi Ke 3000 3000
0 01 1 02 g3 | raeusanaandan umiah Doxumen Administasi feuangan 14.000.000 14.000.000 . | . 28.000.000 g d
Penguji fik yang Dokumen Dokumen
Keuangan SKPD
I Koordinasi dan 2 15
01 01 1 02 04 |Pelaksanaan Akuntansi Jumlah Laporan Keuangan 13.800.000 13.800.000 - g - 27.600.000 g d
Laporan Laporan
SKPD
r Koordinasi dan
P L 1 1
01 01 1 02 Q5 | cwsunantaporan o b Laporan Keuangan Akhir Tahun 20.300.000 20.300.000 . | . 40600.000 g
Keuangan Akhir Tahun Laporan Laporan
SKPD
[ Pengelolaan dan [Jumlah LHP( Laporan Hasil Pemeriksaan) 24 24
01 01 1 02 06 |Penyiapan Bahan na ditangga ‘p Laporan 26.300.000] Laporan 26.300.000] = g N 52.600.000
Tanggapan Pemeriksaan ¥ang 99ap i i
r —
Jumlah L K Bul: d 14 18 P dan Lt
o umiah Laporan fleuangan Bulanan can 11.746.000 16.139.500 . | . 27.885500| Subbagian Keuangan | oo o A0
Koordinasi dan Semesteran Laporan Laporan Daerah
Penyusunan Laporan Jumlah Laporan Keuangan
01 01 1 02 07 |Keuangan Bulanan/ Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 18 18
Triwulanan/ Semesteran  |dan Laporan Koordinasi Penyusunan - - - - 4.679.000 4.679.000| Subbagian Keuangan
Laporan Laporan
SKPD Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
! Penyusunan Laporan dan o o
Jumlah | Esti Reall 2 2
o1 01 1 02 08 |AnalisisPrognosis umiah faporan Esimast Realisast 22300.000 13406500 . | . 35.706.500 g
- anggaran Laporan Laporan
Realisasi Anggaran
Administrasi ;e'se":"se _PS’;;":'""?’" 75% 148440000  78% 246.500.000 - ] - 394.940.000 P'°""I':' "’: Luar
M o0 1 05 Perangkat P°mpe;"s;DMApa’: ur Umum aera
Daerah CRENEDEMLL DA 5 | - 1 50% 427040000 50% 421.040.000
memiliki sertifikat kompetensi
r Pengadaan Pakaian Dinas
Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta
o 01 1 05 02 |BesertaAribut umiah Paket Paiaian Linas Bese . f | 4 Paket 277.040000] 4 Paket 277.040.000]  Sub Bagian Umum
Atribut Kelengkapan
Kelengkapannya
r
Bimbingan Teknis ;“'";ahpe‘:a:a_‘ya"g menghul 030 148.440.000 030 246500000 - - - 394.940.000 Proinsi dan Luar
01 01 1 05 11 i Peraturan J\ml\:‘ggﬂ exnis Viongikut Dikiat rang rang % %5 Sub Bagian Umum Daerah
Perundang-Undangan |2 o 1o Yang Mengirui bica - 4 - - 150.000.000 150,000,000
T eknis Orang Orang
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Kondisi Kinerja Pada Akhir Period:
. Data Capaian Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan e irreriode Unit Kerja Perangkat
. Program, Kegiatan dan . L Renstra .
Tujuan Sasaran Kode Sub. Kegiat Indikator Kinerja pada Tahun Awal Daerah F Lokasi
HLGE P 2019 2020 2021 2022 2023 - = Jawab
K RP K RP K RP K RP K RP
(1) @ [C ha [0 4 d o) M (6) U] ) ©) d (10) - 1) - (12) - (13 - (14 M (15 (16) M [/ (18) h (19) M (20) M
R PR TR 75% 4183190500 80% 3.306.235.395 - : - 7489.425.895 -
o o1 1 06 Administrasi Umum Prasarana Kantor U Provinsi dan Luar
P kat Daerah Daerah
erangkat Daeral Sarana dalj Pr?sarana : i ) i 95% 1.890.283.500 95% 1.890.283.500 aeral
Kantor yang Berfungsi Baik
Jenis Komponen Instlasi Ltk 2 120136500 22 149.726.600 - - - 269.863.100
F p P yang Diadakan Jenis Jenis
01 01 1 06 01 |Instalasilistrik/ Penerangan |Jumlah Paket Komponen Instalasi 14 1 Sub Bagian Umum Samarinda
Bangunan Kantor Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang - - - - 120.136.500 120.136.500
o Paket Paket
Disediakan
Penvecioan Peralaan dan i”mt'jh Perat'a'a” d[,’a" Petengkapan Jsé 748.375.000 Jsé 1170184295 - - 1918559295
o0 o1 1 06 02 Fenﬁ]gkapa" s Ja”I 'hy;”i frpse Ilat,a - ens ens - - Sub Bagian Umum Samarinda
umlah Paket Peralatan dan
- E - E 302.648.000| 302.648.000
Perlengkapan Kantor yang disediakan Paket Paket
4 4 -
Jumlah Bahan Logistik Kantor yang 25839 765.625.000 25839 467,632,000 A i ; 1233.257.000
Penyediaan Bahan Logistik Diadakan Pors Pors
01 01 106 04 Kanty:r 9 | Jumlah Laporan Hasil Rapat - | - - - | - -|  SubBagian Umum Samarinda
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang A . ) . 2 347500000 2 347500000
Disediakan Paket Paket
I I 4 4
Pemediaan Baran ‘;“'"'ah":ms Barang Cetakan dan | 138534000 157.974500 - - - 296.508 500
o o 1 06 05| 9 enggandaan enis enis Sub Bagian Umum Samarinda
Cetakan dan Penggandaan|Jumlah Paket Barang Cetakan dan 5 159.227.000) 5 159.227.000)
Penggandaan yang di Sediakan Paket - Paket -
M [ Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan 162 162
71.180.000] 60.000.000; - g - 131.180.000
Penyediaan Bahan Bacaan |Perundang-undangan yang diadakan Buah Buah
01 01 1 06 06 |dan Peraturan Perundang- |Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Sub Bagian Umum Samarinda
. 1 Dokumen 1 Dokumen
Undangan peraturan Perundang-Undang yang di - - - - 59.520.000| 59.520.000|
Sediakan
f o ) 800 800
Jumlah Fasilitasi Tamu yang diadakan Porsi 50.000.000 Porsi 49.920.000 - g - 99.920.000
01 01 1 06 08 |Fasilitasi Kunjungan Tamu oL -~ Sub Bagian Umum Samarinda
umlah Laporan Fasilitasi Tamu yan:
P ¥ang . 1 1 1Laporan 24912000] 1 Laporan 24.912.000
diadakan
r >
125 125
Jumlah L Hasil Rapat koordi
_ Rapat d::' ah Laporan asi Rapat koordinast Laporan 2.076.000000| Laporan 1.106.038.000 » . 3.182.038.000)
o1 01 1 06 09 |Koordinasidan Konsultasi : : Sub Bagian Umum Pm‘”g::;; Luar
SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaran Rapat
Koordinasi dan Konsultasi SKPD - - - - Laporan 663.000.000 Laporan 663.000.000
I Jumlah Pelaksanaan Sistem 3 3
Dukungan Pelaksanaan  |Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Siste 213.340.000! Siste 144.760.000; g - 358.100.000
Sistem Pemerintahan didukung siem siem N
01 01 1 o6 1 . Sub Bagian Umum Samarinda
Berbasis Elektronik pada  |Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan 4 Dokumen 4 Dokumen
SKPD Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik - g - g 213.340.000 213.340.000
Pada SKPD
I Pengadaan Barang Milik
Daerah b ilik
o0 1 07 aerd J Ul . 1 es% 31,562,000 90% 546797.400]  90% 578.359.100 Sub Bagian Umum Samarinda
Urusan Pemerintahan  [daerah
Daerah
" I Pengadaan Kendaraan Jumlah Unit Kendaraan Dinas
01 01 1 07 02 |Dinas Operasional atau  |Operasional atau Lapangan yang - - 1Unit 31.562.000 1 Unit 546.797.100 1 Unit 578.359.100[  Sub Bagian Umum Samarinda
Lapangan Disediakan
r >
. P tase Jasa Pe j
Penyediaan Jasa T""Is"'" ,s;' asfwe:‘""'a"g S 80% 6.003870543|  85% 6.123.104.205 { . { 12126974748
01 o1 1 08 Urusan Per aya;l ePpaI i uJ — Sub Bagian Umum Samarinda
Pemerintahan Dagrah | o oo oos | olyanan Jasapenuniang . 4 - d 95% 5874014189  95% 5874.014.189
Tepat Waktu
Pemvedioan Jaca Surt j?':'adh f:’atMaSL'kda" Keluar ang ;05(: 28,650,000 ;05(: 25.000.000 - {8100 Surat 53.650.000
o0 o1 1 08 of Menye - J' e'l‘ :Ii an —_— ura ura Sub Bagian Umum Samarinda
umlah Laporan Penyediaan Jasa Suraf
i Mot P Ve . - 1 1Laporan 10000000 1 Laporan 10.000.000

-890-




Kondisi Kinerja Pada Akhir Period:
. Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan CHEIBIAED AR ERATITED Unit Kerja Perangkat
Program, Kegiatan dan . L Renstra B
Sasaran N Indikator Kinerja Daerah F Lokasi
Sub. Kegiatan
2020 K Rp Jawab
RP RP K RP K RP K RP
@2 4 - © hd [ - (19 - 1) |- (12) - (13 - (19 (15 (16) hd (/B (18 hd (19 - (20) -
Jasa Listrik yang T erbayarkan 12660 kWH - - 12660 kWH
Jasa Sumber Daya Air yang Terbayarkan 9750 m3 1.449.580.000 - - 9750 m3 1.449.580.000|
Penyediaan Jasa Jumlah Komunikasi yang Terbayarkan 223 Mbps - 223 Mbps
Komunikasi, Sumber Daya [jumlah Laporan Jasa Komunikasi, Sub Bagian Umum Samarinda
Air dan Listrik Sumber Daya A dan Listik - -| 12 Laporan 1.549.576.933 -| 12 Laporan 1.549.576.933]
| JumiTah Caporan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Al dan Listrk - - - 1 Laporan 1417.598664| 1 Laporan 1.417.598.664|
Jumiah .Ien.ls Pelayanan Umum Kantor 6_ 4525640543 - - N 6 Jenis 4.525.640.543|
yang tersedia Jenis
Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Gaji No.n ASN - -| 13 Laporan 4.548.527.272 -| 13 Laporan 4.548.527.272, Sub Bagian Umum Samarinda
Pelayanan Umum Kantor  [Jumlah Laporan penyediaan Jasa
Pelayanan Umum Kantor yang di - - - 1 Laporan 4446415525 1 Laporan 4.446.415.525,
Sediakan
i Barang ) . Barang Millk Daerah yang 79% 1.294.879.300|  83% 1.420.268.900| - 83% 2.715.148.200
Milik Daerah Penunjang |Terpelihara . N
U P o b v~y Wik Dasrah Sub Bagian Umum Samarinda
rusan Pemerintahan -ersen ase Barang Milil -ae.ra yang ) 1 ) 00% . 00% .
Daerah digunakan dan Berfungsi Baik
. 2 2
Penyediaan Jasa Jumlah kendaraan jabatan yang dipelihara Unit 64.130.000| - - - Unit 64.130.000]
F i Biaya
. . Jumlah Pemeliharaan dan Pajak 2 2
Pemelih: dan Pajak - - .130. - 130,
emeliharaan dan Fajal Kendaraan Dinas Jabatan Unit 164.130.000 Unit 164130.000 Sub Bagian Umum Samarinda
Dinas atau Kendaraan Jumlah Kendaraar? Perorangan Dinas ) )
" atau Kendaraan Dinas Jabatan yang - - - 64.130.000 64.130.000
Dinas Jabatan ) . Unit Unit
Dipelihara dan Dibayar Pajak
Penyediaan Jasa Jumiah Kendaraan dinas 4 780149300 - - - 4 789.149.300
o Biaya yang dipelihara Unit Unit
Pemeliharaan, Pajak dan |22 Pemeliharaan dan Pajak - | 395.036.400 - 4 395,036 400 ) )
Perizinan Di Kendaraan Dinas Operasional Unit Unit Sub Bagian Umum Samarinda
Operasional atau Jumlah Kendaraan D\r\as'Operaswonal o o
atau Lapanganyang Dipelihara dan - - - X 338.750.000 N 338.750.000
Lapangan i ; . Unit Unit
Dibayarkan Pajak dan perizinannya
25 25
Jumlah Mebeler yang Terpelihara 19.500.000| - 50 Buah 39.000.000f  Sub Bagian Umum Samarinda
Buah Buah
f Mebel % %
Jumlah Mebel Dipelih: - - - 19.200.000 19.200.000
umlah Mebel yang Dipelihara nit Unit
Jumlah Peralatan dan Mesin yang ! 87300000 . S 1 Mesin 140212500 Sub Bagian Umum Samarinda
f Peralatan Mesin Mesin
dan Mesin Lai ——
lan Mesin Lainnya Jumlah peralatan dan Mesin Lainnya yang R | R 1 53.865.000 1 53.865.000
Dipelihara Unit Unit
" P 1 1
Pemeliharaan /Rehabilitasi | Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara 76.280.000 434.440.000 - -|  1Gedung 510.720.000|  Sub Bagian Umum Samarinda
Gedung Gedung
Gedung Kantor dan Tomian Godurs Konor Gan B 1 1
. umlah Gedung Kantor dan Bangunan
Bangunan lainn, - - - 226.280.000 226.280.000
9 v Lainnya yang Dipelihara/Direhabiltasi Unit Unit
. . [Jumlah Jeni dan P 4 4
Pemeliharaan/ Rehabiliasi [ " o Sorara Can Fasarana ! 258520000 ! 354.250.000 o 4deniis 612.770.000|  Sub Bagian Umum Samarinda
Gedung Kantor yang dipelihara Jenis Jenis
Sarana dan Prasarana amiah Saran dan P Ged
(Gedung Kantor atau umlah Saran dan rasarfana edung 4 4 ' ‘
Kantor atau Bangunan Lainnya yang - - - X 330.800.000 . 330.800.000|  Sub Bagian Umum Samarinda
Bangunan Lainnya o N L Unit Unit
Dipelihara/Direhabiltasi

-90-




BAB VII
KINERJA PENYELEGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja pembangunan suatu daerah pada dasarnya digambarkan melalui
tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran yang telah direncanakan
pada awal pembuatan RPJMD. Oleh karena itu, penetapan indikator kinerja
harus ditetapkan secara tepat agar dapat menggambarkan keadaan capaian
pembangunan secara riil. Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja
pemerintah tersebut, maka untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja
pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan indikator kinerja
program pembangunan daerah sebagai Indikator Kinerja Utama (key
performance indicator). Sebagaimana lazimnya sebuah alat ukur kinerja suatu
organisasi, maka indikator kinerja program pembangunan daerah ditetapkan
dengan memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah;

2. Menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan yang
diharapkan;

3. Memfokuskan pada hal-hal utama, penting, dan merupakan prioritas
program pembangunan daerah; dan

4. Terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah.

Penetapan Indikator Kinerja bidang urusan merupakan indikator kinerja
pada urusan penunjang perencanaan yang menggambarkan capaian kinerja
yang harus dicapai hingga akhir tahun, adapun target kinerja bidang urusan
yang ingin dicapai diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Bidang Urusan

Kondisi Realisasi Target

No | Indikator Kinerja Kinerja Keterangan

Awal 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023

p | Nilai Akuntabilitas 76,55 | 76,6 | 76,65| 77 | 78
Kinerja

Proporsi program
pembangunan

daerah yang sinergi Indikator
2 yang siners 82,3 |89,42| 87 kinerja
antara Provinsi, .
dirubah

Nasional dan
Kabupaten/Kota (%)




Kondisi Realisasi Target
No | Indikator Kinerja Kinerja Keterangan
Awal 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Konsistensi
3 Perencanaan dengan 75 78 30
Pelaksanaan
Pembangunan (%)
Persentase Prioritas
4 | pembangunan yang 65 85 95

mencapai target (%)




BAB VIII
PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) BAPPEDA Provinsi Kalimantan
Timur berfungsi sebagai panduan bagi seluruh unit kerja di lingkungan
BAPPEDA Prov. Kaltim dalam mencapai target-target sasaran yang telah
disepakati bersama. Sasaran utama dari Perubahan Renstra BAPPEDA Prov.
Kaltim selaku lembaga yang mengemban tugas sebagai koordinator
pembangunan daerah adalah bagaimana Visi dan Misi Gubernur dan Wakil
Gubernur sebagaimana dijabarkan dalam sasaran Perubahan RPJMD Prov.
Kaltim Tahun 2019-2023 dapat tercapai.

Perubahan Renstra BAPPEDA Prov. Kaltim disusun untuk memberikan
arah yang jelas pada pelaksanaan kegiatan sesuai Tugas dan Fungsi
BAPPEDA Prov. Kaltim dalam menjalankan berbagai prioritas pembangunan
daerah. Selain itu, Perubahan Renstra tersebut juga berfungsi sebagai rambu-
rambu strategis yang harus dilaksanakan dan dikendalikan kinerjanya setiap
tahun melalui Rencana Kerja (Renja) dan dipertanggungjawabkan dalam
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Perubahan Renstra BAPPEDA Prov. Kaltim Tahun 2019-2023 bersifat
dinamis untuk menyesuaikan perubahan-perubahan yang terjadi, dalam
rangka peningkatan kapasitas, kerjasama, dan loyalitas dalam melaksanakan
tugas sesuai dengan wewenang yang diberikan. Oleh karena itu komitmen
dari setiap unit kerja BAPPEDA Prov. Kaltim sangat diharapkan, dengan
demikian BAPPEDA Prov. Kaltim sesuai tugas dan fungsinya untuk dapat
mengedepankan aspek perencanaan, pengendalian dan evaluasi
pembangunan daerah. Disamping itu perlu ditingkatkan koordinasi antara
BAPPEDA Prov. Kaltim dengan Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota
dengan tujuan untuk mencapai sasaran Perubahan RPJMD Provinsi
Kalimantan Timur tahun 2019-2023.

Perubahan Renstra BAPPEDA Prov. Kaltim Tahun 2019-2023
merupakan penjabaran dari Perubahan RPJMD Prov. Kaltim 2019-2023 yang
disusun melalui tahapan sesuai Permendagri Nomor 86 tahun 2017,
sedangkan  klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan
pembangunan dan keuangan daerah berdasarkan Permendagri Nomor 90
Tahun 2019 dan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Kepmendagri Nomor 050-5889



Ui
.

tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah

Perubahan Renstra BAPPEDA Prov. Kaltim tahun 2019-2023
merupakan dokumen perencanaan yang disusun sebagai panduan
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BAPPEDA Prov. Kaltim dalam kurun
waktu 5 (lima) tahun kedepan pada masa kepemimpinan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Sehingga Perubahan
Renstra BAPPEDA Prov. Kaltim merupakan penjabaran dari visi, misi, dan
program tahun 2019-2023 dituangkan kedalam kebijakan, strategi dan
program perencanaan pembangunan yang mengacu kepada Perubahan
RPJMD Provinsi Kalimantan Timur. Renstra ini merupakan pedoman bagi
penyusunan Rencana Kerja dan Penganggaran tahunan BAPPEDA Provinsi

Kalimantan Timur.

Samarinda, Januari 2022

pala,

Dr. Ir. —NVE
NIP. 196302161988031008
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